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Kata Pengantar

Hak Atas Penghapusan Informasi 
di Indonesia

Antara Perlindungan Data Pribadi dan Keterbukaan Informasi Publik

Indonesia masih memiliki beberapa permasalahan dalam tata kelola 
internet. Kebijakan konten yang yang berkutat pada persoalan hoaks, 
penyebaran kebencian dan pornografi. Kejahatan dunia maya berupa 
perjudian online dan  terorisme, privasi, hak cipta dan perlindungan 

konsumen masih menjadi masalah masalah yang perlu penyelesaian. 
Terkait data pribadi, Indonesia juga belum memiliki regulasi sehingga 
dikhawatirkan maraknya pencurian data pribadi baik berupa identitas diri, 
foto, video, maupun lokasi pengguna.

Dalam situasi yang demikian, ada revisi  UU No. 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik, yang  disahkan menjadi UU No. 19 
Tahun 2016, yang memperkenalkan satu hak baru dalam sistem hukum 
di Indonesia yaitu, hak penghapusan informasi yang juga disebut sebagai 
hak untuk dilupakan (right to be forgotten). Hak ini diatur dalam ketentuan 
yang dirumuskan  dalam aturan yang mewajibkan penyelenggara sistem 
elektronik untuk melakukan “penghapusan Informasi Elektronik dan/ atau 
Dokumen Elektronik yang tidak relevan”.

Munculnya hak ini menarik perhatian publik, karena sebelumnya tidak 
pernah muncul dalam usulan awal perubahan UU ITE. Dalam naskah awal 
inisiatif perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang diajukan oleh 
pemerintah memang tidak sedikit pun perihal right to be forgotten disebut. 

Karena proses kemunculan hak ini tidak didahului oleh proses pengkajian 
dalam naskah akademik yang komprehensif, sehingga rumusannya 
mengandung beberapa ketidakjelasan yang berpotensi bertentangan 
dengan perlindungan data pribadi dan keterbukan informasi publik. Oleh 
karena itu, perlu pengkajian lebih lanjut agar, regulasi berupa Peraturan 
Pemerintah yang akan dibuat untuk melaksanakan mandat pasal ini dapat 
memenuhi standar hak asasi manusia. Untuk itulah LBH Pers, sebagai 
lembaga yang memiliki kepedulian dalam perlindungan kebebasan 
berekpresi dan kebebasan internet berinisiatif melakukan penelitian.



iv

Dalam kesempatan ini, LBH Pers mengucapkan terimakasih yang sebesar 
besarnya kepada Shita Laksmi dari Diplo Foundation yang menjadi 
supervisor riset, juga kepada Tim Peneliti:Wahyudi Djafar, Arfi Bambani Amri, 
Gading Yonggar Ditya dan Ade Wahyudin.  LBH Pers juga mengucapkan 
terimakasih kepada Sahabat Almarhum Supriadi Widodo Eddyono, atau 
lebih dikenal Supi yang telah membantu dalam penyusunan draft rencana 
program. Semoga hal ini juga menjadi amal jariah bagi almarhum.

LBH Pers juga mengucapkan terimakasih kepada Semuel A Pangerapan, 
Dirjen Aptika Kemenkominfo, yang sudah memberikan sambutan dan 
apresiasi atas hasil penelitian ini, juga kepada Anthonius Malau  dari 
Kemenkominfo yang sudah terlibat dalam diskusi terbatas sebagai salah 
satu metode dalam penelitian dan membantu sehingga seminar hasil 
penelitian dapat dilaksanakan di Kantor Kementerian Komunikasi dan 
Informatika.

LBH Pers juga mengucapkan terimakasih kepada Brechtje Klanderman, 
Nicolaas Konijn, Kevin De Watcht, dan Mark Spijker dari Kedutaan Besar 
Belanda di Jakarta yang telah memberikan bantuan finansial dalam 
pelaksanaan penelitian ini.

LBH Pers berharap hasil penelitian ini dapat berkontribusi dalam 
penyelenggaraan tata kelola internet yang demokratis dan memenuhi 
standar hak asasi manusia.

Selamat membaca !

Jakarta, 17 September 2018

Nawawi Bahrudin, S.H
Direktur Eksekutif LBH Pers



v

Ringkasan Eksekutif

Istilah Hak Penghapusan Informasi atau populer disebut Hak untuk 
Dilupakan mendadak jadi pembicaraan setelah Dewan Perwakilan Rakyat 
memasukkan klausul “penghapusan Informasi Elektronik dan/ atau 
Dokumen Elektronik yang tidak relevan” ke dalam perubahan Undang-

undang No 11 Tahun 2008 yang kemudian menjadi UU No 19 Tahun 2016 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Klausul yang masuk dalam Pasal 
26 ayat (3) ini lengkapnya berbunyi, “Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik 
wajib menghapus Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang 
tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang 
bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.”

Dalam sesi pandangan akhir, partai-partai menyatakan tambahan 
pengaturan mengenai hak untuk dilupakan atau right to be forgotten 
merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan antara privasi dan 
keterbukaan akses informasi di Indonesia. Namun pada konteks ini, hak 
untuk dilupakan justru melahirkan sejumlah tanda tanya dan potensi 
permasalahan dalam implementasinya. Gagasan ini terlalu dini karena 
Indonesia belum memiliki rezim perlindungan data dan privasi yang 
kuat. Sampai saat ini, meski ada sejumlah undang-undang yang memiliki 
konten pengaturan perlindungan data pribadi, namun Indonesia belum 
memiliki peraturan perundang-undangan yang memadai yang bisa 
menjadi rujukan secara kuat dalam perlindungan data pribadi warganya.

Rumusan yang terlalu umum mengenai “informasi tidak relevan” juga 
menimbulkan ketegangan baru mengingat tipisnya batas antara informasi 
yang masuk kategori publik dengan yang masuk kualifikasi data pribadi. 
Ketidakjelasan definisi “informasi tidak relevan” berpotensi dipakai untuk 
melakukan “pembersihan diri” oleh misalnya pelaku kejahatan. Jika situasi 
ini terjadi, tentu akan berdampak pula pada pemenuhan hak publik atas 
informasi, termasuk para jurnalis dalam kapasitasnya melakukan pekerjaan 
pers sebagaimana diatur oleh UU Pers.
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Konsep Hak Penghapusan Informasi berawal dari Eropa. Istilahnya sendiri 
ditabalkan dalam putusan Court of Justice of the European Union (CJEU) 
tahun 2014 dalam kasus Mario Costeja Gonzalez melawan Google. Namun, 
diskusi soal hak ini sesungguhnya sudah berlangsung bertahun-tahun di 
Eropa. Dan akhirnya, setelah yurisprudensi Costeja, pada 27 April 2016, 
Uni Eropa mensahkan Regulasi Perlindungan Data Pribadi (General Data 
Protection Regulation) yang memiliki kekuatan mengikat atas semua 
anggota. Regulasi ini mengukuhkan putusan-putusan pengadilan terkait 
hak untuk dilupakan melalui penegasan “hak untuk penghapusan/ hak 
untuk dilupakan” di dalam Pasal 17. 25 Mei 2018, GDPR ini resmi berlaku, 
bukan hanya di yurisdiksi Eropa namun juga mengglobal karena yurisdiksi 
universal atas setiap warga Eropa.

Berbeda dengan GDPR yang mengatur Hak Penghapusan Informasi yang 
mengikat pribadi dan Pengendali Data sekaligus, pengaturan UU ITE tidak 
sekuat ini. Frasa “penetapan pengadilan” menjadi masalah tersendiri karena 
hal ini mencerminkan asas voluntair sementara imbas penghapusan 
menimpa minimal dua pihak sekaligus yakni pribadi dan pengendali data 
yang dalam hal ini disebut Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). PSE 
dalam rumusan pasal tersebut menjadi pihak yang berpotensi hak dan 
kepentingannya dilanggar. PSE berpotensi kehilangan kendali atas hak dan 
kepentingannya untuk menyimpan dan mengendalikan suatu informasi 
elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang dianggap tidak relevan. 
PSE tidak diberikan kesempatan untuk melakukan sanggahan, bantahan, 
dan menjawab untuk mempertahankan hak dan kepentingannya karena 
hanya diawali dengan sebuah permohonan penetapan.

Untuk itu, sebuah kajian terhadap Hak Penghapusan Informasi yang 
diberlakukan dengan UU ITE sungguh urgen untuk dilakukan. Pertama, 
kita perlu memahami konsep hak untuk dilupakan sebagai bagian 
dari rezim perlindungan data pribadi maupun hak asasi manusia pada 
umumnya, sehingga jelas pijakan konstitusionalitasnya di Indonesia. 
Kedua, kajian ini untuk mengidentifikasi dan menguraikan permasalahan 
dan hubungan antara konsep hak untuk dilupakan dengan berbagai 
peraturan perundang-undangan terkait di Indonesia, sehingga dapat 
secara baik merumuskan batasan dan cakupan ruang lingkupnya. Dan 
ketiga, membangun mekanisme atau prosedur yang sah dan konstitusional 
bagi pelaksanaan hak untuk dilupakan.�
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Bab I
Pendahuluan

I.1.   Latar Belakang
I.1.1. Munculnya Hak untuk Dilupakan dalam Hukum Indonesia

Salah satu hasil revisi terhadap UU No. 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian disahkan 
menjadi UU No. 19 Tahun 2016, adalah masuknya ketentuan hak 
penghapusan informasi yang juga disebut sebagai hak untuk 
dilupakan (right to be forgotten). Akomodasi ketentuan tersebut 
terumuskan dalam aturan yang mewajibkan penyelenggara sistem 
elektronik untuk melakukan “penghapusan Informasi Elektronik 
dan/ atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan”, berikut dijelaskan 
oleh Pasal 26 ayat (3) dan (4) UU No. 19/2016:1

(3) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus 
Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang tidak 
relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan 
Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

(4) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan 
mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/ atau 
Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat berikutnya (Pasal 26 ayat (5)) menjelaskan tata cara lebih lanjut 
yang lebih detail menjelaskan mekanisme penghapusan informasi 
atau dokumen elektronik yang dinilai tidak relevan, akan diatur 
dalam Peraturan Pemerintah.

1 Ketentuan Pasal 26 UU ITE sebelumnya mengatur mengani kewajiban perlindungan data pribadi seseorang oleh setiap 
penyelenggara sistem elektronik. Selain itu, setiap orang yang merasa dirugikan akibat pemindahtanganan data pribadi 
yang dilakukan secara semena-mena (tanpa izin), menurut ketentuan pasal ini dapat mengajukan gugatan ganti kerugian 
ke pengadilan.
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Munculnya ketentuan tersebut menarik perhatian publik, karena 
sebelumnya tidak pernah muncul dalam usulan awal perubahan UU 
ITE. Dalam naskah awal inisiatif perubahan UU No. 11 Tahun 2008 
tentang ITE yang diajukan oleh pemerintah memang tidak sedikit 
pun perihal right to be forgotten disebut. Pada saat mengajukan 
usulan pembahasan, pemerintah menegaskan bahwa perubahan UU 
ITE hanya dilakukan secara terbatas,2 untuk isu-isu terkait pencemaran 
nama baik (Pasal 27 ayat (3)), intersepsi komunikasi (Pasal 31), hukum 
acara (Pasal 43), dan ancaman pidana (Pasal 45).3 Sementara wacana 
tentang perlunya mengakomodasi aturan mengenai right to be 
forgotten sendiri muncul dari usulan DPR, yang mengemuka pertama 
kali pada saat awal pembahasan (Pembicaraan Tingkat I) RUU 
Perubahan UU ITE. Usulan ini diungkapkan oleh Fraksi Partai Amanat 
Nasional dalam pandangan umumnya, dengan mengatakan:

“Fraksi PAN juga mendorong perlunya kajian dan mendorong 
apa yang disebut sebagai the right to be forgotten, hak untuk 
dilupakan. Hak ini adalah untuk dimiliki oleh individu-individu 
agar informasi tentang dirinya, pita, gambar, video harus bisa 
dihapus dari catatan di Internet sehingga tidak bisa ditemukan di 
mesin pencari, di search engine. Hak ini muncul dari keinginan 
individu menentukan perkembangan hidupnya tanpa terus 
menerus terkena stigma dari perbuatan mereka di masa lalu. 
Konsep ini diterapkan oleh Uni Eropa, Argentina sejak 2006, 
begitu juga di Jepang dan beberapa negara lain. Contoh kasus yang 
menarik ini adalah kasus Costeja versus Google yang menyangkut 
lelang rumah di Uni Eropa yang telah diputus pengadilan Eropa 
pada 13 Mei 2014 yang lalu. Jadi the right to be forgotten ini 
adalah permintaan, dorongan Fraksi PAN agar semua data pribadi 
yang sudah tidak relevan wajib negara perintahkan kepada semua 
search engine untuk dihapus di-delete untuk seterusnya.”4

2 Lihat: “Pemerintah dan DPR Akan Revisi UU ITE Secara Terbatas”. https://www.viva.co.id/berita/nasional/807361-pemer-
intah-dan-dpr-akan-revisi-uu-ite-secara-terbatas (diakses pada 20 April 2018).

3  Lihat: BPHN, Naskah Akademik RUU Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, Jakarta: BPHN, 2016. http://www.
bphn.go.id/data/documents/penyelarasan_na_ruu_ttg_perubahan_uu_no._11_th_2008_ttg_ite.pdf (diakses pada 20 April 
2018). Lihat juga: ELSAM, Melembagakan Pengaturan Internet Berbasis Hak Asasi Manusia: Masukan Naskah Akademik 
RUU Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jakarta: ELSAM, 2016. http://elsam.
or.id/2016/06/melembagakan-pengaturan-Internet-berbasis-hak-asasi-manusia-masukan-naskah-akademik-ruu-peruba-
han-uu-no-11-tahun-2008-tentang-informasi-dan-transaksi-elektronik/ (diakses pada 20 April 2018).

4. Risalah Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Pemerintah (Menteri Komunikasi & Informatika dan Menteri Hukum & 
Hak Asasi Manusia), dalam Pembicaraan Tingkat I untuk pembahasan RUU Perubahan UU ITE, pada 14 Maret 2016. 
Usulan tersebut ditegaskan kembali oleh anggota Fraksi PAN, Budi Youyastri, dalam rapat kerja dengan pemerintah pada 
13 April 2016, dikatakannya “Saya mengatakan bahwa kalau memang kita definisikan baru maka mau nggak mau sebagai 
konsekuensi dari sikap Pemerintah, harus ada muncul pasal-pasal baru Pimpinan. Yang saya usulkan bahwa forgotten 
rights itu harus masuk. Forgotten rights itu adalah kewenangan negara untuk melindungi hak warganegaranya. Nggak 
boleh kita diatur oleh Google sama Yahoo”. Lihat: Risalah Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Pemerintah, dalam pem-
bahasan materi (DIM) RUU Perubahan UU ITE, pada 13 April 2016.
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Pemerintah sendiri tidak langsung menyetujui usulan DPR untuk 
memasukkan klausul mengenai right to be forgotten dalam peru-
bahan UU ITE. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika 
(Menkominfo) Rudiantara, yang mewakili pemerintah, the right to 
be forgotten memiliki banyak sekali dimensi, termasuk dimensi hak 
asasi manusia, sehingga perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut. 
Berikut penuturan lengkap Menkominfo Rudiantara:

“Yang menarik, Pak Budi (Budi Youyastri, anggota Fraksi Partai 
Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat), mengungkapkan 
sebagaimana pembahasan yang hari Senin lalu adalah mengenai 
“right to be forgotten policy”. Nah ini kami juga sudah coba 
menindaklanjutinya dengan berkomunikasi dengan Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ini bagaimana? Kalau misalkan 
salah satu isu yang kita tangkap tetapi saya tidak bisa mengatakan 
bahwa ini pasti akan dimasukkan atau apa karena ini masih tetap 
harus dibicarakan. Dan right to be forgotten ini dimensinya juga 
bukan hanya masalah dimensi Internet tetapi dimensi ada hak asasi 
manusia dan lain sebagainya.”5

Tanggapan pemerintah terhadap komentar DPR perihal perlunya 
definisi dan keharusan masuknya rumusan pasal right to be 
forgotten, sesungguhnya memperlihatkan minimnya pengetahuan 
dan sumber daya yang tersedia, yang bisa dijadikan sandaran dalam 
perumusan pasal ini. Hal itu tentu bisa dimaklumi, mengingat 
kebutuhan untuk mengakomodasi pasal right to be forgotten tidak 
menjadi bagian dari kajian naskah akademik dalam penyiapan 
RUU Perubahan UU ITE ini. Topik ini sendiri masih sangat baru, 
bahkan sampai dengan tahun 2016, belum  ada satu negara pun 
di kawasan Asia yang secara khusus membahas atau merumuskan 
klausul mengenai hak untuk dilupakan, mengikuti perkembangan 
yang terjadi di Eropa.6 Akibatnya, ketika rumusan pasal tersebut 
dipaksakan untuk diakomodasi dalam perubahan UU ITE, pem-
bentuk undang-undang juga belum memiliki benchmark yang 
cukup baik untuk menyusun ruang lingkup right to be forgotten, 
termasuk bagaimana prosedur implementasinya.

Meski tidak didukung dengan basis pengetahuan dan argumenasi 
kebutuhan praktis yang memadai, pada akhirnya semua fraksi di 

5 Risalah Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Pemerintah, dalam pembahasan materi (DIM) RUU Perubahan UU ITE, 
pada 20 April 2016.

6 Lihat “Indonesia Poised to Pass Asia’s First ‘Right to Be Forgotten’ Law”. https://www.voanews.com/a/indonesia-poised-to-
pass-asia-first-right-to-be-forgotten-law/3584318.html (diakses pada 20 April 2018).
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DPR sepakat untuk mengakomodasi ketentuan mengenai hak untuk 
dilupakan dalam perubahan UU ITE. Dalam sesi pandangan akhir 
yang disampaikan fraksi-fraksi pada saat akhir proses pembahasan, 
tidak ada satu pun catatan keberatan dari fraksi-fraksi terhadap 
usulan untuk mencantumkan klausul hak untuk dilupakan. Bahkan 
secara khusus Fraksi Partai Hanura menyatakan bahwa tambahan 
pengaturan mengenai hak untuk dilupakan atau right to be 
forgotten merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan antara 
privasi dan keterbukaan akses informasi di Indonesia.7

Namun demikian, pada konteks keseimbangan hak itulah, hak 
untuk dilupakan justru melahirkan sejumlah tanda tanya dan 
potensi permasalahan dalam implementasinya. Gagasan ini terlalu 
dini karena Indonesia belum memiliki rezim perlindungan data dan 
privasi yang kuat. Padahal, munculnya konsep hak atas dilupakan 
di Eropa, sesungguhnya tidak lepas dari perjalanan panjang evolusi 
pengaturan perlindungan data pribadi di wilayah itu. Sampai saat 
ini, meski ada sejumlah undang-undang yang memiliki konten 
pengaturan perlindungan data pribadi, namun Indonesia belum 
memiliki peraturan perundang-undangan yang memadai yang 
bisa menjadi rujukan secara kuat dalam perlindungan data pribadi 
warganya. Bahkan ketentuan Pasal 26 UU ITE, yang secara khusus 
memberikan jaminan perlindungan dalam pelaksanaan hak ini, 
dalam implementasinya sulit untuk menjadi instrumen yang bisa 
memastikan kuatnya perlindungan data pribadi.8

Rumusan Pasal 26 juga terlalu umum, dengan semata-mata 
menye butkan penghapusan Informasi Elektronik dan/ atau 
Dokumen Elektronik yang tidak relevan. Tidak ada penjelasan 
detail tersendiri mengenai apa yang dimaksud dengan informasi 
yang tidak relevan. Di Eropa, Hak Penghapusan Informasi tidak 
bisa menyasar seluruh media yang menyimpan data/ konten 
informasi tertentu misalnya, tak bisa menyentuh pelaku pers atau 
subjek yang dilindungi oleh hak berekspresi. Selain itu, jenis data/ 
informasinya juga terbatas pada materi yang terkait dengan privasi 
atau data pribadi seseorang, yang apabila dengan mudah diakses 
orang lain, akan merugikan martabat (dignity) atau reputasi orang 
tersebut. Artinya prinsip kepentingan publik yang lebih luas juga 

7 Lihat “Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Pemerintah, dengan agenda pengambilan persetujuan akhir 
pembahasan RUU Perubahan UU ITE”, pada 20 Oktober 2016.

8 Wahyudi Djafar, Ruben Sumigar, dan Lintang Setianti, Perlindungan Data Pribadi: Usulan Pelembagaan Kebijakan dari 
Perspektif Hak Asasi Manusia, Jakarta: ELSAM, 2016.
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tetap diakomodasi dan diperhatikan dalam penerapan hak ini. 
Sementara di Indonesia, dengan rumusan yang terlalu umum, 
Pasal 26 UU ITE ini berpotensi bertabrakan dengan sejumlah 
peraturan perundang-undangan lain dalam implementasinya, 
terutama dengan sejumlah aturan yang menjamin hak publik atas 
informasi dan kebebasan berekspresi. Sebagai contoh, potensi 
ketegangan dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta 
UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.9 

I.1.2. Potensi Konflik dengan Hak Atas Informasi 

Hak Penghapusan Informasi dikhawatirkan bisa menggerus hak 
publik atas informasi mengingat rezim keterbukaan informasi 
publik di Indonesia juga masih muda. Jaminan hak atas informasi 
di Indonesia mulai dijamin seiring dengan amendemen kedua 
UUD 1945. Pasal 28F UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap warga 
negara berhak untuk mencari, menyimpan, dan menyebarluaskan 
informasi. Ketentuan ini menjadi rujukan publik untuk memastikan 
transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan 
dalam bentuk akses publik terhadap informasi-informasi yang yang 
dikelola oleh institusi pemerintahan/ publik. Mandat konstitusi 
tersebut kemudian diturunkan ke dalam UU No. 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrumen penjamin 
dan operasionalisasi hak publik atas informasi (publik). Melalui 
undang-undang ini, badan-badan publik yang pada mulanya 
sangat tertutup dan enggan memberikan informasi kepada 
publik, diwajibkan untuk membuka diri terhadap akses publik 
atas informasi, kecuali informasi-informasi yang dikualifikasikan 
rahasia dan tertutup. Akan tetapi, masih mudanya mekanisme ini 
dikhawatirkan akan terganggu dengan adanya klausul ‘hak untuk 
dilupakan’ dengan cara ‘penghapusan informasi yang tidak relevan’. 
Rumusan yang terlalu umum mengenai informasi tidak relevan 
tersebut, setidaknya akan menimbulkan ketegangan baru di antara 
keduanya, mengingat tipisnya batas antara informasi yang masuk 
kategori publik dengan yang masuk kualifikasi data pribadi. 

9 Lihat: “Belum Menjawab Tantangan Aktual, Revisi UU ITE (Masih) Berpotensi Melanggar Kebebasan Berekspresi”, dalam 
http://elsam.or.id/2016/10/belum-menjawab-tantangan-aktual-revisi-uu-ite-masih-berpotensi-melanggar-kebebasan-ber-
ekspresi/. 
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Ketidakjelasan rumusan “informasi yang tidak relevan” juga potensial 
mengganggu hak publik untuk tahu. Indonesia yang memiliki 
fenomena impunitas kejahatan dalam kasus-kasus pelanggaran 
hak asasi manusia yang berat, korupsi, atau kekerasan seksual 
membuka peluang bagi pelaku untuk mengajukan penghapusan 
informasi tersebut. Dalam beberapa kasus di atas, para pelakunya 
adalah figur publik yang sangat berkepentingan dengan klausul 
“penghapusan informasi yang tidak relevan”, sebagaimana diatur 
oleh UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Belum jelasnya ukuran 
“informasi tidak relevan” lagi-lagi berpotensi digunakan ruang untuk 
melakukan “pembersihan diri” terhadap dugaan-dugaan kejahatan 
tersebut. Jika situasi ini terjadi, tentu akan berdampak pula pada 
pemenuhan hak publik atas informasi, termasuk para jurnalis dalam 
kapasitasnya melakukan pekerjaan pers sebagaimana diatur oleh 
UU Pers. Oleh karenanya, jika ketegangan ini tidak dirumuskan 
dengan cukup detail dan proporsional, pelaksanaan hak untuk 
dilupakan dikhawatirkan akan mengganggu pemenuhan hak untuk 
tahu (right to know) dan akuntabilitas hukum secara khusus.

I.1.3.  Asal-Mula Hak untuk Dilupakan
Melongok ke belakang, istilah hak untuk dilupakan pertama kali 
ditabalkan dalam putusan Court of Justice of the European Union (CJEU) 
tahun 2014, dalam perkara antara Google Spain SL, Google Inc., melawan 
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González. 
CJEU memutuskan bahwa kewajiban perlindungan data dalam 
publikasi hasil pencarian juga diemban oleh mesin pencari. Hakim 
menginterpretasi sejumlah pasal dalam EU Rezim 95/46 yaitu Pasal 12 
(b) dan Pasal 14 bahwa penyedia jasa mesin pencari wajib menghapus 
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segala informasi yang dihasil kan dari pencarian yang dibuat atas 
dasar nama seseorang yang terhubung dengan laman Internet, 
yang dipublikasikan oleh pihak ketiga dan yang berisi informasi 
yang berkaitan dengan nama seseorang. Hal tersebut diputuskan 
atas dasar untuk menjamin pelaksanaan perlindungan hak yang 
dijamin dalam Pasal 7 (hak untuk dihormati kehidupan pribadinya) 
dan Pasal 8 (perlindungan data pribadi) European Convention 
for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.10 

Membaca putusan sekaligus pertimbangan hukum putusan dari 
CJEU tersebut, menjadi sangat jelas bahwa sesungguhnya kelahiran 
konsep right to be forgotten, merupakan bagian dari evolusi per-
kembangan rezim perlindungan data pribadi di Eropa. Hal itu 
setidaknya tergambar dari pijakan pasal-pasal yang digunakan 
merujuk kepada European Convention for the Protection of Human 
Rights and Fundamental Freedoms, yang spesifik terkait langsung 
dengan perlindungan data pribadi, maupun langkah pengadilan 
yang meluaskan cakupan ruang lingkup sejumlah pasal dalam 
Direktif Uni Eropa 95/46 on the protection of individuals with regard to 
the processing of personal data and on the free movement of such data.11

Lebih jauh, gagasan mengenai hak untuk dilupakan berangkat 
dari argumenasi yang menyatakan bahwa sebuah informasi dapat 
kehilangan relevansinya seiring dengan berjalannya waktu dan oleh 
karenanya akses terhadap informasi tersebut harus dibatasi. Hak 
ini berlaku baik terhadap informasi yang tersimpan secara manual 
(offline) maupun tersimpan di dalam jaringan (online), karena hak-
hak yang dijamin pelaksanaannya dalam ranah offline juga dijamin 
di ranah online. Dalam perkara data privasi online, khususnya di 
negara-negara di bawah hukum data pribadi Uni Eropa, gagasan 
ini dinilai lebih efektif dalam memulihkan martabat, kemanusiaan 
dan nama baik individu yang tercemarkan melalui informasi pribadi 
yang terpublikasi secara masif di dunia maya. Melalui argumenasi 
perlindungan hak, proses menjangkau data-data pribadi dalam 
mesin pencari jauh lebih sempit, lebih cepat dan lebih mudah 
ketimbang melakukan “notice-and-take down” keseluruhan 
informasi yang tersebar di dunia maya.12

10 Selengkapnya lihat Putusan CJEU Google Spain SL, Google Inc. versus Agencia Española de Protección de Datos 
(AEPD), Mario Costeja González, tanggal 13 Mei 2014. http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?do-
clang=EN&docid=152065 (diakses pada 20 April 2018).

11 Lihat EU Directive 95/46. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al14012 (diakses pada 20 
April 2018).

12 Lihat: ELSAM, Hak Atas Penghapusan Informasi (Right to Be Forgotten) dan Kebebasan Berekspresi: Pertarungan Wa-
cana, (Jakarta: ELSAM, 2016).
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Meskipun secara resmi yuridis baru diakui pada 2014 bersamaan 
dengan keluarnya putusan CJEU, hak untuk dilupakan (right to be 
forgotten) sesungguhnya telah menjadi topik perdebatan yang 
cukup lama di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Hak untuk 
dilupakan kerap disamakan dengan istilah “right to forget”  yang sudah 
muncul lebih dulu. Istilah kedua punya makna yang jauh berbeda 
karena merujuk pada situasi di mana sebuah peristiwa sejarah 
sudah tidak dianggap penting atau dilupakan setelah bertahun-
tahun lamanya sejak peristiwa tersebut muncul untuk pertama 
kali. Sementara itu, “right to be forgotten” adalah klaim individual 
untuk tidak dapat dilacak oleh pihak ketiga yang bersumber dari 
karakteristik humanisme hak bahwa individu memiliki otonomi 
terhadap informasi pribadi dirinya. Dengan kata lain, hak atas 
penghapusan informasi merupakan bentuk pengejawantahan hak 
atas privasi di mana individu bebas menentukan informasi apa yang 
boleh dan tidak boleh dibagikan kepada pihak ketiga.13

Secara umum, meski di Eropa konsep perlindungan data pribadi 
lahir sebagai sebuah konsep yang mandiri, namun dalam per-
kembangannya secara global, rezim perlindungan data pribadi 
kemudian diidentikkan sebagai bagian dari perlindungan ter-
hadap hak atas privasi yang merupakan hak asasi manusia.14 

Perlindungan data pada dasarnya dapat berhubungan secara 
khusus dengan privasi seperti yang dikemukakan oleh Alan Westin, 
yang mendefinisikan data privasi atau “information privacy” sebagai 
hak individu, kelompok atau lembaga untuk menentukan sendiri 
mengenai kapan, bagaimana dan sampai sejauh mana informasi 
tentang mereka dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain.15

Definisi yang dikemukakan oleh Westin tersebut, kemudian 
dikembangkan oleh para pakar hukum lainnya, seperti Arthur Miller 
yang mendeskripsikan data privasi sebagai kemampuan individu 
untuk mengontrol penyebaran informasi terkait dengan dirinya 
sendiri,16 sebab melalui kemajuan teknologi maka informasi pribadi 
seseorang dapat diakses, diproses, dikumpulkan dan dimanipulasi 
secara cepat dan murah. Oleh karenanya, Westin memandang bahwa 

13 Rolf H. Weber dan Ulrike I. Heinrich, Anonymization, (Heidelberg: Springer, 2012), hal. 38-39.
14 Pun demikian dalam perkembangannya di Eropa, Pengadilan HAM Eropa (European Court of Human Rights) men-

gamini perlindungan data pribadi sebagai hal yang fundamental bagi penikmatan dan penghormatan hak atas privasi 
seseorang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Konvensi HAM Eropa. Lihat MK v. France, No.19522/09, Eur.Ct.H.R. (2013) 
para.35; Hannover v. Germany, No.59320/00, Eur.Ct.H.R. (2004) para.186; Leander v. Sweden, No.9248/81, Eur.Ct.H.R. 
(1987) para.60.

15 Alan F. Westin, Privacy and Freedom, (London: Atheneum, 1967) halaman 7.
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hak atas privasi ini tidak bersifat absolut karena ada kewajiban sosial 
yang harus diperhatikan yang sama pentingnya dengan privasi.17

Konsep hak atas privasi juga diperkukuh pula oleh tulisan Warren 
dan Brandeis yang menegaskan konsep privasi sebagai sebuah 
hak bagi setiap individu untuk menikmati kehidupannya atau 
disebut dengan “the right to be alone”; sebagai suatu hak yang 
harus dilindungi oleh hukum.18 Pemahaman konsep privasi sebagai 
suatu hak yang diutarakan oleh Warren dan Brandeis ini, kemudian 
mendorong pemuatan konsep hak atas privasi dalam Pasal 12 
Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human 
Rights/UDHR) yang menyatakan:

“Tidak seorangpun dapat diganggu dengan sewenang-wenang 
urusan pribadi, keluarga, rumah tangga atau hubungan surat-
menyuratnya, juga tak diperkenankan pelanggaran atas kehor-
matan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlin-
dungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti itu.”

Berdasarkan Deklarasi ini, maka privasi dapat dianggap sebagai 
suatu kondisi di mana setiap individu memiliki otonomi, kebebasan, 
termasuk kebebasan berinteraksi, dalam sebuah “ruang privat” 
dengan atau tanpa orang lain, bebas dari intervensi negara dan 
intervensi yang berlebihan dari individu lainnya.

Ketentuan yang singkat dan lugas ini lalu dipertegas oleh ketentuan 
dalam Pasal 17 ICCPR yang mengatur:

(1) Tidak boleh seorangpun yang dapat secara sewenang-wenang 
atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, 
keluarganya, rumah atau hubungan surat-menyuratnya, atau 
secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya

(2) Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap 
campur tangan atau serangan seperti tersebut di atas.

Khusus di Eropa, dalam konteks perlindungan data pribadi, sejak 
lama telah ada sejumlah instrumen perlindungan, mulai dari 
Konvensi 108, DP Directive, Directive 97/66/EC (Directive on privacy 
and telecommunications)19 dan Directive 2002/58/EC (Directive on 

16   Arthur R. Miller, The Assault on Privacy: Computers, Data Banks, and Dossiers, (Ann Arbor: University of Michigan 
Press, 1971) halaman 25.

17 Westin, Op.Cit., halaman 7.
18 Samuel Warren dan Louis D. Brandeis, “The Right to Privacy”, 4 Harv. L. Rev. 5 (1890) halaman 1.
19 O.J. L. 24, 30 Januari 1998, halaman 1-8.
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privacy and electronic communications)20 yang menjadi payung 
hukum atas semua pengaturan data pribadi dalam kerangka hak 
atas privasi yang diakui pada Pasal 8 ECHR dan Pasal 7 Piagam Uni 
Eropa. Sehubungan dengan hal tersebut, realisasi dari perlindungan 
data pribadi ini kemudian dijamin dengan lima prinsip dasar yang 
harus dipatuhi oleh semua pihak, yaitu: (i) Prinsip pengolahan data 
yang sah; (ii) Prinsip tujuan khusus dan pembatasan; (iii) Prinsip 
kualitas data; (iv) Prinsip pengolahan yang jujur; dan (5) Prinsip 
akuntabilitas.21

Diskusi mengenai Hak Penghapusan Informasi ini memuncak ketika 
seorang warga Spanyol bernama Mario Costeja Gonzalez memenangi 
gugatan atas Google di tahun 2014. Gugatan ini berawal dari kejadian 
di tahun 1998, tatkala Mario Costeja Gonzalez dilanda kesulitan 
finansial. Untuk mengatasi masalahnya, Gonzalez menawarkan 
rumahnya dilelang. Informasi pelelangan ini terbit di sebuah koran 
dan belakangan ternyata juga tayang di edisi online koran tersebut.22 

Gonzalez akhirnya bisa melewati krisis keuangannya. Namun 
bertahun-tahun kemudian, dia menemukan informasi rumahnya 
yang dilelang selalu mengikutinya. Perkembangannya, tahun 2009, 
setiap kali orang mengetik namanya di Google, berita soal lelang 
rumah itu muncul paling atas. Dia pun merasa hal ini mengganggu 
reputasinya sebagai pengusaha. Dia pun mencoba menggugat 
koran yang bersangkutan agar bersedia mencabut informasi lelang 
bertahun-tahun lalu itu di pengadilan Spanyol. Namun, hakim 
pengadilan Spanyol menolak gugatannya, menyatakan perbuatan 
koran tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku. Koran itu 
melaksanakan kebebasan pers, informasi yang dipublikasikan juga 
diperoleh secara legal. Namun hakim berpandangan lain soal hasil 
pencarian Google.23 Google pun banding ke Mahkamah Eropa 
(Court of Justice of the European Union—CJEU).24

Setelah lima tahun berjuang, 13 Mei 2014, hakim Mahkamah Eropa 
menyatakan, Google harus menghapus tautan ke dua halaman 
di situs La Vanguardia dalam hasil pencarian ketika nama Costeja 

20 O.J. L. 201, 31 Juli 2002, halaman 37–47.
21 Berbeda halnya dengan DP Directive, Konvensi 108 tidak memuat ketentuan terkait dengan prinsip akuntabilitas ini.
22 Lihat: “What is the ‘Right to be forgotten’?”, BBC. http://www.bbc.com/news/technology-27394751 (diakses pada 27 

Januari 2018).
23  “EU Courts Backs ‘Right to be forgotten’: Google Must Amend Result on Request”, The Guardian. https://www.theguard-

ian.com/technology/2014/may/13/right-to-be-forgotten-eu-court-google-search-results, (diakses pada 27 Januari 2018).
24  “Forget Me Not: Campaigners Fight for Control of Online Data”, The Guardian. https://www.theguardian.com/technolo-

gy/2013/apr/04/right-forgotten-Internet-campaign (diakses pada 28 Januari 2018).
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Gonzalez diketik di pencarian. Hakim menyatakan secara jelas dalam 
pandangannya, Direktif Perlindungan Data Uni Eropa 199525 sudah 
menetapkan adanya “Hak untuk Dilupakan”. Hakim mahkamah 
yang berkedudukan di Luksemburg itu menyatakan, informasi 
yang akurat sekalipun bisa “karena waktu tidak lagi sesuai dengan 
Direktif.” Google, menurut hakim, termasuk sebagai “pengendali 
data” yang tunduk di bawah Direktif Perlindungan Data karena 
memiliki cabang yang mempromosikan dan menjual iklan.

Tentu saja, kemenangan Gonzalez seperti David mengalahkan 
Goliath, menjadi berita utama di media massa Eropa. Seorang 
warga mengalahkan Google, salah satu perusahaan terbesar di 
dunia. Muncul ironi dari kisah ini, sebuah ironi yang dijuluki sebagai 
Streisand Effect.26 The Guardian melaporkan, di hari putusan CJEU 
keluar, muncul 840 berita terkait kasus ini di media-media besar 
dunia.27 Demi menghilangkan sebuah informasi yang terdiri dari 
36 kata dalam Bahasa Spanyol, Gonzalez malah terkenal ke seluruh 
dunia dan mungkin akan dikenang sepanjang masa. Gonzalez pun 
menjadi objek berita, diwawancara oleh banyak media. Komentar-
komentar, baik positif maupun negatif, muncul. Nah, Gonzalez 
kembali menggugat Google, meminta salah satu komentar negatif 
itu dikeluarkan dari hasil pencarian Google. Namun, kali ini, Gonzalez 
harus menelan air ludah, CJEU menyatakan, hak untuk dilupakan 
harus mengalah kepada hak publik untuk mengetahui.28

Kemenangan Gonzalez ini seperti angin segar bagi ribuan warga 
Eropa yang sudah lama gelisah dengan hak pribadinya. Tahun 2012, 
sejak Prancis memiliki La Commission nationale de l’informatique 
et des libertés (CNIL) atau lembaga pengawas Perlindungan Data 
Pribadi, sudah ribuan warga Prancis mengadukan blog atau situs 
yang mengumbar data pribadi mereka, meminta konten tersebut 
dihapus.29

25  Direktif adalah undang-undang hukum Uni Eropa yang mewajibkan negara anggota mencapai tujuan tertentu tanpa me-
nentukan cara mencapai tujuannya. Berbeda dengan Regulasi Uni Eropa yang mengikat langsung setiap anggota, Direktif 
memberi kebebasan kepada negara anggota Uni Eropa untuk mengadopsinya.

26   Tahun 2003, artis Barbra Streisand menemukan foto udara rumahnya di pantai California beredar di Internet, bagian 
dari 12 ribu koleksi foto Kenneth Adelman dan Pictopia. Dia menggugat pengunggah foto itu US$50 juta dengan tuntutan 
penghapusan foto itu agar kediamannya tak diketahui umum. Namun gugatan tersebut menghasilkan blunder terkenal. 
Publik yang marah karena gugatan sebesar itu atau penasaran terhadap rumah itu malah mengunjungi Pictopia dan 
menyalin gambar rumahnya. Dalam sebulan, jutaan orang melihat gambar rumah itu. Mike Masnick dari Techdirt.com 
menyebut kejadian itu sebagai “Streisand Effect”.

27   “Costeja Gonzalez and a Memorable Fight for the ‘Right to be forgotten’” dalam The Guardian. https://www.theguardian.
com/world/blog/2014/may/14/mario-costeja-gonzalez-fight-right-forgotten (diakses 28 Januari 2018).

28   Miquel Peguera, “No More Right to be forgotten for Mr Costeja, Says Spanish Data Protection Authority”, The Center for 
Internet and Society Stanford Law School. http://cyberlaw.stanford.edu/blog/2015/10/no-more-right-be-forgotten-mr-
costeja-says-spanish-data-protection-authority (diakses pada 28 Januari 2018).

29  “Costeja Gonzalez and a Memorable Fight for the ‘Right to be forgotten’”. The Guardian, op.cit.
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Berangkat dari konteks dan gambaran permasalahan di atas, studi 
ini mendapatkan basis urgensinya, untuk melakukan pemetaan 
masalah-masalah kunci dalam implementasi aturan hak untuk 
dilupakan, termasuk korelasinya dengan berbagai peraturan 
perundang-undangan, maupun hak yang lain. Studi ini diharapkan 
dapat memberikan gambaran yang utuh tentang peta peraturan 
perundang-undangan terkait, sekaligus potensi ketegangannya. 
Mengacu pada hal itu, selanjutnya bisa dihadirkan konsep dan 
definisi yang lebih jelas dan detail mengenai hak untuk dilupakan 
di Indonesia, sekaligus bagaimana operasionalisasinya. Hasil studi 
ini diharapkan dapat memitigasi potensi pertentangan antar hak 
tersebut, sehingga hak publik atas informasi tetap dilindungi, 
dan hak individu tertentu untuk menghapus informasi pribadi 
tertentu, yang terkait dengan martabat dan reputasinya juga dapat 
dilaksanakan. 

I.2.  Identifikasi Masalah
Dari uraian latar belakang sebagaimana dipaparkan di atas, identifikasi 
masalah dalam penelitian ini setidaknya mencakup hal-hal berikut ini:
1. Kurang simultannya antara rezim perlindungan data pribadi 

dengan hadirnya konsep hak untuk dilupakan dalam hukum 
Indonesia, sehingga pengetahuan untuk memformulasikan 
dan menerapkan konsep ini terbatas rujukannya;

2. Belum adanya kejelasan ruang lingkup dan batasan mengenai 
hak untuk dilupakan dalam hukum Indonesia, termasuk 
yurisdiksi dalam pengaturannya;

3. Belum adanya kejelasan prosedur dalam pelaksanan hak 
untuk dilupakan, yang secara detail mengatur tahapan untuk 
melakukan klaim terhadap hak ini;

4. Potensi ketegangan dalam pelaksanaan hak untuk dilupakan 
dengan pelaksanaan hak-hak lain, khususnya hak atas informasi 
dan kebebasan berekspresi.

I.3.  Tujuan Penelitian
Dengan acuan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini 
dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:
1. Memahami konsep hak untuk dilupakan sebagai bagian dari 

rezim perlindungan data pribadi maupun hak asasi manusia 
pada umumnya, sehingga jelas pijakan konstitusionalitasnya di 
Indonesia;
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2. Mengidentifikasi dan menguraikan permasalahan dan hubungan 
antara konsep hak untuk dilupakan dengan berbagai peraturan 
perundang-undangan terkait di Indonesia, sehingga dapat secara 
baik merumuskan batasan dan cakupan ruang lingkupnya;

3. Membangun mekanisme atau prosedur yang sah dan 
konstitusional bagi pelaksanaan hak untuk dilupakan.

Secara umum, dengan tiga tujuan di atas, hasil penelitian ini 
diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi bagi pengambil 
kebijakan, khususnya dalam penyusunan regulasi terkait. 

I.4. Metode Penelitian
Penelitian ini dimaksudkan untuk mempelajari beberapa gejala 
tertentu, terkait dengan konsep dan pengaturan hak untuk dilupakan 
dalam hukum Indonesia, dengan jalan menganalisisnya. Oleh sebab 
itu, prosesnya harus didasarkan pada metode, sistematika dan 
pemikiran atau kerangka konseptual tertentu. Penelitian ini sendiri 
menggunakan pendekatan ‘deskriptif-ekploratoris’, yang berupaya 
untuk menggambarkan secara detail mengenai pengaturan dan 
tantangan implementasi hak untuk dilupakan, beserta seluruh 
gejala yang melingkupinya. Namun, karena minimnya sumber 
pengetahuan mengenai hal tersebut, khususnya di Indonesia, 
penelitian ini juga dimaksudkan sebagai sebuah kerja eksplorasi, 
yang diharapkan akan menghasilkan rumusan konsep dan batasan, 
serta tata cara implementasi hak untuk dilupakan dalam konteks 
hukum Indonesia. Dari segi bentuknya, penelitian ini memilih 
bentuk ‘preskriptif-komparatif’. Bentuk ini dimaksudkan untuk 
mendapatkan saran-saran dan solusi mengenai apa yang musti 
dilakukan, dalam rangka mengatasi dan memecahkan serangkaian 
persoalan kesimpang-siuran dalam pengaturan dan pelaksaan 
hak untuk dilupakan. Bentuk komparatif, karena penelitian ini 
melakukan satu telaah perbandingan, antara undang-undang satu 
dengan undang-undang yang lain, dengan fokus pengaturan yang 
sama, maupun perbandingan dengan sejumlah negara lainnya, 
dalam pengaturan dan implementasi hak untuk dilupakan. 

Kemudian untuk mendapatkan data yang otentik dan reflektif, sehingga 
diperoleh suatu rekomedasi yang menyeluruh, penelitian ini berupaya 
menggunakan secara terus-menerus paradigma ‘konstruktivisme’. 
Paradigma ini secara metodologis menggunakan pendekatan 
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‘reflective-dialectical’.30 Penggunaan metode ini menekankan pada 
empati dan interaksi dialektik antara peneliti, dengan informan yang 
berasal dari banyak pemangku kepentingan. Interaksi antara peneliti 
dengan informan multistake holder ini dilakukan untuk merekonstruksi 
realitas yang dikaji, melalui metode ‘kualitatif’. Metode ini sendiri 
dimaksudkan untuk memberikan gambaran, sekaligus menjelaskan 
peristiwa-peristiwa yang terjadi, terkait dengan pengaturan dan 
mekanisme dalam pelaksanaan hak untuk dilupakan. Realitas-realitas 
tersebut kemudian akan diungkap dalam sebuah bentuk deskriptif.31

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelusuran dokumen 
berbagai undang-undang yang terkait dengan pelaksanaan hak 
untuk dilupakan. Beragam literatur ilmiah, yang mengupas perihal 
hak untuk dilupakan, juga menjadi data pendukung dalam analisis. 
Selain itu, praktik di negara lain, juga menjadi data yang akan sangat 
berarti dalam analisis komparasinya. Guna mendapatkan data dari 
beragam informan, yang mencerminkan partisipasi pemangku 
kepentingan majemuk yang terlibat dalam prosesnya, penelitian ini 
dilengkapi pula dengan data-data yang diperoleh melalui metode 
wawancara, terutama dengan aktor-aktor kunci yang akan terkait 
langsung dalam perumusan kebijakan hak untuk dilupakan, maupun 
dalam implementasi kebijakannya, seperti pemerintah, pengadilan, 
sektor privat, jurnalis, juga representasi dari masyarakat sipil.

Selain metode tersebut, pengumpulan data juga dilakukan 
melalui proses focus group discussion (FGD). Metode ini berusaha 
mengandaikan seorang individu dengan leluasa akan bercerita dan 
bertukar pikiran dalam suatu kelompok tertentu, melalui sebuah ruang 
komunikasi yang tidak terlalu luas. Dalam proses FGD dikumpulkan 
orang-orang yang dinilai berhubungan lang sung dengan substansi 
materi pengkajian—khususnya para pemangku kepentingan terkait, 
serta orang-orang yang mempunyai kompetensi keilmuan terkait 
materi pengkajian. Meskipun metode FGD berbeda dengan metode 
wawancara, namun melalui mekanisme ini berlangsung pula model 
wawancara terarah (directive interview), wawancara terfokus (focused 
interview), dan wawancara mendalam (indepth interview) sekaligus. 
Sebab, pada dasarnya FGD merupakan perluasan dari metode 
wawancara mendalam, bedanya, FGD mengumpulkan beragam 
subjek dalam satu ruang tertentu, pada satu waktu yang bersamaan, 

30 Agus Salim, Teori dan paradigm Penelitian Sosial: dari Denzin Guba dan Penerapannya, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 
2001), hal. 48-49.

31 Sarantakos, Social Research, (Macmillan Education Australia Pty, Ltd, 2005).
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sehingga di dalamnya sekaligus pula berlangsung proses klarifikasi 
antar mereka. Data yang didapatkan pun dapat dikatakan lebih akurat, 
sebab ada proses klarifikasi kebenaran atas data yang disampaikan. 

Setelah keseluruhan data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis 
terhadap data-data tersebut. Analisis data dilakukan dengan 
menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah sebuah 
metode yang menghasilkan data deskriptif. Metode kualitatif akan 
menghasilkan pemahaman yang holistik (menyeluruh), bersifat 
dinamis (selalu berkembang), menampilkan kedalaman substansi 
(terperinci/ detail), serta menggambarkan suatu fenomena yang 
sirkuler atau tidak linear. Dengan menggunakan metode ini, data-
data yang diperoleh akan disistematisasi, kemudian ditafsirkan dan 
selanjutnya dianalisis, dengan memperhatikan bangunan logika yang 
jelas dan tidak menghasilkan penafsiran yang kontradiktif. Selanjutnya 
akan ditarik suatu kesimpulan, sebagai akhir dari analisis. Kesimpulan 
akan diambil dengan menggunakan metode deduksi, yaitu dari 
pengaturan-pengaturan dan peristiwa-peristiwa yang sifatnya umum 
akan menghasilkan beberapa kesimpulan yang bersifat khusus.

Deskriptif-Ekploratoris

Preskriptif-komparatif Konstruktivisme

Kesimpulan

FGD Wawancara
Mendalam

Penelusuran
Dokumen

Deduksi

Kualitatif
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Bab II
Hak untuk Dilupakan: Orisinalitas dan 

Responsnya

Tahun 2008, Facebook memutuskan memindahkan pusat 
operasinya di Amerika Serikat ke Dublin, Irlandia. Dublin menjadi 
pusat operasi internasional Facebook, menyediakan serangkaian 
pekerjaan teknis, penjualan dan operasi pendukung untuk 

pengguna Facebook dan pelanggan di seluruh Eropa, Timur Tengah, dan 
Afrika.32 Menurut The Irish Times, 83 persen pengguna Facebook dikelola 
melalui markas di Dublin ini.33 Pemindahan markas operasi ini ada udang 
di balik batu, yakni menghindari pengeluaran pajak yang besar.34 Tentu 
saja Facebook tidak mengonfirmasi fakta ini. Menurut Chief Operating 
Officer Facebook, Sheryl Sandberg, pemilihan Dublin untuk semakin 
mendekatkan Facebook dengan pengguna. “Kami butuh operasi lokal 
untuk meningkatkan upaya kami. Sumber daya manusia di Dublin kelas 
dunia dan merekrut sumber daya lokal akan membantu kami memahami 
kebutuhan pengguna lokal dan dinamika regional, yang pada gilirannya, 
akan memberi kami wawasan mengenai fitur apa yang paling berarti.”35

Kini, setelah bertahun-tahun menggunakan Irlandia sebagai pusat 
penjualan dan sekaligus penyimpanan data pengguna, Facebook harus 
berpikir ulang. 25 Mei 2018 ini, Regulasi Perlindungan Data Umum (General 
Data Protection Regulation – GDPR) berlaku di seluruh Uni Eropa, yang 

32   Lihat ”Facebook to Establish International Headquarters in Dublin Ireland”, 2 Oktober 2008, Newsroom Facebook. 
https://newsroom.fb.com/news/2008/10/facebook-to-establish-international-headquarters-in-dublin-ireland/ (diakses 
pada 20 April 2018).

33   Lihat “Facebook Announces  Plans to Create 200 Jobs in Dublin,” di Irish Times, 14 Maret 2016. https://www.irishtimes.
com/business/technology/facebook-announces-plans-to-create-200-jobs-in-dublin-1.2572430 (diakses pada 20 April 
2018).

34 Lihat “Corporate Tax Avoidance: How Do Companies Do It?” di BBC, 4 Desember 2012, http://www.bbc.com/news/
business-20580545, (diakses pada 20 April 2018). Kisahnya diawali oleh Google yang juga mendirikan markas di Irlandia. 
Untuk meminimalisir pengeluaran pajak, Google melakukan apa yang kemudian dikenal sebagai “Double Irish Dutch 
Sandwich”. Kira-kira artinya adalah, perusahaan multinasional ini menggunakan sebuah perusahaan yang berbasis di 
Irlandia (sebut X) untuk menjual jasa di luar Irlandia. Kemudian keuntungan jasa ini dimiliki perusahaan Y yang juga 
berbasis di Irlandia namun dikendalikan dari perusahaan di negara tax haven seperti Bermuda. Untuk membuat transfer 
uang dari Y ke Bermuda ini mudah atau nyaris tanpa biaya, maka diperlukan sebuah perusahaan di Belanda. Perusahaan 
di Belanda ketika bertransaksi dengan perusahaan Y dan X tak ada masalah karena sama-sama di Uni Eropa, sementara 
perusahaan Belanda bertransaksi dengan perusahaan di Bermuda juga tak ada masalah karena kekosongan hukum di 
Belanda.

35  Lihat ”Facebook to Establish International Headquarters in Dublin Ireland”, 2 Oktober 2008. op.cit.
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menurut Reuters,36 akan berdampak pada 1,9 miliar pengguna atau sekitar 
70 persen pengguna Facebook. Pengguna Facebook yang berlokasi di 
luar Amerika Serikat dan Kanada, artinya termasuk Indonesia, sebenarnya 
diatur oleh syarat dan ketentuan yang disusun markas Facebook di Dublin. 
Reuters melaporkan, Facebook membuat GDPR hanya berlaku untuk 
pengguna di Eropa saja dengan memindahkan 1,5 miliar pengguna di 
Afrika, Asia, Australia dan Amerika Latin keluar dari yurisdiksi Uni Eropa, 
melalui pemindahan data dari Irlandia ke California.37

Rencana Facebook ini masuk akal secara bisnis karena bisa mengurangi 
risiko denda yang muncul jika sampai terkena aturan GDPR yang 
bisa menghukum perusahaan pengendali data seperti Facebook jika 
mengumpulkan data pribadi tanpa persetujuan pengguna. Dendanya 
tak main-main, bisa sampai 4 persen dari pemasukan global perusahaan 
tersebut. Bagi Facebook, angka itu berarti mencapai miliaran dolar Amerika 
Serikat. Ancaman kena denda ini bisa saja terjadi baru saja Facebook 
terkena penyelidikan regulator dan legislator dalam kasus Cambridge 
Analytica.38

Namun pendiri sekaligus Chief Executive Officer Facebook, Mark Zuckerberg, 
menyatakan, perusahaannya justru hendak mengimplementasikan 
standar Eropa ke seluruh jaringan globalnya. Dengan begitu, akan 
membuat pengguna Facebook di mana pun termasuk di Amerika 
mendapatkan perlindungan data yang kuat, termasuk juga hak untuk 
menghapus informasi digital mereka jika merasa telah disalahgunakan. 
“Kami bermaksud membuat pengaturan yang sama tersedia di semua 
tempat, bukan hanya di Eropa,” kata Zuckerberg.39

36 Lihat “Facebook to Put 1.5 Billion Users Out of Reach New EU Privacy Law,” di Reuters, 19 April 2018, https://www.
reuters.com/article/us-facebook-privacy-eu-exclusive/exclusive-facebook-to-put-1-5-billion-users-out-of-reach-of-new-
eu-privacy-law-idUSKBN1HQ00P (diakses pada 20 April 2018).

37  “Facebook Moves 15Bn Out of Reach of New European Privacy Law”, The Guardian. https://www.theguardian.com/tech-
nology/2018/apr/19/facebook-moves-15bn-users-out-of-reach-of-new-european-privacy-law (diakses pada 13 Agustus 
2018).

38 Vox.com menjelaskan dengan sederhana kasus Cambridge Analytica ini adalah ketika 87 juta data pengguna Facebook 
dimiliki oleh Cambrigde Analytica, sebuah perusahaan konsultan politik berbasis di Inggris. Data ini diperoleh melalui 
aplikasi yang dibuat Aleksandr Kogan di Facebook. Data ini yang dipakai Cambridge Analytica untuk memenangi kampa-
nye calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Perusahaan ini dikenal memiliki keahlian dalam “perang psikologis” 
dan “operasi pengaruh”. Data pengguna Facebook tersebut diolah untuk kemudian dibuatkan pesan personal berdasarkan 
psikologi mereka. Lihat “Facebook and Cambridge Analytica Scandal, Explained with A Simple Diagram”, di Vox.com, 10 
April 2018. https://www.vox.com/policy-and-politics/2018/3/23/17151916/facebook-cambridge-analytica-trump-diagram 
(diakses pada 20 April 2018).

39 Lihat “Zuckerberg: Facebook Will Apply EU Data Privacy Standards Globally” di Politico, 5 April 2018. https://www.
politico.eu/article/zuckerberg-facebook-eu-data-will-apply-privacy-standards-globally/ (diakses pada 20 April 2018).
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II.1.  Memperkuat Regulasi Data: GDPR
Pada tahun 2012, Komisi Eropa menerbitkan sebuah “Proposal 
Regulasi Perlindungan Pribadi yang Terkait dengan Pemprosesan 
Data Pribadi dan Pergerakan Bebas Data Dimaksud” yang di dalamnya 
termasuk ‘hak untuk dilupakan’.40 Proposal ini menimbulkan per-
debatan, terutama mengenai konfliknya dengan kebebasan 
berekspresi. Namun, barisan pendukung hak untuk dilupakan ini 
memang semakin membesar. Mereka menyadari sejak awal, Internet 
memang didesain untuk mengabadikan memori atau kenangan. 
Semua yang ditaruh online bisa menghantui kita di kemudian hari. 
Di Internet, tak ada lagi masa lalu, yang ada adalah masa kini. Dan 
di masa depan, ketika sudah terjadi Internet of Everything, data yang 
dihimpun Internet terus membesar sehingga individu-individu tak 
bisa lagi secara otonom mengatur data pribadinya.

Pada 27 April 2016, Uni Eropa memiliki Regulasi Perlindungan 
Data Pribadi (General Data Protection Regulation) yang memiliki 
kekuatan mengikat atas semua anggota. Regulasi ini mengukuhkan 
putusan-putusan pengadilan terkait hak untuk dilupakan melalui 
penegasan “hak untuk penghapusan/ hak untuk dilupakan” di 
dalam Pasal 17. Regulasi ini menyebut beberapa hal yang memberi 
hak kepada pemilik data pribadi untuk meminta penghapusan 
kepada “pengendali data”, yakni data tersebut tidak lagi relevan 
dengan tujuan dulu dikumpulkan, data didapat dengan cara tak 
sesuai hukum, atau data tersebut harus dihapus karena kewajiban 
hukum di negara anggota Uni Eropa di mana pengendali data 
adalah subjeknya.

Pengendali data adalah entitas yang “menentukan maksud dan 
alat memproses data pribadi”. Hal ini mencakup mengapa data 
dikumpulkan dan bagaimana data diproses. Pemproses data hadir 
karena pengendali data baik itu memutuskan memproses sendiri 
atau mendelegasikan ke organisasi eksternal. Oleh karena itu, 
bisa terjadi, pemproses dan pengendali data terpisah sama sekali, 
namun bisa juga berada di satu organisasi yang sama.

Ketentuan Pasal 17 ayat (3) mengatur pembatasan hak untuk 
dilupakan ini untuk lima hal. Pertama, untuk melaksanakan hak 

40 Angela Guimaraes Pereira, Alessia Ghezzi, dan Lucia Vesnic-Alujevic, “Introduction: Interrogating the Right to be forgot-
ten” dalam The Ethics of Memory in a Digital Age, Alessia Ghezzi (ed), Palgrave Macmillan Memory Studies, 2014.37 
 “Facebook Moves 15Bn Out of Reach of New European Privacy Law”, The Guardian. https://www.theguardian.com/tech-
nology/2018/apr/19/facebook-moves-15bn-users-out-of-reach-of-new-european-privacy-law (diakses pada 13 Agustus 
2018).
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kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi. Kedua, untuk 
memenuhi kewajiban hukum yang membutuhkan proses dari 
Uni Eropa atau negara-negara anggota Uni Eropa. Ketiga, untuk 
kepentingan publik dalam hal kesehatan umum. Keempat, demi 
kepentingan umum, ilmu pengetahuan, dan riset sejarah atau 
tujuan statistic. Dan kelima, untuk melaksanakan atau membela diri 
dari tuntutan hukum. 

Kent Walker, penasihat hukum Google, menyatakan regulasi ini 
“mewakili serangan serius atas hak publik mengakses informasi 
yang legal”. Menurut Google, hak untuk dilupakan memberikan 
kemungkinan kepada orang menggunakan hukum privasi untuk 
menyembunyikan informasi yang terkait kepentingan publik seperti 
pandangan politik seorang politikus atau catatan kriminal seorang. 
“Ini akan efektif menghapus hak mengetahui publik atas informasi 
penting mengenai orang yang mewakili mereka di masyarakat atau 
melayani mereka.”41

Apakah benar hak untuk dilupakan menggerus hak masyarakat atas 
informasi atau hak untuk berekspresi? Pasal 85 Regulasi Perlindungan 
Data Umum Eropa menyatakan, “negara-negara anggota harus 
men damaikan hak untuk perlindungan data pribadi dengan hak 
kemerdekaan berekspresi dan informasi, termasuk memproses 
untuk tujuan jurnalistik dan tujuan ekspresi akademik, kesenian 
atau sastra.” Regulasi ini, juga tergambar dalam putusan-putusan 
pengadilan, mengecualikan jurnalis atau pers. Namun, memang 
masih perlu penjelasan memadai apakah blog atau user generated 
content (UGC) yang tayang di media pers juga dikategorikan 
sebagai jurnalisme. Komisioner Mahkamah Uni Eropa Viviane 
Reding menyatakan, hanya ada tiga situasi di mana permintaan 
untuk dihapuskan dapat terjadi. Orang-orang dapat “memindahkan 
data yang mereka serahkan sendiri ke mesin pencari; data yang 
ditaruh orang lain secara online; dan data yang oleh mesin pencari 
ditaruh di posisi yang utama ketika data tersebut tidak akurat, 
tidak layak, tidak relevan (irrelevant) atau berlebihan, sebagaimana 
diputuskan pengadilan.”42 Reding menambahkan, memang regulasi 
ini baru, tapi keputusan soal hak untuk dilupakan sudah diketuk 

41 Kent Walker, “Defending Access to Lawful Information at Europe’s Highest Court”, Blog Google. https://www.blog.google/
topics/google-europe/defending-access-lawful-information-europes-highest-court/ (diakses pada 28 Januari 2018).

42  “EU Commissioner: Right to be forgotten is No Harder to Enforce Than Copyright”, dalam The Guardian, https://www.
theguardian.com/technology/2014/jun/04/eu-commissioner-right-to-be-forgotten-enforce-copyright-google, diakses pada 
28 Januari 2018.
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sejak 1995 dalam bentuk Direktif. “Satu-satunya yang menolak 
melaksanakan hukum Eropa di wilayah Eropa adalah beberapa 
perusahaan Amerika. Butuh Mahkamah Eropa untuk mengingatkan 
mereka bahwa mereka harus mematuhi hukum seperti orang-orang 
lainnya.”43

Ivan Szekeli menerangkan, hak untuk dilupakan tidak membatasi 
riset akademik apalagi hendak menyembunyikan sejarah 
masa lalu. Tujuan utamanya adalah membatasi penggunaan 
informasi pribadi di dalam lingkungan yang berkaitan dengan 
praktik kemajuan umum teknologi informasi, koneksi jaringan, 
kapasitas penyimpanan, analisis data dan jejaring pemasaran, dan 
menawarkan hak-hak tambahan pada data pengguna sehingga 
menyeimbangkan kekuasaan antara penyedia jasa dan pengguna 
jasa sistem informasi.44 Regulasi hak untuk dilupakan bukan hanya 
memberikan syarat-syarat, namun juga pengecualian. Pengecualian 
terluas sebagaimana terdapat dalam pertimbangan 16. “Hak yang 
diberikan dalam pasal ini tidak bisa diterapkan ketika data diproses 
hanya untuk tujuan sejarah, statistik, atau ilmu pengetahuan.” 

Menurut Norberto Nuno Gomes de Andrade, hak untuk dilupakan 
tidaklah benar-benar baru. Di Prancis, hak ini dikenal sebagai 
“the right to oblivion” atau droit à l’oubli (Bahasa Prancis) atau 
diritto al’oblio (Bahasa Italia). Perdebatan mengenai hak ini 
nyaris tuntas di Eropa berkat kemajuan teknologi informasi dan 
berkembangnya instrumen hukum untuk melakukannya. Mengenai 
pertikaiannya dengan hak kebebasan berekspresi, de Andrade 
menawarkan sebuah pendekatan lain untuk memposisikan hak 
untuk dilupakan yakni dengan memasukkannya ke dalam ranah 
hak untuk beridentitas.45 Oleh karena itu, hal pertama yang harus 
dipahami adalah, hak perlindungan data dikategorikan sebagai hak 
prosedural, sementara hak untuk privasi dan hak identitas sebagai 
hak yang substantif. Hak identitas dapat didefinisikan sebagai hak 
untuk memiliki penanda, atribut, atau tampilan kepribadian yang 
merupakan karakteristik atau keunikan dari seseorang (seperti 
penampilan, nama, karakter, suara, sejarah hidup, dan sebagainya) 
yang diakui dan dihormati orang lain. Yurisprudensi hukum Italia 
menambahkan sebuah dimensi substantif atas hak identitas 

43 “EU Commissioner: Right to be forgotten is No Harder to Enforce Than Copyright”, dalam The Guardian, ibid.
44    Ivan Szekeli, “The Right to be forgotten and the New Archival Paradigm” dalam dalam The Ethics of Memory in a Digital 

Age, Alessia Ghezzi (ed), Palgrave Macmillan Memory Studies, 2014.
45  Norberto Nuno Gomes de Andrade, “Oblivion: The Right to be Different … from Oneself: Re-Proposing the Right to 

Forgotten”, dalam The Ethics of Memory in a Digital Age, Alessia Ghezzi (ed), Palgrave Macmillan Memory Studies, 2014.
46  Norberto Nuno Gomes de Andrade, “Oblivion: The Right to be Different … from Oneself: Re-Proposing the Right to 

Forgotten”, ibid.
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pribadi, “sebagai hak setiap orang untuk tampil dan digambarkan 
di kehidupan sosial (terutama oleh media massa) dengan cara yang 
pas, atau setidaknya tidak salah atau mendistorsi identitas pribadi 
dia”.46

Sementara hak privasi dilihat dari perspektif klasik dan yang tak 
terbatas sebagai hak untuk pengaburan atau seklusi, berkaitan 
dengan penutupan aspek-aspek pribadi tertentu dari pengetahuan 
umum dan perlindungan informasi tertutup dari ranah publik. Hak 
untuk identitas sebaliknya berkaitan dengan transmisi informasi ke 
ranah publik, sebut saja dengan ekspresi dan penggambaran yang 
tepat. Oleh karena itu, kedua hak ini diterobos secara berbeda. Hak 
untuk identitas dilanggar ketika seorang A menggunakan identitas 
orang B dengan cara orang B menampilkan identitasnya. Sebaliknya 
hak untuk privasi dilanggar ketika fakta pribadi sebenarnya dari 
seseorang dibuka ke publik. De Andrade menyarankan, hak untuk 
dilupakan masuk ke dalam hak untuk beridentitas. Dengan begitu, 
sekaligus akan menghindari hak ini bertikai dengan hak kebebasan 
berekspresi, tentu saja dengan catatan hak untuk dilupakan adalah 
benar-benar untuk kepentingan pribadi saja. Hak untuk dilupakan 
merupakan bagian dari hak untuk identitas seseorang, ketika tidak 
sesuai, maka hak seseorang untuk meminta dihapuskan. 

Namun Google masih punya pertahanan terakhir: yurisdiksi. Google 
menekankan keberadaannya sebagai perusahaan skala global yang 
berpusat dan terdaftar di yurisdiksi hukum Amerika Serikat. Karena 
regulasi perlindungan data ini dibuat Uni Eropa, Google kemudian 
hanya mengimplementasikan de-index atau de-listing ini ketika 
orang mengakses Google dari Eropa. Jelas, sangat sulit dalam 
praktiknya Uni Eropa bisa memaksakan aturan ini ke seluruh dunia, 
dan bahkan ada implikasi buruk bahwa hak untuk dilupakan ini 
justru mengancam mesin-mesin pencari atau pengendali data yang 
berbasis di Eropa.47

Setelah empat tahun persiapan yang dipenuhi debat, GDPR 
akhirnya disetujui Parlemen Uni Eropa pada 14 April 2016. 
Pelaksanaannya dimulai pada 25 Mei 2018. GDPR merupakan 
pengganti Direktif Perlindungan Data 95/46/EC, didesain untuk 
mengharmonisasikan hukum data pribadi di seluruh Eropa, 

46  Norberto Nuno Gomes de Andrade, “Oblivion: The Right to be Different … from Oneself: Re-Proposing the Right to 
Forgotten”, ibid.

47  O’hara, Kieron; Shadbolt, Nigel; dan Hall, Wendy, “A Pragmatic Approach to The Right to be forgotten”, op.cit.
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melindungi dan memberdayakan seluruh data pribadi warga Uni 
Eropa, sekaligus mengatur cara organisasi-organisasi di seluruh 
kawasan Eropa mengatur data pribadi. Menurut situs www.eugdpr.
org, sebuah situs nonresmi yang dimaksudkan untuk menjelaskan 
GDPR, terdapat sembilan kunci yang membedakan Regulasi ini 
dengan Direktif Majelis Eropa yang disusun tahun 1995. Kunci-kunci 
yang membedakan itu sebagai berikut:

a. Cakupan Teritorial Bertambah
Regulasi ini berlaku untuk semua perusahaan yang mem-
proses data pribadi orang yang berdomisili di Uni Eropa, 
tanpa memandang di mana lokasi perusahaan tersebut. 
Sebelumnya, Direktif agak ambigu mengatur soal lokasi ini 
sehingga sering menjadi pertikaian seru di pengadilan. GDPR 
mengatur dengan terang, berlaku untuk setiap pengendali dan 
pemproses data Uni Eropa tanpa memandang proses tersebut 
terjadi di Uni Eropa atau tidak.  Bahkan GDPR juga berlaku 
untuk pemprosesan data subjek Uni Eropa oleh pengendali 
atau pemproses data yang tidak berada di Uni Eropa  ketika 
aktivitas tersebut berkaitan dengan: menawarkan barang 
atau jasa kepada warga Uni Eropa. Pebisnis non-Uni Eropa 
yang memproses data subjek Uni Eropa juga harus menunjuk 
perwakilan di Uni Eropa.

b. Denda 
Di bawah GDPR, pelanggaran dapat dikenakan denda sampai 
4 persen dari penghasilan global tahunan atau 20 juta euro 
(terserah mana yang lebih besar). Ini adalah ancaman denda 
paling maksimal untuk pelanggaran serius seperti tidak memiliki 
persetujuan pengguna untuk memproses data mereka. 

c. Persetujuan
Syarat dan Ketentuan untuk persetujuan diperkuat dan 
perusahaan tidak bisa lagi menggunakan syarat ketentuan 
yang panjang dan susah dimengerti. Permintaan persetujuan 
harus diberikan dengan formulir yang mudah dipahami 
dan diakses, dengan tujuan pemprosesan data terlampir di 
persetujuan. Persetujuan harus terang dan dipisahkan dari 
hal-hal lain, menggunakan bahasa yang terang dan ringkas. 
Juga harus dibuat mudah cara menarik persetujuan semudah 
memberikannya.
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d. Notifikasi Kebobolan
GDPR mewajibkan Notifikasi Kebobolan ketika sebuah 
kebobolan data sepertinya bisa “menghasilkan risiko atas hak-
hak dan kebebasan individu”. Notifikasi ini harus dilakukan 
dalam 72 jam setelah kebobolan diketahui. Pemproses data 
wajib menotifikasi pelanggan “tanpa pengunduran” setelah 
pertama kali sadar telah kebobolan data.

e. Hak Akses
Subjek juga berhak meminta kepada pengendali data 
konfirmasi apakah data pribadi mereka telah diproses, di 
mana dan untuk tujuan apa. Pengendali harus menyediakan 
Salinan data pribadi, tanpa bea, dalam format elektronik.

f. Hak untuk Dilupakan (Right to be Forgotten)
Hak ini memberikan kewenangan pada subjek data untuk 
meminta pengendali data menghapus data pribadi mereka, 
menghentikan penyebaran data tersebut, dan mencegah pihak 
ketiga memproses data tersebut. Syarat penghapusan ini, seperti 
dijelaskan dalam Pasal 17 GDPR, adalah data tersebut tidak lagi 
relevan atau subjek data menarik kembali persetujuannya. 
Namun harus dicatat, hak ini juga mewajibkan pengendali data 
untuk membandingkannya dengan “kepen  tingan publik atas 
kesediaan data” ketika menerima permintaan.

g. Portabilitas Data (Data Portability)
GDPR mengenalkan portabilitas data yaitu hak subjek data 
untuk memindahkan data di sebuah tempat pemprosesan 
data ke tempat pemprosesan data yang lain.

h. Privasi yang Didesain (Privacy by Design)
GDPR mensyaratkan, privasi harus didesain sejak awal men-
desain sistem pemprosesan atau pengendalian data, bukan 
sebagai tambahan menu. Pasal 23 GDPR meminta pengendali 
data hanya memproses data yang benar-benar dibutuhkan 
untuk melakukan tugasnya, sebagaimana membatasi akses ke 
data pribadi ke pihak-pihak yang melakukan pemprosesan.

i. Petugas Perlindungan Data (PPD)
GDPR mengatur, setiap pengendali data harus memiliki 
Petugas Perlindungan Data yang melakukan pencatatan secara 
internal. PPD menjadi wajib di pengendali atau pemproses 
yang kegiatan utamanya adalah operasi pemprosesan yang 
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melakukan pengawasan subjek data secara teratur dan 
sistematis dalam skala besar atau data yang yang berkaitan 
dengan dakwaan pidana.

Pertanyaannya sekarang, apa itu data pribadi menurut GDPR? 
Data pribadi adalah informasi apapun yang terkait dengan 
orang perorang atau “subjek data” yang bisa digunakan untuk 
mengidentifikasi seseorang secara langsung atau tidak langsung. 
Data yang dimaksud bisa berupa nama, foto, informasi, alamat 
protokol Internet (IP Address), pengidentifikasi online seperti fisik, 
fisiologis, genetis, mental, ekonomi, budaya, atau identitas sosial 
seseorang.

Pertanyaan berikutnya, kapan hak untuk dilupakan itu bisa 
dilaksanakan? Seseorang memiliki hak untuk memintakan peng-
hapusan jika:
�� Data pribadi tidak lagi dibutuhkan sesuai dengan tujuan awal 

data tersebut dikumpulkan atau diproses;
�� Subjek data menarik persetujuan penggunaan data;
�� Seseorang menolak pemprosesan data mereka;
�� Data pribadi diproses secara tidak sah;
�� Anda diperintahkan oleh hukum untuk menghapus; atau
�� Anda memproses data pribadi untuk memberikan layanan 

informasi kepada seorang anak.

GDPR juga membedakan pengendali data dan pemproses data. 
Pengendali data adalah entitas yang menentukan tujuan, syarat, 
dan alat memproses data pribadi, sementara pemproses data adalah 
sebuah entitas yang memproses data pribadi atas nama pengendali 
data. GDPR juga mengatur soal subjek data yang berusia di bawah 
16 tahun. Untuk subjek data di bawah 16 tahun, butuh persetujuan 
orang tua. Namun anggota-anggota Uni Eropa bisa mengatur lebih 
rendah usia bisa memberikan persetujuan namun tidak boleh 
kurang dari usia 13 tahun.

Lalu apa yang membedakan GDPR dengan Direktif Perlindungan 
Data? GDPR adalah sebuah undang-undang legislatif yang mengikat 
seluruh anggota Uni Eropa, sementara Direktif adalah undang-
undang legislatif yang memiliki tujuan yang semua negara Uni 
Eropa harus raih namun terserah kepada negara-negara anggota 
untuk mengikuti atau tidak.
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II.2. Proses Lahirnya GDPR
Akhir Januari 2012, Komisioner Eropa untuk Penegakan Hukum, 
Hak Asasi, dan Kewarganegaraan, Viviane Reding, mengumumkan 
proposal Komisi Eropa untuk memunculkan Hak untuk Dilupakan 
dalam sebuah regulasi Uni Eropa. Pengumuman Reding ini 
menghangatkan kembali perdebatan antara Eropa dan Amerika. 
Di Eropa, hak pribadi berurat berakar sehingga. Di Prancis, terdapat 
le droit à l’oubli atau “right of oblivion” yakni sebuah hak yang 
membolehkan seorang narapidana yang sudah menjalani hukuman 
untuk menolak publikasi fakta dakwaan atas dia sebelumnya. 

Di Eropa, privasi atau hak pribadi tak bisa dilepaskan dari trauma 
sejarah. Pemerintahan fasis di beberapa negara Eropa saat 
Perang Dunia II menggunakan data sensus penduduk untuk 
mengidentifikasi warga negara berdasarkan etnis, agama, atau 
identitas lainnya. Masa lalu memalukan ini membuat negara-negara 
Eropa menarik pelajaran soal pentingnya perlindungan data pribadi. 
Provinsi Hesse di Jerman yang pertama kali tahun 1970 merumuskan 
semacam aturan perlindungan data pribadi. Tahun 1973, giliran 
Swedia yang menerbitkan undang-undang perlindungan data di 
saat yang sama memberlakukan kartu identitas nasional. Dukungan 
untuk perlindungan data pribadi juga meningkat di Inggris ketika 
negara itu mengenalkan sistem administrasi terpusat untuk surat 
izin mengemudi.

Masing-masing negara Eropa kemudian mengembangkan rezim 
privasi sendiri-sendiri, sehingga kerap menimbulkan sengketa 
antara sesama mereka. Pernah Swedia membatalkan kontrak sebuah 
perusahaan Inggris untuk membuat kartu magnetis karena hukum 
Inggris dinilai Swedia kurang memberikan perlindungan. Untuk 
menghindari sengketa-sengketa ini muncul lagi, negara-negara 
Eropa berupaya mengharmonisasikannya dengan Konvensi Dewan 
Eropa untuk Perlindungan Individu yang terkait dengan Pemprosesan 
Otomatis Data Pribadi. Konvensi ini kemudian diikuti dengan Direktif 
Perlindungan Data Pribadi yang diratifikasi tahun 1995.48

Sementara itu, bank-bank Swiss menawarkan pelajaran kontras lain 
mengenai privasi dan hubungannya dengan hak asasi manusia. 
Anonimitas yang ditawarkan perbankan Swiss membolehkan 
ratusan pengungsi dari negeri korban perang Eropa menyimpan 

48  Solveig Singleton, Privacy and Human Rights: Comparing United States to Europe, Competitive Enterprise Institute, 30 
November 1999.
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uangnya secara rahasia. Pendekatan lain atas posisi Eropa ini erat 
kaitannya sejarah konsep hak asasi manusia yang berakar di Eropa. 
Hak asasi berakar pada doktrin hukum kodrat yang berawal dari 
pikiran bahwa manusia, di manapun dan kapanpun, memiliki hak 
yang lebih dulu muncul dan lebih utama daripada yang ditentukan 
masyarakat atau diakui hukum alam. 

Sementara di Amerika, situasi kontras muncul. Hak pribadi bukan 
didekati sebagai hak asasi manusia. Akademisi Universitas Harvard 
Lawrence Lessig menggambarkan dengan sederhana pendekatan 
Amerika terhadap data pribadi. Dalam edisi pertama bukunya, 
Code, Lessig menawarkan pendekatan data pribadi sebagai hak 
milik (kebendaan). “Sebuah hak milik pribadi akan menciptakan 
insentif kuat pada orang yang ingin menggunakan kebendaan 
tersebut untuk mengamankan persetujuan yang tepat. Tanpa 
persetujuan, penggunaan hak privasi tersebut (oleh orang lain) bisa 
disebut pembajakan privasi.”49 Di Amerika, data pribadi adalah hak 
kebendaan sehingga ketika berurusan dengan lembaga swasta lain 
seperti perusahaan, sengketanya bersifat perdata.

Amendemen Keempat Konstitusi Amerika Serikat juga tidak 
membatasi informasi apa saja yang pemerintah boleh kumpulkan, 
namun membatasi alat-alat untuk mengumpulkan informasi 
sehingga membuat pengumpul informasi akuntabel di depan 
penegak hukum. Ketika misalnya pemerintah mengeluarkan 
kebijakan jaring keamanan sosial melalui kartu tanda penduduk 
nasional, resistensi publik mengemuka sehingga akhirnya dibatalkan. 
Tahun 1970-an, ketika publik memperhatikan isu surveilans para 
penentang perang Vietnam dengan kekuatan penyadapan atas 
pajak, bank dan rekaman telepon, akhirnya melahirkan Undang-
undang Privasi tahun 1974. Undang-undang ini hanya berlaku untuk 
catatan informasi pribadi yang dipegang lembaga pemerintah. 
Pemerintah tak bisa membuat dokumen rahasia dan hanya boleh 
menyimpan catatan itu sejauh “relevan dan perlu”. Lembaga 
pemerintah federal tidak boleh menjual atau menyewakan catatan 
itu. Mereka juga harus mendapatkan persetujuan orang perorang 
ketika ingin membuka catatan mereka, kecuali di dalam lembaga 
tersebut. Lembaga intelijen Amerika, CIA, dan lembaga penegak 
hukum lainnya dikecualikan dari hak mengakses dan memperbaiki 
catatan ini.50

49 Lawrence Lessig, Code, Basic Books, 2006, halaman 243.
50 Solveig Singleton, op.cit.
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Ketika Komisioner Reding mengumumkan rancangan Hak untuk 
Dilupakan, dia memberikan catatan khusus soal remaja yang 
membuka informasi pribadinya dan di kemudian hari si remaja 
menyesali. “Jika seseorang individu tidak lagi menginginkan data 
pribadinya diproses atau disimpan oleh sebuah pengendali data, 
dan jika tak ada alasan sah untuk menyimpannya, data tersebut 
seharusnya dikeluarkan dari sistem mereka,” kata Reding.51 Reding 
menjamin tak ada efek terhadap kebebasan berekspresi. “Sangat 
jelas bahwa hak untuk dilupakan tidak bisa disebut sebagai hak 
untuk penghapusan total dari sejarah,” katanya. Reding menjelaskan, 
memang ada perdebatan apakah Hak untuk Dilupakan ini bisa 
berlawanan dengan kebebasan memperoleh informasi. Berdasarkan 
Piagam Hak Asasi Uni Eropa, kebebasan berekspresi dan kebebasan 
informasi adalah hak asasi untuk warga negara Eropa. Kedua 
bebebasan ini terkait dengan Internet yang bebas. “Namun bukan 
dua itu saja kebebasan di Internet. Hak pencipta konten dan buah 
dari ciptaannya juga sama pentingnya… Untuk mencapai ini, 
kebijakan Eropa ingin menyeimbangkan kedua hak ini. Kebebasan 
informasi dan karya cipta tidaklah bermusuhan, mereka bermitra! 
Perlindungan pencipta tidak pernah digunakan sebagai alasan 
untuk mengintervensi kebebasan berInternet. Itulah sebabnya di 
Eropa, memblokir Internet bukanlah pilihan.”52

Setelah melalui beberapa perdebatan, 12 Maret 2014, Parlemen 
Eropa menunjukkan dukungan yang kuat untuk GDPR yang terlihat 
dari pemungutan suara, 621 suara mendukung, 10 menentang dan 
22 abstain. GDPR ditetapkan pada 24 Mei 2016 dengan memberikan 
waktu dua tahun kepada negara-negara anggota untuk mulai 
menerapkan. Barulah, 28 Mei 2018, GDPR berlaku secara penuh di 
Uni Eropa. 6 Mei 2018, Direktif Perlindungan Data untuk polisi dan 
sektor yudisial mulai diaplikasikan.53 Namun, tabuh perlindungan 
data pribadi sudah dimulai sejak 2014 itu juga, ditabuh oleh seorang 
warga Barcelona bernama Mario Costeja Gonzalez.

51 Viviane Reding, The EU Data Protection Reform 2012: Making Europe the Standard Setter for Modern Data Protection 
Rules in the Digital Age, “Innovation Conference Digital, Life, Design” di Munich, 22 January 2012.

52 Viviane Reding, ibid
53  European Data Protection Supervisor, “The History of General Data Protection”. https://edps.europa.eu/data-protection/

data-protection/legislation/history-general-data-protection-regulation_en (diakses pada 21 April 2018).
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II.3. Yurisprudensi Kasus Costeja
Kasus Costeja menjadi yurisprudensi Hak Penghapusan Informasi. 
Costeja mendaftarkan kasus ini Maret 2010 ke Badan Perlindungan 
Data Spanyol (Agencia Española de Protección de Datos --AEPD) 
melawan koran La Vanguardia Ediciones SL yang beredar luas di 
Katalan, Spanyol, dan Google Spanyol dan Google Inc. Gugatan 
berdasarkan fakta bahwa ketika seorang pengguna Internet menulis 
nama Costeja González di mesin pencari Google, maka akan muncul 
dua halaman koran La Vanguardia tanggal 19 Januari 1998 dan 9 
Maret 1998 yang mana terdapat pengumuman menyebut nama 
Costeja González dalam sebuah lelang perumahan yang terkoneksi 
dengan lampiran risalah pemulihan utang jaminan sosial. Costeja 
González meminta, pertama, La Vanguardia memindahkan atau 
meralat halaman-halaman itu sehingga data pribadi yang terkait 
dia tak lagi muncul di mesin pencari. Kedua, dia meminta Google 
Spanyol atau Google Inc diperintahkan memindahkan atau 
menyembunyikan data pribadi yang berkaitan dengan dia sehingga 
menghilang dari hasil pencarian dan tak muncul lagi tautan-tautan 
ke halaman La Vanguardia. Costeja González menyatakan, lampiran 
risalah yang berkaitan dengan dia sudah diselesaikan beberapa 
tahun lalu dan referensi mengenai itu sudah tak relevan lagi.

AEPD mendukung gugatan ini dengan mengarahkan langsung ke 
Google Spanyol dan Google Inc. AEPD menyatakan mesin pencari 
adalah subjek perlindungan data. Sementara La Vanguardia 
dinyatakan menerbitkan dua berita itu secara sah. Google tentu 
saja banding atas putusan ini, membawa kasusnya ke Mahkamah 
Agung Spanyol (Audiencia Nacional). Mahkamah Agung Spanyol 
menguatkan putusan AEPD.54 Google pun banding ke Mahkamah 
Eropa (Court of Justice of the European Union—CJEU).55

Dalam putusannya, CJEU menolak semua empat aspek kunci 
pembelaan Google Spanyol.56 Pertama, Mahkamah membantah 
pembelaan Google yang menyatakan “pencarian tidak memproses 
data”.  Hakim menyatakan, jelas sekali pemprosesan data terjadi ketika 
Google “mengumpulkan”, “menyusun”, “menyimpan”, “mengunggah”, 
“membuka”, dan lain-lain. Kedua, CJEU membantah pembelaan 

54  “EU Courts Backs ‘Right to be Forgotten’: Google Must Amend Result on Request”, The Guardian. https://www.theguard-
ian.com/technology/2014/may/13/right-to-be-forgotten-eu-court-google-search-results (diakses pada 27 Januari 2018).

55  “Forget Me Not: Campaigners Fight for Control of Online Data”, The Guardian. https://www.theguardian.com/technolo-
gy/2013/apr/04/right-forgotten-Internet-campaign (diakses pada 28 Januari 2018).

56  O’hara, Kieron; Shadbolt, Nigel; dan Hall, Wendy, “A Pragmatic Approach to The Right to Be Forgotten”, dalam Global 
Commission on Internet Governance Paper Series No 26 – Maret 2016, CIGI dan Chatam House.
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Google bahwa Uni Eropa tidak memiliki yurisdiksi atas kasus ini 
karena mesin pencari dijalankan dari Amerika Serikat oleh Google 
Inc. CJEU menyatakan, Google Spanyol adalah sebuah perusahaan 
berbasis di Spanyol dan Google Inc memproses data dalam konteks 
aktivitas di Spanyol untuk mempromosikan dan menjual ruang iklan 
yang menguntungkan bagi Google. Ketiga, CJEU juga membantah 
pembelaan Google yang menyatakan mereka bukanlah “pengendali 
data”, hanyalah pihak perantara yang tidak membuat perbedaan 
antara data pribadi dan lainnya. CJEU membantah argumen itu 
dengan menyatakan pemprosesan yang dilakukan Google telah 
menciptakan “sebuah struktur kilasan informasi” yang terkait 
dengan seorang individual yang tak bisa ada jika tanpa mesin 
pencari. Sehingga, struktur ini memiliki peran menentukan dalam 
penyebaran informasi. Keempat, Google menyatakan informasi 
yang digugat Gonzalez sudah masuk ranah publik sehingga tak ada 
hak (dan Google tidak memiliki hak pula) untuk menghapusnya. 
Hakim setuju bahwa informasi tersebut tidak harus dihapus (take 
down), namun Google dinyatakan telah melakukan fungsi ekstra 
terkait seseorang dengan membawa tautan informasi tersebut ke 
sebuah halaman situs. 

II.4. Respons Google Terhadap Putusan

Google menjawab putusan pengadilan ini dengan membuat 
mekanisme baru yang diselipkan dalam Google Transparency, sebuah 
mekanisme yang sudah ada sejak 2010. “Kami bergerak cepat untuk 
mengikuti putusan Pengadilan,” kata Peter Fleischer, Global Privacy 
Counsel Google. “Dalam beberapa minggu, kami membuat orang 
dengan mudah mengajukan permohonan penghapusan dan segera 
setelah itu delisting di hasil pencarian dimulai.”57

Julia Powles, seorang peneliti hukum dan teknologi di Universitas 
Cambridge, bersama Enrique Chaparro, seorang ahli keamanan 
informasi di Argentina, menulis di the Guardian, Inggris, bahwa 
Google meluncurkan formulir online pengajuan Hak untuk 
Dilupakan dua minggu setelah putusan Mahkamah Eropa. Sebulan 
setelah itu, barulah Google meluluskan menghapus tautan-tautan 
jika memenuhi syarat. Google membentuk “dewan penasihat” yang 

57 Peter Fleischer, “Implementing a European, not Global, Right to Be Forgotten”, 30 Juli 2015, Blog Google. https://europe.
googleblog.com/2015/07/implementing-european-not-global-right.html (diakses pada 24 April 2018).
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berisikan sejumlah ahli yang memberikan sebuah standar otentisitas 
dan marwah atas kebijakan Google.58

Google menilai setiap permohonan secara kasus per kasus. Dalam 
beberapa kasus, Google meminta informasi tambahan pada 
pemohon. Setelah permohonan masuk melalui formulir di laman 
Google, permohonan dinilai secara manual. Ketika Google sudah 
mencapai sebuah putusan, pemohonan akan menerima email 
pemberitahuan tentang putusan. Jika putusannya tidak men-delist 
tautan, akan terdapat penjelasan singkat. Dengan puluhan ribu 
permohonan RTBF setiap bulan dan setiap permohonan kadang 
meliputi beberapa tautan, Google lalu menghitung berapa waktu 
yang dibutuhkan untuk menelaah sampai diputuskan. Dua bulan 
pertama, butuh 85 hari sejak permohonan masuk sampai ke 
putusan. Setelah 1 Januari 2017, hanya butuh 4 hari untuk menelaah 
sebuah tautan.59

Sejak membuka formulir permohonan pada 29 Mei 2014, sampai 
pada 24 April 2018, Google telah menerima 672.761 permohonan 
delisting, dengan total 2.500.904 halaman yang di-delisting.60 
Kemudian, dari sebanyak permohonan itu, 56,1 persen yang 
dilanjutkan Google ke delisting, sisanya tidak disetujui Google. 
Ada alasan-alasan lain mengapa Google tidak men-delisting setiap 
permohonan, antara lain adanya solusi alternatif, alasan teknis, 
atau URL yang duplikat. Kemudian Google juga menentukan 
bahwa informasi yang memiliki kepentingan publik yang kuat 
tidak di-delisting. Untuk menentukan faktor kepentingan publik ini 
sangat kompleks, antara lain, tidak terbatas pada, apakah konten 
terkait dengan kehidupan profesional pemohon, kejahatan masa 
lalu, jabatan politik, posisi di kehidupan publik, ataukah konten 
merupakan karya sendiri, terdiri dari dokumen pemerintah, atau 
karya jurnalistik.

58 Julia Powles dan Enrique Chaparro, “How Google Determined Our Right to Be Forgotten”, The Guardian, 18 Februari 
2015. https://www.theguardian.com/technology/2015/feb/18/the-right-be-forgotten-google-search (diakses pada 24 April 
2016).

59 Theo Bertram, dkk, “Three Year of the Right to Be Forgotten”, Google Annual Transparency Report, 2018.
60 Google Transparency Report, https://transparencyreport.google.com/eu-privacy/overview?hl=en, diakses pada 24 April 

2018.
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Persentase Permohonan yang Di-delisting dan Tidak oleh Google61

Setelah setahun berjalan, Google mengevaluasi dan memproses 
seperempat lebih permohonan yang meliputi lebih dari satu juta 
laman. Ketika permohonan memenuhi kriteria yang ditetapkan 
Pengadilan untuk dihapuskan yakni tidak memadai (inadequate), 
tidak relevan (irrelevant), tidak lagi relevan atau berlebihan, dan 
tidak menyangkut kepentingan publik, Google akan men-delist 
hasil pencarian menyangkut nama orang perorang tersebut 
dari semua versi Google Search di Eropa. Meski begitu, Badan 
Perlindungan Data Prancis (CNIL), mengirimkan surat kepada 
Google untuk men-delist bukan hanya tautan-tautan dari versi 
Google Search Eropa namun seluruh dunia. “Ini perkembangan yang 
mencemaskan karena berisiko efek menakutkan di Internet. Padahal 
hak untuk dilupakan hanyalah hukum yang berlaku di Eropa, tidak 
berlaku global,” kata Fleischer.62 Jika pendekatan CNIL dipakai di 
regulasi Internet, menurut Google, kita sedang berlomba menuju ke 
kejatuhan. Internet hanya akan bebas di negara yang paling sedikit 
kebebasan, kata Fleischer. 

Presiden CNIL menolak banding informal Google ini dengan 
beberapa alasan berikut:63

61 Google Transparency Report
62 Peter Fleischer, ibid.
63 CNIL, “Right to Delisting, Google Informal Appeal Rejected”, 21 September 2015, lihat di https://www.cnil.fr/fr/

node/15814, diakses pada 24 April 2018.
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Ekstensi geografis hanyalah jalan untuk memberi akses ke 
operasi pemprosesan. Saat putusan delisting diterima mesin 
pencari, seharusnya diberlakukan di semua ekstensi. 
Jika hak ini dibatasi oleh beberapa ekstensi, maka sangat mudah 
dielakkan. Hasil pencarian jadinya dibatasi oleh siapa pencari 
informasi, bukan berdasarkan subjek data.
Dalam kasus tertentu, hak delisting tidak mengarah ke 
penghapusan informasi di Internet; dia hanya sekadar men-
cegah hasil pencarian berdasarkan nama seseorang. Sementara 
informasi tersebut tetap ada di Internet, contohnya tidak 
mungkin men-delist sebuah acara.
Sebagai tambahan, hak ini tidak absolut: dia harus direkon-
siliasikan dengan hak publik atas informasi, khususnya ketika 
subjek data adalah tokoh publik, di bawah pengawasan ganda 
CNIL dan pengadilan.

Akhirnya, berlawanan dengan yang disampaikan Google, putu-
san ini tidak menunjukkan sedikitpun keinginan CNIL untuk 
menerapkan hukum ekstrateritorial Prancis. Putusan ini hanyalah 
permintaan penuh dari legislasi Eropa kepada pemain non-Eropa 
yang menawarkan jasa di Eropa. Untuk itu, karena Google menolak 
melakukan penghapusan secara global, CNIL menerapkan denda 
100.000 euro atas Google.64

Daftar Domain yang Paling Banyak Di-delisting di Google Search65

Dalam laporan tahunan Google Transparency 2018, para peneliti 
Google menyebutkan bagaimana dampak RTBF terhadap akses 
informasi di Google Search.  Analisis Google mencakup 2,4 juta 

64  Julia Fioretti, “France Fine Google Over ‘Right to Be Forgotten’”, Reuters, 24 Maret 2016, dilihat di https://www.reuters.
com/article/us-google-france-privacy/france-fines-google-over-right-to-be-forgotten-idUSKCN0WQ1WX, diakses pada 
24 April 2018.

65  Google Transparency Report. https://transparencyreport.google.com/ (diakses pada 20 Mei 2018).
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tautan yang warga Eropa minta di-delist selama tiga tahun dan 
tujuh bulan ini. Google mengidentifikasi dua kategori dominan 
permohonan RTBF, yaitu delisting informasi pribadi di media sosial 
dan situs direktori dan delisting riwayat hukum dan informasi 
profesional yang dilaporkan pers dan laman pemerintah. Mayoritas 
pemohon adalah orang per orang (89 persen) dan sisanya terdiri dari 
anak-anak, entitas perusahaan, pejabat/ politikus, tokoh masyarakat, 
dan lain-lain.66

Total, sampai Desember 2017, terdapat 395.907 laman yang terkait 
dengan permintaan delisting ke Google. Sebagian pemohon 
meminta kendali atas jejak digital mereka di media sosial dan 
layanan direktori, sementara sebagian lagi meminta penghapusan 
hasil pencarian yang terkait sumber berita dan laporan pemerintah. 
Google menyusun daftar 20 situs yang paling banyak diminta 
pemohon untuk di-delisting dari hasil pencarian. Ranking ini disusun 
berdasarkan nama domain, bukan subdomain. Seperti platform blog 
Wordpress misalnya, Google meranking Wordpress.com saja, bukan 
berdasarkan nama-nama subdomainnya. Di dalam daftar 20 ini, 
masuklah nama-nama besar seperti Facebook, YouTube, Google+, 
Google Groups, dan Twitter. Jika digabungkan, 20 situs ini hanyalah 
mewakili 11,2 persen permohonan delisting.67

66  Theo Bertram, dkk, op.cit.,
67  Theo Bertram, dkk, ibid.
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Daftar 20 Besar Situs yang Dimintakan Delisting
Antara Mei 2014–Desember 2017

Rincian Tautan yang Dimohonkan Penghapusan
Antara Januari 2016-Desember 2017 Berdasarkan Kategori Situs

II.5.  Potensi Konflik dengan Hak Lainnya—Memperoleh 
Informasi
Keluarnya putusan yang memberikan klaim atas hak untuk melakukan 
penghapusan informasi (pribadi) yang tidak relevan, atau dikenal 
sebagai right to be forgotten dalam salah satu putusan Pengadilan 
Eropa, telah memunculkan sejumlah polemik dan ketegangan. 
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Putusan tersebut dikhawatirkan menghambat penikmatan hak publik 
atas informasi. Penikmatan ini khususnya yang terkait erat dengan 
transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, terutama informasi-
informasi mengenai pejabat publik—pemerintahan di suatu negara, 
atau pun informasi-informasi yang masuk kualifikasi informasi 
pemerintah. Ketegangan ini tidak hanya terjadi di negara-negara Eropa, 
tetapi mengemuka hampir di seluruh negara-negara di dunia, terutama 
negara-negara dengan masalah impunitas yang tinggi. Di sejumlah 
negara, seperti Indonesia, munculnya klausul hak atas penghapusan 
informasi—pribadi, dikhawatirkan akan memperkuat impunitas yang 
ada, khususnya yang terkait dengan kejahatan-kejahatan negara di 
masa lalu (gross violation of human rights), korupsi, dan kejahatan 
seksual, khususnya yang melibatkan pejabat publik.

Potensi Konflik Hak untuk Dilupakan dengan Hak Lainnya

Konflik atau ketegangan (tension) antara privasi dan kebebasan 
berekspresi sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru, akan tetapi 
dengan makin berkembangnya penggunaan teknologi Internet 
yang memungkinkan terjadinya banjir informasi, telah berdampak 
pada naiknya level konflik tersebut di ruang dunia maya.68 Bagan 
di atas memperlihatkan sejumlah ketegangan yang diciptakan 
pasca-munculnya klausul hak untuk dilupakan. Selain masalah 
klasik antinomi antara kebebasan berekspresi dan hak atas privasi, 

68 Stijn Smet, Freedom of Expression and the Right to Reputation: Human Rights in Conflict, American University Inter-
national Law Review 26 No. 1 (2010): 183-236.
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ketegangan-ketegangan lain yang mengemuka misalnya terkait 
dengan kebijakan nama asli dan nama palsu, kebutuhan penulisan 
ulang sejarah dan isu privasi, serta persoalan anonimitas dan 
akuntabilitas. Dalam penerapan hak untuk dilupakan misalnya 
cakupan ruang lingkup dari hak tersebut yang tidak terbatas pada data 
pribadi yang didistribusikan secara pribadi, tetapi juga ‘data pribadi’ 
secara luas atau ‘informasi apa pun yang berkaitan dengan subjek 
data’, dikhawatirkan akan mengancam akses publik atas informasi.69 

Persoalan juga timbul dikarenakan EU GDPR tidak secara detail 
membahas dan mengatur batasan mengenai dampak dari hak untuk 
dilupakan terhadap pelaksanaan hak atas kebebasan berekspresi. 
Pengecualian penghapusan data hanya berlaku untuk data pribadi 
yang diolah untuk ‘tujuan jurnalistik’, atau untuk tujuan ‘ekspresi 
artistik atau sastra’.70 Meskipun ada pengecualian tersebut, muncul 
permasalahan karena dalam penerapannya, pembatasan dalam 
pengecualikan diserahkan kepada atau ditentukan oleh negara-
negara anggota, yang justru memunculkan inkonsistensi dalam 
penerapannya pada tiap negara anggota.71

Ketegangan Hak untuk Dilupakan dan Hak atas Kebebasan 
Berekspresi

Pendukung Hak untuk Dilupakan Pendukung Kebebasan Berekspresi

Hak individu untuk mengendalikan dan 
mengontrol informasi dan identitas 
pribadinya

Individu tidak memiliki hak untuk men-
gontrol atau memberikan pembatasan 
terhadap orang lain, untuk mengakses 
informasi tentang mereka

Sebagian besar informasi pribadi yang 
tersedia secara online tidak memiliki 
nilai kepentingan umum

Dalam kebebasan berekspresi sendiri 
ada nilai kepentingan umum

Instrumen untuk memerangi informasi 
pribadi yang terdistribusi pada domain 
publik secara tidak sah

Publikasi suatu informasi yang diper-
oleh dengan cara tidak sah sekalipun, 
jika ditujukan untuk menjaga kepent-
ingan umum, maka hal itu juga harus 
dilindungi

Demi menjaga martabat dan repu-
tasi seseorang, kesalahan masa lalu 
seseorang tidak boleh diingat tanpa 
batas waktu

Publik harus diberikan peluang juga 
untuk memaafkan seseorang, dengan 
tersajinya informasi utuh tentang 
orang tersebut, termasuk kesalahannya 
di masa lalu

69 Jeffrey Rosen, ‘The Right to be Forgotten’, dalam Standford Law Review No. 64, Februari 2012, hal. 88-89.
70 Jeffre Rosen, Ibid, hal. 90. Lihat juga EU General Data Protection Regulation.
71 Lihat Muge Fazlioglu, Forget me not: the clash of the right to be forgotten and freedom of expression on the Internet, 

International Data Privacy Law, Volume 3, Issue 3, 1 August 2013, hal. 149–157,
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Hak untuk dilupakan harus ditem-
patkan sebagai salah satu bentuk 
bentuk “hak jawab” terhadap pencarian 
Internet

Hak untuk dilupakan lebih membatasi 
kebebasan berekspresi daripada men-
jadi instrumen hak jawab atau koreksi

Penggunaan hak untuk dilupakan 
bukan berarti informasi bersangkutan 
tidak bisa diakses di laman Internet, 
termasuk juga pengecualian dalam 
penerapannya

Meski ada pengecualian, kata kunci 
untuk melakukan penghapusan 
semata-mata mengacu pada kata ‘tidak 
relevan”, sehingga ada potensi keluasan 
dalam praktiknya

Secara umum ketegangan antara hak untuk dilupakan dan 
kebebasan berekspresi, khususnya terkait dengan hak atas informasi, 
dapat tergambar di aras konseptual dari argumen para pendukung 
dan penentang dari kedua belah pihak, sebagaimana ditampilkan 
dalam tabel di atas. Para pendukung pengakuan dan penerapan hak 
atas penghapusan informasi berargumen bahwa munculnya hak 
ini merupakan perkembangan positif dalam konteks perlindungan 
privasi seseorang, khususnya di era digital saat ini. Beberapa argumen 
yang dibangun antara lain menyebutkan: (i) pada era digital, setiap 
individu harus memiliki hak untuk mengendalikan dan mengontrol 
informasi dan identitas pribadinya; (ii) Sebagian besar informasi 
pribadi yang tersedia secara online tidak memiliki nilai kepentingan 
umum; (iii) hak untuk dilupakan sebagai instrumen untuk 
memerangi informasi pribadi yang terdistribusi pada domain publik 
secara tidak sah (ilegal); (iv) demi menjaga martabat dan reputasi 
seseorang, kesalahan masa lalu seseorang tidak boleh diingat tanpa 
batas waktu; (v) hak untuk dilupakan harus ditempatkan sebagai 
salah satu bentuk bentuk “hak jawab” terhadap pencarian Internet; 
dan (vi) penggunaan hak untuk dilupakan bukan berarti informasi 
bersangkutan tidak bisa diakses di laman Internet, sebab dengan 
menggunakan kata kunci pencarian selain dari nama individu yang 
dipermasalahkan, informasinya masih tetap bisa diakses.

Sementara para penentang penerapan hak ini berangkat dari dimensi 
hak atas kebebasan berekspresi, yang menekankan pada keterbukaan 
informasi yang seluas-luasnya. Menurut para pendukungnya, dalam 
pelaksanaan kebebasan berekspresi, khususnya yang terkait dengan 
penikmatan hak informasi: (i) setiap individu tidak memiliki hak untuk 
mengontrol atau memberikan pembatasan terhadap orang lain, 
untuk mengakses informasi tentang mereka—individu tersebut; (ii) 
dalam kebebasan berekspresi sendiri ada nilai kepentingan umum, 
sehingga tidak ada pembenaran untuk melakukan pembatasan 
terhadap informasi yang tidak termasuk informasi pribadi; (iii) 
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publikasi suatu informasi yang diperoleh dengan cara tidak sah 
sekalipun, jika ditujukan untuk menjaga kepentingan umum, maka 
hal itu juga harus dilindungi; (iv) dengan argumen yang juga moralis, 
publik harus diberikan peluang juga untuk memaafkan seseorang, 
dengan tersajinya informasi utuh tentang orang tersebut, termasuk 
kesalahannya di masa lalu; (v) Hak untuk dilupakan lebih membatasi 
kebebasan berekspresi daripada menjadi instrumen hak jawab 
atau koreksi, sebab penggunaan hak jawab dimaksudkan untuk 
menyajikan dua sisi informasi; (vi) meski ada pengecualian, prinsip-
prinsip umum dalam hukum media guna melakukan pembatasan 
akses, belum dipertimbangkan dalam penerapan hak ini, karena kata 
kunci untuk melakukan penghapusan semata-mata mengacu pada 
kata ‘tidak relevan”.

Corak utama dari privasi sebagaimana pengertiannya adalah sejauh 
mana seseorang atau individu dapat mengontrol informasi, data, 
atau informasi pribadinya untuk dapat diketahui umum atau tidak 
diketahui umum. Sedangkan teknologi informasi dan komunikasi 
yang berkembang saat ini telah memberikan peluang bagi 
pemerintah dan swasta untuk secara signifikan mengganggu atau 
mengintrusi hak privasi seseorang. Misalnya dengan menggunakan 
teknologi pelacakan dan perekaman semua aktivitas yang dilakukan 
secara online. Selain itu masifnya penggunaan media sosial saat 
ini juga telah mendorong individu untuk berbagi sejumlah besar 
informasi pribadinya melalui akun media sosial yang diikutinya. 
Sesuatu yang belum pernah terjadi atau dimungkinkan untuk 
dilakukan pada masa sebelumnya, ketika seseorang dapat membagi 
informasi pribadinya secara real time. Dalam konteks itu, tanggung 
jawab dan kewajiban pemerintah dan pembuat undang-undang 
bertambah, guna mengupayakan secara optimal perlindungan 
atas data dan privasi orang-orang, agar mereka tidak kehilangan 
kemampuan untuk mengelola identitas dan integritas pribadinya. 
Menjawab kebutuhan itulah, hak atas penghapusan informasi 
dinilai sebagai salah satu sarana atau instrumen yang dapat 
memberdayakan seseorang untuk mendapatkan kembali kendali 
atas kehidupan (pribadi) digital mereka.72

72 Alice Pease, The “right to be forgotten”: Asserting control over our digital identity or re-writing history?, dapat diakses 
di https://citizenrights.euroalter.com/wp-content/uploads/2015/08/A.-Pease-The-right-to-be-forgotten-2015.pdf 
(diakses 20 April 2018). Lihat juga: Jeffrey Rosen, “The Deciders: The Future of Privacy and Free Speech in the Age of 
Facebook and Google,” Fordham Law Review 80, 4 (2012): 1525-1538, 1538.
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Sedangkan dalam pelaksanaan kebebasan berekspresi, khususnya 
yang terkait dengan penikmatan hak informasi, setiap individu tidak 
memiliki hak untuk mengontrol atau memberikan pembatasan 
terhadap orang lain, untuk mengakses informasi tentang mereka—
individu tersebut. Meski informasi tersebut kontennya mengenai 
individu tertentu, bukan berarti individu tersebut memiliki 
informasi itu dan dapat mengendalikannya. Individu juga tidak 
dapat membatasi akses ke informasi tentang mereka, yang telah 
dipublikasikan oleh pihak ketiga, kecuali jika informasi itu bersifat 
pribadi atau muatannya berisi fitnah atau palsu. Dengan kata lain, 
informasi tentang individu juga bisa ditempatkan sebagai informasi 
“milik” publik, yang karenanya publik tidak boleh dicegah untuk 
mengakses informasi itu. Misalnya, fakta bahwa seorang individu 
tertentu telah dinyatakan bangkrut lebih dari satu dekade yang 
lalu, bukan berarti informasi tersebut semata-mata tentang orang 
itu, tetapi juga melibatkan debiturnya dan putusan pengadilan 
yang menyatakan kebangkrutannya. Sederhananya, gagasan yang 
menyatakan bahwa individu harus memegang kendali tertinggi atas 
informasi tentang pribadinya, adalah gagasan yang mengabaikan 
hak publik yang lebih luas untuk berbagi dan menerima materi 
informasi yang secara sah berada dalam domain publik.

Lahirnya konsep hak untuk dilupakan dengan penghapusan 
informasi-informasi pribadi yang tidak relevan, oleh para pen-
dukungnya juga dianggap dapat secara proporsional, memu lihkan 
hak-hak seseorang dalam kehidupan publiknya. Situasi ini menjadi 
relevan mengingat pesatnya penggunaan teknologi informasi dan 
komunikasi, yang telah mempercepat proses pertukaran informasi, 
yang memungkinkan terjadinya banjir informasi. Dalam kaitan banjir 
informasi tersebut, seringkali informasi pribadi yang beredar tidak 
memiliki nilai kepentingan umum, yang pada level tertentu dapat 
berakibat pada tersudutnya atau hilangnya reputasi seseorang. 
Menurut pandangan ini, semestinya hak publik atas informasi semata-
mata dijaga atau dilindungi untuk kualifikasi informasi yang memiliki 
nilai kepentingan umum/publik, tidak termasuk informasi pribadi. 
Aksesibilitas publik terhadap informasi pribadi seseorang hanya akan 
membawa konsekuensi bencana pada kehidupan seseorang tersebut. 
Misalnya seseorang tersebut menjadi kehilangan prospek pekerjaan 
di masa mendatang, atau prospek-prospek ekonomi lainnya, sebagai 
akibat dari informasi pribadinya di masa lalu, yang masih dapat 
diakses publik secara terbuka. 
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Sebaliknya, para pendukung kebebasan berekspresi menegaskan 
bahwa ada kepentingan umum dalam kebebasan berekspresi itu 
sendiri. Hal ini berarti tidak ada pembenaran yang diperlukan untuk 
publikasi informasi yang tidak bersifat pribadi. Selain itu, apa yang 
dianggap oleh kebanyakan orang sebagai informasi sepele atau 
tidak relevan, justru pada titik tertentu dapat memberikan wawasan 
bagi pihak lain, misalnya informasi pribadi untuk kebutuhan 
penelitian dan pengetahuan.73 

Para pendukung hak untuk dilupakan mengatakan, selain tidak 
adanya nilai kepentingan umum, dalam beberapa kasus juga 
muncul beberapa kasus informasi pribadi yang terdistribusikan 
dipublik secara ilegal, atau tanpa persetujuan dari pihak yang 
memiliki atau ada di dalam informasi tersebut. Pada konteks itu 
berlaku prinsip tidak ada hak untuk mengakses informasi yang 
berada dalam domain publik secara tidak sah. Sebagai contoh 
penyebaran foto-foto intim yang didistribusikan melalui Internet 
tanpa persetujuan dari pihak yang ada pada foto tersebut. 
Sementara para penentangnya berargumen bahwa pernyataan 
tersebut jelas telah mencederai hak informasi sebagai hak yang 
suci. Oleh karena publikasi suatu informasi yang diperoleh dengan 
cara tidak sah sekalipun, jika ditujukan untuk menjaga kepentingan 
umum, maka hal itu juga harus dilindungi. Internet sendiri telah 
membuka kemungkinan bagi banyak informasi pribadi dan sensitif 
lainnya yang dapat diakses oleh dunia secara luas. Pada saat yang 
sama, publikasi informasi yang diperoleh secara tidak sah, misalnya 
dari hasil peretasan komputer pribadi atau akses tidak sah ke file 
pemerintah, sepanjang itu ditujukan untuk kepentingan umum, 
maka hal tersebut tetap bisa dibenarkan.74

Kemudian, dengan pendekatan moralitas, demi menjaga martabat 
dan reputasinya, seseorang juga tidak boleh diingat kesalahan 
masa lalunya tanpa batas waktu. Bahkan ketika informasi tentang 
seseorang tersebut dibagikan pada domain publik secara sah 
sekali pun, orang tersebut berhak untuk menghapus informasi 
tersebut, agar tidak dihantui kesalahan tanpa batas waktu. 
Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang berbasiskan 
pada algoritma dan kode seringkali mendistorsi penyajian 

73  Irma Spahiu, Between the right to know and the right to forget: looking beyond the Google case”, in European Journal of 
Law and Technology, Vol 6, No 2, 2015.

74 Givanni Sartor, The right to be forgotten: balancing interests in the flux of time, International Journal of Law and Informa-
tion Technology, Volume 24, Issue 1, 1 March 2016, Pages 72–98.
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informasi tentang seseorang. Misalnya mesin pencari yang masih 
mencantumkan tautan atau informasi seseorang ketika remaja atau 
anak-anak, yang justru dapat menghambat perkembangan mereka 
dan mengurangi rasa percaya diri atau bahkan martabat mereka. 
Dengan pendekatan senada, kelompok pendukung kebebasan 
berekspresi menyatakan, publik harus diberikan kesempatan untuk 
memaafkan dengan cara mengizinkan mereka mengakses informasi 
pribadi seseorang di masa lalu, yang terkait dengan kesalahannya. 
Agar publik dapat memperoleh gambaran informasi yang utuh 
tentang seseorang, termasuk masa lalunya. Artinya, individu harus 
diberikan kesempatan untuk memaafkan atau mengabaikan 
kesalahan seseorang pada masa lalu, daripada kesalahan-kesalahan 
itu menjadi ‘terlupakan’ atas permintaan mereka yang telah 
membuatnya.75

Penerapan hak untuk dilupakan juga harus ditempatkan sebagai 
salah satu bentuk bentuk “hak jawab” terhadap pencarian Internet. 
Secara konvensional, hukum di mayoritas negara telah mengakui 
keberadaan hak jawab atau koreksi terhadap informasi palsu atau 
tidak benar yang diterbitkan atau ditayangkan di media cetak 
atau disiarkan media elektronik. Dengan analogi serupa, maka 
pada penggunaan mesin pencari Internet, juga sudah selayaknya 
diterapkan hukum yang setara dengan hak jawab tersebut, agar 
individu dapat mengontekstualisasikan atau memutakhirkan 
informasi tentang diri mereka saat ini. Pendapat tersebut ditentang, 
sebab hak untuk dilupakan justru dinilai lebih membatasi 
kebebasan berekspresi daripada menjadi instrumen hak jawab atau 
koreksi. Penggunaan hak jawab dimaksudkan untuk menyajikan 
dua sisi informasi, baik informasi yang dituduh memiliki kesalahan 
faktual, maupun informasi dari versi individu yang membantahnya. 
Sedangkan hak untuk dilupakan memungkinkan individu untuk 
menghapus atau memberikan informasi sebaliknya—berbeda sama 
sekali dari informasi yang dihapus tersebut.76

Merespons kekhawatiran yang menyatakan pemberlakuan 
hak untuk dilupakan yang akan mengganggu penikmatan hak 
atas kebebasan berekspresi, dalam putusannya CJEU juga telah 
mempertimbangkannya. Menurut putusan tersebut, ketika suatu 

75 Antoon De Baets, A historian’s view on the right to be forgotten, International Review of Law, Computers & Technology, 
30:1-2, 57-66.

76 Shaniqua Singleton, Balancing A Right To Be Forgotten With A Right To Freedom Of Expression In The Wake Of Google 
Spain V. AEPD, Georgia Journal of International and Comparative Law, Vol. 44 No. 1 (2015).
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data pribadi yang dimaksud terkait dengan tokoh publik yang 
informasinya layak diketahui publik, hak publik untuk memiliki akses 
terhadap informasi tersebut masih tetap dimungkinkan. Selain 
itu, sejatinya informasi itu sendiri masih tetap tersedia dan dapat 
ditemukan di laman Internet, dengan menggunakan kata kunci 
pencarian selain dari nama individu yang dipermasalahkan. Namun, 
meski ada pengecualian, prinsip-prinsip umum dalam hukum 
media guna melakukan pembatasan akses, belum dipertimbangkan 
dalam penerapan hak ini, karena kata kunci untuk melakukan 
penghapusan semata-mata mengacu pada kata ‘tidak relevan”. 
Belum lagi persoalan inkonsistensi penerapan pembatasan dalam 
pengecualian yang berbeda-beda di tiap negara, sebagaimana 
disinggung pada bagian awal tulisan ini, yang dikhawatirkan akan 
mengganggu pelaksanaan dari prinsip kebebasan pers.77 

Kemudian untuk meminimalisir ketegangan atau potensi konflik 
dalam pengaturan dan penerapan hak untuk dilupakan dengan 
kebebasan berekspresi, sejumlah kalangan menawarkan sejumlah 
indikator dalam operasionalnya. Tawaran ini khususnya menekankan 
bahwa penerapan hak untuk dilupakan sebagai ekstensi dari 
cakupan perlindungan hak atas privasi atau perlindungan data 
pribadi harus diberlakukan secara ketat dan terbatas. Jadi informasi 
yang diajukan untuk dilakukan penghapusan sifatnya harus benar-
benar pribadi, misalnya informasi terkait perbankan, rekam medis, 
nomor telepon, dan informasi yang bermuatan fitnah atau palsu. 
Beberapa persyaratan minimum yang ditawarkan untuk membatasi 
keluasan penerapan hak untuk dilupakan, agar kompatibel dengan 
hak atas kebebasan berekspresi, misalnya peraturan perundang-
undangan harus memastikan:78 
a. Hanya terbatas untuk hak individu dan harus dibatasi hanya 

untuk tujuan melindungi data pribadi, sebab tujuan dari 
penggunaan hak ini adalah ditujukan untuk melindungi 
martabat dan privasi seseorang, yang melekat pada orang 
perorangan tertentu. Oleh karenanya pengaturannya harus 
merupakan bagian dari UU Perlindungan Data Pribadi yang 
komprehensif, bukan terkait dengan UU mengenai pencemaran 
nama baik atau perlindungan kehormatan. Bahkan beberapa 

77 Lihat: Binoy Kampmark, To Find or be Forgotten: Global Tensions on the Right to Erasure and Internet Governance, 
Journal of Global Faultlines, 2015 Vol. 2, No. 2.

78 Lihat: Article 19, The “Right to be Forgotten”: Remembering Freedom of Expression, 2016. Lihat juga Access Now, Under-
standing The “Right To Be Forgotten” Globally, September 2016.
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pandangan menyebutkan, jika bukan merupakan bagian dari 
aturan perlindungan data pribadi, maka pemberlakuannya 
harus ditangguhkan.

b. Pengaturan dan sasarannya harus dibatasi dalam lingkup 
dan aplikasi, yang terbatas ditujukan pada penyedia fitur 
pencarian, yang menjalankan fungsi pengontrol data, entitas 
yang menentukan data pribadi yang sedang diproses untuk 
tujuan tertentu, seperti mesin pencari. Bukan ditujukan pada 
penyedia layanan hosting atau konten, termasuk sejumlah 
pendapat menyatakan tidak ditujukan pada penyedia platform 
media sosial di mana pengguna individu memiliki kontrol atas 
informasi yang ditampilkan. Sebab, orisinalitas munculnya hak 
ini sendiri berasal dari persoalan pencarian nama individu yang 
menghasilkan profil publik dari orang yang bersangkutan. 

c. Kriterianya harus didefinisikan secara jelas dalam undang-
undang perlindungan data pribadi yang komprehensif, guna 
menghindari gangguan terhadap hak asasi manusia. Termasuk 
dalam pengaturan dan penerapannya harus benar-benar 
menjamin dan memastikan perlindungan terhadap kebebasan 
berekspresi, terutama hak publik atas informasi. Kalau pun 
suatu informasi diajukan untuk dilakukan de-listing (dalam 
konteks hak untuk dilupakan), konten harus tetap online pada 
laman sumbernya, sehingga dapat ditemukan ketika pengguna 
melakukan pencarian yang tidak termasuk nama individu yang 
meminta de-listing.

d. Keputusan mengenai permintaan penggunaan hak untuk 
dilupakan harus dikeluarkan oleh pengadilan atau badan 
lainnya yang independen, yang diberikan wewenang untuk 
melakukan penyelesaian sengketa—misalnya komisi privasi. 
Selain itu baik pemohon maupun pengontrol data harus 
diberikan kesempatan dan hak yang sama untuk mengajukan 
banding ke tingkat pengadilan yang lebih tinggi.

e. Mesin pencari harus transparan tentang kapan dan bagaimana 
mereka mematuhi permintaan de-listing (klaim hak untuk 
dilupakan), termasuk kepatuhan terhadap mekanisme atau 
kebijakan internal mereka. Perusahaan yang menawarkan 
layanan mesin pencari harus mempublikasikan laporan 
transparansi secara teratur, mengilustrasikan bagaimana 
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mereka mematuhi hak untuk dilupakan, dengan cara de-listing, 
melalui kebijakan dan praktik dengan memberikan statistik 
agregat permintaan dan jumlah yang diterima dan ditolak 
atas permintaan de-listing tersebut. Perusahaan juga harus 
transparan tentang bagaimana mereka membuat evaluasi 
atas permintaan tersebut, termasuk perlindungan apa yang 
ada untuk memastikan bahwa hak individu atas privasi dan 
kebebasan berekspresi dihormati sekaligus dalam prosesnya.

f. Pengguna harus memiliki akses yang mudah terhadap 
pemulihan, termasuk pengguna harus memiliki akses untuk 
menantang keputusan di salah satu otoritas perlindungan data 
lokal atau di pengadilan atas keputusan untuk menerima atau 
menolak de-listing. Guna memastikan hal ini, harus dipastikan 
bahwa mesin pencari atau pengontrol data lainnya, tidak 
diberikan wewenang untuk menilai permintaan de-listing 
sendiri. Sebab jika penilaian dilakukan sendiri, maka penilaian 
akan menjadi keputusan internal yang komersial, dan tidak 
dapat ditentang secara hukum, karena mesin pencari tidak 
dapat dipaksa untuk mendaftar ulang konten. Dalam keadaan 
apa pun, hukum dan kebijakan perusahaan harus memastikan 
tidak dibatasinya hak pengguna untuk mencari upaya hukum 
terkait permintaan dilakukannya de-listing atas suatu informasi.
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Bab III
Konstitusionalitas Hak Atas 

Penghapusan Informasi

III.1. Sandaran Konstitusional Bagi Hak Atas Penghapusan 
Informasi
Dalam perkembangannya di Indonesia, konsep atau klausul hak 
untuk dilupakan kemudian dirumuskan atau diterjemahkan dalam 
rumusan “hak atas penghapusan informasi (pribadi) yang tidak 
relevan”. Pembicaraan mengenai ini, baik dilihat dari orisinalitas 
kemunculannya, maupun dalam konteks hukum Indonesia, 
sesungguhnya sangat terkait erat dengan hak-hak pribadi atau 
privasi seseorang. Penegasan ini terutama mengacu pada model 
perumusan pasalnya di dalam ketentuan Pasal 26 UU Informasi 
dan Transaksi Elektronik, yang secara khusus mengatur mengenai 
perlindungan data pribadi seseorang. Jaminan perlindungan hak ini 
sesungguhnya merujuk pada mandat UUD 1945, yang dalam Pasal 
28G ayat (1) UUD 1945, menyatakan:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, 
kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah 
kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari 
ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu 
yang merupakan hak asasi manusia.” 

Pribadi sendiri menurut ketentuan pasal di atas merupakan pene-
rjemahan dari konsep atau terma privasi, yang dalam bahasa Indonesia 
diterjemahkan sebagai privasi atau pribadi. Mengacu pada Penjelasan 
Pasal 26 UU Informasi dan Transaksi Elektronik, hak pribadi dalam 
hal ini mencakup: (i) Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati 
kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan; (ii) Hak 
pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang 
lain tanpa tindakan memata-matai; (iii) Hak pribadi merupakan hak 
untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan 
data seseorang. Penegasan tersebut juga senada dengan ketentuan 



48

Pasal 29 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 
yang menyebutkan “setiap orang berhak atas perlindungan diri 
pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya”.

Secara detail dalam bagian penjelasan Pasal 31 UU Hak Asasi Manusia, 
telah diuraikan mengenai pengertian ‘tidak boleh diganggu’, 
dengan merujuk pada kehidupan pribadi (privasi) di dalam tempat 
kediamannya. Penjelasan ini menegaskan tempat kediaman individu 
sebagai wilayah yang dijamin perlindungannya sebagai bagian dari 
kehidupan pribadi. Namun tidak terdapat rujukan lebih jauh apakah 
pengertian tempat kediaman merujuk pada domisili atau juga 
termasuk dalam pengertian yang lebih faktual merujuk pada tempat 
di mana individu tersebut sedang berada. Perlindungan di dalam 
UU Hak Asasi Manusia di atas makin diperkuat dengan disahkannya 
Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, ke dalam hukum 
nasional Indonesia, melalui UU No. 12 Tahun 2005. Artinya, dengan 
pengakuan terhadap Kovenan tersebut dalam hukum nasional, di 
dalam menerjemahkan cakupan ruang lingkup mengenai privasi, 
selain merujuk pada undang-undang yang telah ada, juga mengacu 
pada ketentuan Pasal 17 Kovenan.

Sayangnya, meski konstitusionalitas hak atas penghapusan 
informasi—pribadi menjadi bagian yang integral dari cakupan 
perlindungan hak pribadi seseorang, namun belum adanya rujukan 
yang jelas mengenai ruang lingkup hak pribadi, telah berimplikasi 
pada kemungkinan potensi keluasan atau fleksibilitas dari hak ini. 
Sebagaimana diketahui, sampai dengan saat ini Indonesia belum 
memiliki aturan payung atau rujukan tunggal yang secara jelas 
merumuskan cakupan ruang lingkup dari hak pribadi yang harus 
dilindungi. Bersandar pada UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia, cakupan ruang lingkup hak pribadi secara umum di 
Indonesia meliputi kurang lebih hal-hal sebagai berikut:

Pasal 29 ayat (1) Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat 
dan hak miliknya

Pasal 30 Perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat 
atau tidak berbuat sesuatu 

Pasal 31 Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu, menginjak 
atau memasuki suatu pekarangan tempat kediaman atau 
memasuki suatu rumah yang bertentangan dengan kehendak 
orang yang mendiaminya, hanya diperbolehkan dalam hal-
hal yang telah ditetapkan dengan undang-undang
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Pasal 32 Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat menyurat 
termasuk hubungan komunikasi sarana elektronika tidak 
boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan 
lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Mengacu pada sejumlah rumusan pasal di dalam UU Hak Asasi 
Manusia di atas, cakupan hak pribadi di Indonesia antara lain 
meliputi: 
a. sesuatu yang menyangkut diri pribadi seseorang, keluarga, 

barang pribadi, dan reputasinya;
b. berbuat dan tidak berbuat sesuatu;
c. kediaman pribadi; dan 
d. komunikasi pribadi.

Bersandar pada jaminan itu pula, sejumlah undang-undang di 
beberapa sektor kemudian mengatur perihal keharusan untuk 
melindungi hak-hak pribadi seseorang, seperti adanya aturan 
yang melarang intersepsi komunikasi secara legal, serta kewajiban 
bagi pengumpul data untuk melindungi kerahasiaan data pribadi 
yang dikumpulkannya. Bahkan secara khusus dalam ketentuan 
Pasal 26 UU Informasi dan Transaksi Elektronik diatur bahwa data 
pribadi seseorang tidak boleh dipindahtangankan secara semena-
mana tanpa persetujuan dari pemilik data. Selain itu, apabila kita 
identifikasi sejumlah peraturan perundang-undangan yang ada, 
mengacu pada studi yang dilakukan Elsam (2016), sedikitnya kita 
bisa menemukan 32 undang-undang yang materinya memiliki 
konten yang terkait dengan pengaturan data pribadi warga negara.

Mayoritas dari 32 undang-undang tersebut materinya terkait dengan 
pemberian kewenangan baik bagi otoritas publik (pemerintah) 
maupun privat (swasta) untuk melakukan pengumpulan dan 
pengelolaan data pribadi warga negara, termasuk wewenang 
untuk melakukan intrusi dengan beberapa pengecualian. Sektor 
yang diatur pun beragam, mulai dari telekomunikasi, keuangan 
dan perbankan, perpajakan, kependudukan, kearsipan, penegakan 
hukum, keamanan, hingga sektor kesehatan. Namun demikian, 
tumpang tindih juga tak-terhindarkan satu dengan lainnya, yang 
antara lain tampak dari aspek: 
a. tujuan pengolahan data pribadi;
b. notifikasi atau persetujuan dari pemilik data pribadi; 
c. rentang waktu retensi data pribadi; 
d. penghancuran, penghapusan atau pengubahan data pribadi; 
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e. tujuan pembukaan data pribadi kepada pihak ketiga; 
f. pemberi izin untuk membuka data pribadi kepada pihak ketiga; 
g. jangka waktu data pribadi dapat dibuka kepada pihak ketiga; 
h. sanksi bagi pelanggar perlindungan data pribadi; dan 
i. mekanisme pemulihan bagi korban yang hak privasinya 

dilanggar.

Di luar permasalahan tumpang tindih dalam pengaturan, problem 
yang masih dihadapi Indonesia adalah terkait dengan belum 
adanya kesatuan definisi mengenai data pribadi, termasuk kejelasan 
cakupan ruang lingkup data pribadi. Akibatnya pula, dalam hukum 
Indonesia belum ada rujukan yang pasti mengenai kualifikasi data 
pribadi yang sensitif dan harus dilindungi, sebab definisi yang sah 
tentang perlindungan data pribadi juga belum ditemukan. Ketiadaan 
UU Perlindungan Data Pribadi yang komprehensif menjadikan 
belum adanya kejelasan rujukan mengenai perlindungan hak ini, 
termasuk kewajiban yang dibebankan terhadap pemproses atau 
pengontrol data, terhadap data-data pribadi yang dikumpulkannya. 
Definisi mengenai data pribadi yang secara eksplisit dan solid 
justru baru mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan 
Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi 
Dalam Sistem Elektronik, yang menjelaskan data pribadi sebagai 
data perseorangan tertentu  yang disimpan, dirawat, dan dijaga 
kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Aturan ini juga masih 
secara umum menempatkan pengontrol data sebagai bagian dari 
penyelenggara sistem elektronik, meskipun tentunya tidak semua 
penyelenggara sistem elektronik melakukan pengumpulan dan 
pemprosesan data pribadi. 

Namun, meski belum ada aturan perlindungan data pribadi yang 
komprehensif, amendemen UU Informasi dan Transaksi Elektronik 
kemudian mengenalkan klausul hak untuk dilupakan, atau diatur 
dalam ketentuan Pasal 26 ayat (3) sebagi penghapusan informasi 
yang tidak relevan. Lepas dari perdebatan munculnya rumusan 
pasal ini sebagaimana telah diulas dalam bagian pendahuluan 
tulisan ini, pengakuan yuridis mengenai pemberlakuan hak untuk 
dilupakan dalam hukum Indonesia telah diakui keberadaannya. 
Kendati menurut sejumlah pendapat dinyatakan, tanpa sandaran 
UU Perlindungan Data Pribadi yang komprehensif, pemberlakuan 
hak untuk dilupakan harus ditangguhkan, dikarenakan potensial 
mengganggu pelaksanaan hak atas kebebasan berekspresi. Adanya 
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mandat konstitusional yang menempatkan hak privasi sebagai salah 
satu hak konstitusional warga yang harus dilindungi keberadaannya, 
serta adanya sejumlah pengakuan terhadap perlindungan data 
pribadi menurut sejumlah undang-undang, telah menjadi sandaran 
bagi ekstensifikasi munculnya klausul hak untuk dilupakan. Lepas 
dari keterbatasan dan kekaburan dalam pengaturannya.

III.2. Informasi Pribadi (Tidak Relevan) yang Dapat 
Diajukan Penghapusan
Tantangan berikutnya adalah terkait dengan kualifikasi atau jenis 
informasi yang dapat diajukan penghapusan dengan alasan tidak 
lagi relevan. Belum adanya undang-undang perlindungan data 
pribadi yang komprehensif menjadikan tidak adanya kejelasan 
referensi mengenai jenis-jenis data pribadi yang sensitif dan harus 
dilindungi, termasuk dapat diajukan penghapusan dikarenakan 
berpotensi mengganggu martabat dan reputasi pribadi seseorang. 

Hal pertama yang harus disepakati adalah batasan awal mengenai 
cakupan informasi tidak relevan yang dapat diajukan untuk 
dilakukan penghapusan. Dalam menentukan batasan ini, metode 
yang paling efektif dalam melakukan penafsiran terhadap mandat 
ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU ITE adalah dengan menggunakan 
sejumlah pendekatan dalam penafsiran hukum. Setidaknya terdapat 
4 pendekatan penafsiran yang dapat digunakan untuk menjelaskan 
maksud dan cakupan ruang lingkup informasi tidak relevan menurut 
ketentuan Pasal 26 ayat (3) di atas, yakni: 

(1) penafsiran tekstual atau gramatikal, 
(2) penafsiran sistematis, 
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(3) penafsiran historis atau original intent dari pembuat undang-
undang, serta

(4) penafsiran teleologis.

Dengan menggunakan penafsiran tekstual atau gramatikal, 
beberapa kata kunci yang dapat diidentifikasi antara lain: meng-
hapus, informasi/ dokumen elektronik, tidak relevan, permintaan 
orang yang bersangkutan. Dengan beberapa kata kunci tersebut, 
pengertian ekstrinsik pertama yang dapat dipahami adalah informasi 
tidak relevan yang dimintakan untuk dilakukan penghapusan, adalah 
terkait dengan informasi tentang seseorang tertentu. Dengan kata 
lain, batasan informasi yang dapat diajukan penghapusan adalah 
menyangkut informasi pribadi seseorang tertentu. Penegasan 
serupa menjadi lebih jelas dan kasat mata, ketika kita menggunakan 
pendekatan penafsiran sistematis untuk menerjemahkan maksud 
ketentuan tersebut. Caranya dengan melihat maksud ketentuan 
Pasal 26 UU ITE secara keseluruhan, baik sebelum amendemen 
maupun setelah amendemen. Dari awal, ketentuan Pasal 26 UU 
ITE adalah dimaksudkan untuk menjamin perlindungan data 
pribadi seseorang, khususnya data elektronik, yang masuk dalam 
kualifikasi hak pribadi sebagaimana dijelaskan Pasal 26 ayat (1) 
dan (2). Tegasnya, ketentuan pasal ini adalah mengatur tentang 
perlindungan data pribadi seseorang dalam penggunaan sistem 
elektronik. Oleh karenanya, ketika membaca ketentuan Pasal 26 ayat 
(3) dan (4) juga harus ditempatkan sebagai bagian dari perlindungan 
data pribadi seseorang, atau ekstensi dari perlindungan data pribadi. 
Dengan demikian maka, batasan informasi tidak relevan yang dapat 
diajukan penghapusan, adalah sebatas informasi yang terkait 
dengan data pribadi seseorang. Itu pun masih dibatasi lagi pada 
data pribadi yang masuk kategori sensitif, karena harus dilindungi 
dan tidak diperkenankan perpindahan dan penggunaan tanpa 
konsen dari pemilik data.

Kemudian dengan menggunakan pendekatan original intent atau 
historis atau maksud dari pembuat undang-undang, juga dapat 
ditemukan kesimpulan serupa. Hal itu sebagaimana terdeskripsikan 
di dalam risalah pembahasan RUU Perubahan UU Informasi dan 
Transaksi Elektronik, seperti telah diuraikan pada bagian awal tulisan 
ini. Dalam risalah pembahasan tersebut tampak dengan jelas rujukan-
rujukan yang digunakan oleh para pembentuk undang-undang, yang 
selalu mengacu pada putusan CJEU mengenai right to be forgotten. 
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Bahkan putusan tersebut hanya menjadi satu-satunya referensi 
dalam merumuskan klausul hak atas penghapusan informasi.79 
Artinya, dengan melihat maksud dari pembentuk undang-undang, 
penghapusan informasi tidak relevan yang dimaksud dalam 
ketentuan ini, ialah semata-mata informasi yang terkait dengan data 
pribadi seseorang. Lalu bersandar pada pendekatan teleologis atau 
sosiologis, tentang kebutuhan masyarakat kekinian dan yang akan 
datang, juga dapat ditarik kesimpulan serupa. Bahwa yang dimaksud 
dengan penghapusan informasi tidak relevan, ialah terbatas pada 
informasi yang menyangkut data pribadi seseorang, yang dalam 
era digital saat ini, gampang sekali untuk dipindahtangankan dan 
dipertukarkan.

Pertanyaan berikutnya adalah berkaitan dengan informasi atau data 
pribadi apa saja yang dapat dimintakan penghapusan? Rujukan yang 
dapat digunakan adalah sejumlah peraturan perundang-undangan 
yang menjamin perlindungan data pribadi dalam beberapa sektor, 
termasuk yang menyangkut martabat dan reputasi seseorang. 
Maksud perlindungan di sini merujuk pada pembebanan kewajiban 
bagi pihak pengumpul, pemproses atau pengumpul data pribadi, 
untuk melindungi data pribadi, yang diatur dalam undang-undang 
bersangkutan. Dengan mengidentifikasi peraturan perundang-
undangan yang ada di Indonesia, sebagaimana dipaparkan 
dalam studi ELSAM, maka informasi pribadi yang dapat diajukan 
penghapusan, karena bersinggungan erat dengan martabat dan 
reputasi seseorang, adalah jenis-jenis informasi pribadi berikut ini:

(1) Informasi kependudukan;
(2) Informasi riwayat kesehatan (rekam medis);
(3) Informasi keuangan, perbankan, dan perpajakan;
(4) Informasi tentang diri pribadi seseorang, khususnya yang 

berkaitan dengan kesusilaan, termasuk dalam kaitannya 
dengan perlindungan anak; dan

(5) Informasi yang berisi muatan fitnah terhadap seseorang, 
yang telah terbukti fitnah menurut putusan pengadilan yang 
berkekuatan hukum tetap.

79 Lihat: Risalah Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Pemerintah (Menkominfo dan Menkumham), dalam Pembicaraan 
Tingkat I untuk pembahasan RUU Perubahan UU ITE, pada 14 Maret 2016.
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III.2.1. Penghapusan Informasi Kependudukan
UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 (UU 
Adminduk) telah mengatur salah satunya kegiatan administrasi 
kependudukan, termasuk di dalamnya data pribadi penduduk.80 
Ketentuan Pasal 85 UU Adminduk menegaskan bahwa negara memiliki 
kewajiban untuk menyimpan dan memberikan perlindungan atas 
data pribadi penduduk tersebut. Hal tersebut juga tercantum dalam 
Pasal 79 yang mewajibkan negara untuk memberikan perlindungan 
dan menunjuk menteri sebagai penanggung jawab hak akses data 
pribadi warga. Demikian pula dalam UU 24/2014 pada Pasal 1 poin 
22 disebutkan bahwa data pribadi sebagai data perseorangan yang 
harus disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi 
kerahasiaannya. Guna memastikan pelaksanaan kewajiban ini, dalam 
Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU 
Adminduk, pada Pasal 5 ayat (1) ditegaskan mengenai kewenangan 
Menteri Dalam Negeri untuk mengawasi pelaksanaan SIAK (Sistem 
Informasi Administrasi Kependudukan). Dengan kewajiban menjaga 
kerahasiaan data pribadi terkait data kependudukan tersebut, dapat 
diartikan bahwa data kependudukan adalah salah satu data yang 
masuk kualifikasi data pribadi yang sensitif. Sehingga ketika data 
tersebut tersebar atau terdistribusi dalam domain publik, pemilik 
data dapat mengajukan permintaan penghapusan.

III.2.2. Penghapusan Informasi Riwayat Kesehatan
Berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 
tentang Kesehatan, tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya 
berkewajiban untuk mematuhi standar profesi dan menghormati 
hak pasien. Salah satu bentuk penghormatan tersebut adalah 
terkait dengan hak atas informasi kesehatan pribadinya.81 Hal ini 
tertulis dalam Pasal 57 ayat (1) yang menyebutkan hak setiap orang 
atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan 
kepada penyelenggara pelayanan kesehatan. Namun, hak ini dapat 
dikecualikan jika terkait dengan penegakan hukum dan kepentingan 
lain-lain sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (2).

Mekanisme perlindungan data kesehatan pasien dapat diartikan sebagai 
salah satu kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan 

80  Pasal 84 ayat (1) UU Adminduk menegaskan sejumlah data yang masuk dalam kategori data pribadi penduduk, yaitu (a) 
nomor Kartu Keluarga (KK), (b) Nomor Induk Kependudukan (NIK), (c) tanggal, bulan atau tahun lahir, (d) keterangan 
tentang kecacatan fisik dan/atau mental, (e) NIK ibu kandung, (f) NIK ayah, dan (g) beberapa isi catatan peristiwa penting.

81  Pasal 8 UU Kesehatan.
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sebagaimana diatur dalam Pasal 54. Pasal tesebut menjelaskan bahwa 
pelaksanaan tersebut harus dilaksanakan secara aman, bermutu, 
bertanggung jawab, merata dan tidak diskriminatif. Bahkan, aturan 
tersebut menegaskan tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk 
setiap penyelenggaraan kesehatan, yang dapat diartikan termasuk 
kewenangan menjaga kerahasiaan data kesehatan pasien. Kemudian 
dalam Pasal 55 disebutkan bahwa pemerintah wajib menetapkan 
standar mutu pelayanan. Adapun standar mutu pelayanan ini juga 
dapat termasuk perlindungan data privasi kesehatan pasien.

Secara detail pengawasan dalam tata kelola data riwayat kesehatan 
kewenangannya berada pada Menteri Kesehatan.82 Sebagai tindak 
lanjut, Menkes setidaknya telah mengeluarkan tiga peraturan 
terkait dengan perlindungan data pribadi pasien, yakni: (i) Peraturan 
Menteri Kesehatan No. 269/ Menkes/ Per/ III/ 2008 tentang Rekam 
Medis (Permenkes Rekam Medis); (ii) Peraturan Menteri Kesehatan 
No. 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran; dan (iii) Peraturan 
Menteri Kesehatan No. 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan 
Pekerjaan Rekam Medis. Ketiga peraturan tersebut mengatur 
mengenai cakupan rekam medis (data kesehatan pasien), 
penyimpanan, pembukaan, pengawasan, kualifikasi, serta hak dan 
kewajiban petugas kesehatan yang melakukan perekaman medis.

Ketentuan serupa juga dapat ditemukan di dalam UU No. 29 
Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang mengatur perihal 
standar praktik dokter, khususnya standar layanan kepada pasien, 
prosedur administratif yang harus ditempuh untuk berpraktik, hak 
dan kewajiban seorang dokter, sampai dengan pengawasan dan 
sanksi bagi para dokter. Ketentuan Pasal 47 ayat (2) undang-undang 
ini menyebutkan kewajiban dokter untuk menjaga kerahasiaan 
rekam medis pasiennya, sebagai salah satu hak pasien yang harus 
dilindungi. Selanjutnya dalam Pasal 48 ayat (1) diatur mengenai 
‘Rahasia Kedokteran’. Kewajiban dokter untuk merahasiakan rekam 
kesehatan pasien dilakukan seumur hidup bahkan setelah pasien itu 
meninggal dunia (Pasal 51 (c)).  Isi rekam medis tersebut merupakan 
bagian dari hak pasien untuk diketahui secara pribadi (Pasal 52 
poin e). Lebih lanjut aturan mengenai rahasia kedokteran diatur 
melalui Peraturan Menteri Kesehatan No. 36 Tahun 2012 tentang 
Rahasia Kedokteran. Peraturan ini mengatur secara lebih terperinci 
mengenai cakupan rahasia kedokteran, penyimpanan, pembukaan, 

82  Pasal 182-188 UU Kesehatan.
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hingga pengawasannya. Menurut peraturan ini rahasia kedokteran 
bisa dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi 
permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan 
hukum, permintaan pasien sendiri atau berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

Sama halnya dengan UU Kesehatan, perlindungan data pasien 
terhadap pelaksanaan kegiatan rekam medis juga diatur dalam 
UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, sebagaimana diatur 
Pasal 29 ayat (1) huruf (h), (l), dan (m). Pengakuan privasi tersebut 
merupakan bagian dari hak pasien sebagaimana tertera dalam Pasal 
32 huruf (i). Hal ini kembali ditegaskan dalam Pasal 38 ayat (1) yang 
mewajibkan rumah sakit untuk menyimpan rahasia kedokteran. 
Serta Pasal 44 yang memiliki wewenang untuk mengungkapkan 
segala informasi kepada publik yang berkaitan dengan rahasia 
kedokteran. Pembatasan dapat dilakukan menurut Pasal 38 poin 
(2), dengan tujuan penegakan hukum, dan atas persetujuan pasien 
sendiri kerahasian.

Penegasan data riwayat kesehatan sebagai data pribadi yang harus 
dilindungi juga dapat ditemukan di dalam UU No. 36 Tahun 2014 
tentang Tenaga Kesehatan. Undang-undang ini mengatur bahwa 
tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik memiliki kewajiban 
untuk menjaga kerahasiaan kesehatan penerima pelayanan kesehatan 
atau pasien.83 Hal ini juga diatur dalam Pasal 73 yang secara khusus 
mengatur tentang rahasia kesehatan penerima pelayanan kesehatan. 
Meskipun demikian, dalam Pasal 73 ayat (2) disebutkan bahwa rahasia 
kesehatan dapat dibuka ke publik untuk kepentingan tertentu, seperti 
kepentingan penegak hukum dan permintaan pelayanan kesehatan 
sendiri dan peraturan perundang-undangan lainnya. 

III.2.3. Penghapusan Informasi Keuangan, Perbankan dan Perpajakan
Dalam hukum Indonesia, kerahasiaan bank, khususnya terkait 
dengan data pribadi nasabah perbankan diatur dalam UU No. 10 
Tahun 1998 tentang Perbankan. Undang-undang ini mengacu pada 
prinsip kerahasiaan (confidential principle), yang mewajibkan bank 
untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan 
data dan informasi mengenai nasabah, baik keadaan keuangannya 
maupun informasi yang bersifat pribadi.84 Dalam ketentuan Pasal 
1 ayat (28) UU Perbankan, rahasia bank ditafsirkan sebagai segala 

83   Pasal 58(1)(c) UU Tenaga Kesehatan.
84 Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hal.30.
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sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah 
penyimpan dan simpanannya. Dengan demikian, asas kepercayaan 
dan kerahasiaan sebagai landasan  kinerja lembaga keuangan, turut 
diterapkan dalam hubungan antara pihak nasabah dan bank. 

Nasabah dalam melakukan penyimpanan atau menggunakan 
produk bank lainnya harus memberikan data pribadi yang dianggap 
perlu kepada bank. Hubungan tersebut harus didukung dengan 
kemampuan pihak bank dalam menjaga kepercayaan nasabah 
serta melindungi privasi dari nasabah yang telah memberikan dan 
memercayakan data pribadinya. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 
40 UU Perbankan yang menyebutkan bahwa bank berkewajiban 
untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpanan 
dan simpanannya, kecuali dalam hal-hal tertentu yang dibolehkan. 
Pengaturan tersebut mengisyaratkan perlindungan privasi nasabah 
tidak hanya berkenaan dengan data keuangan (simpanan atau 
produk bank lain) miliknya tetapi juga mengenai data pribadi 
nasabah yang bersifat informasi ataupun keterangan yang 
menyangkut identitas atau data pribadi lain di luar data keuangan. 

Pengaturan serupa juga dapat ditemukan dalam UU No. 21 Tahun 
2008 tentang Perbankan Syariah, yang memiliki kesamaan muatan 
dengan UU Perbankan, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan 
perlindungan data pribadi. Pasal 41 UU Perbankan Syariah mengatur 
mengenai mandat bank untuk menjaga kerahasiaan data nasabah 
penyimpan dan simpanannya, kecuali untuk hal-hal tertentu 
yang dimungkinkan oleh undang-undang. Pengecualian tersebut 
tidak lain ditujukan untuk kepentingan penyidikan perpajakan 
yang memungkinkan dibukanya keadaan keuangan Nasabah 
sebagaimana diatur dalam Pasal 42 (1) hingga Pasal 49. Dalam hal 
pengecualian tersebut, Pasal 42 ayat (1) mengatur mekanisme yang 
harus dilakukan  pihak aparat penegak hukum seperti menyebutkan 
nama pejabat pajak, nama nasabah wajib pajak serta penjelasan 
kasus yang berkaitan. 

Secara detail operasional dari pelaksanaan dan pengawasan 
perlindungan data pribadi nasabah dilakukan oleh Otoritas Jasa 
Keuangan, yang dibentuk berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011. 
Lebih jauh aturan mengenai perlindungan data pribadi nasabah 
diatur dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 1/POJK. 07/2013 tentang 
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Butir Pasal 2 
huruf (d) POJK ini menegaskan adanya prinsip dasar perlindungan 

84 Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hal.30.



58

konsumen yang harus OJK emban adalah berdasarkan pada prinsip 
kerahasiaan dan keamanan data/ informasi konsumen. Bahkan, POJK 
ini memuat pula Bab khusus yang mengatur mengenai pengawasan 
perlindungan konsumen sektor jasa keuangan sepenuhnya berada 
pada kewenangan OJK.85 Dengan kata lain, esensi perlindungan 
data pribadi nasabah bank menjadi hal yang disoroti pula oleh OJK 
ketika melaksanakan fungsi pengawasannya tersebut.

OJK bahkan secara lebih terperinci memuat daftar data dan/atau 
informasi pribadi konsumen yang harus dirahasiakan melalui Surat 
Edaran OJK (SE-OJK) Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan 
dan Keamanan Data dan/ atau Informasi Pribadi Konsumen, berupa 
nama, alamat, nomor telepon, tanggal lahir dan/ atau umur, dan/ 
atau nama ibu kandung (khusus nasabah perorangan), serta 
susunan direksi dan komisaris termasuk dokumen identitas berupa 
kartu tanda penduduk/ paspor/ izin tinggal, dan/ atau susunan 
pemegang saham (khusus untuk nasabah korporasi).

III.2.4. Penghapusan informasi tentang diri pribadi seseorang, 
khususnya yang berkaitan dengan kesusilaan, termasuk dalam 
kaitannya dengan perlindungan anak
Penyebaran foto-foto atau video intim seseorang yang dilakukan 
tanpa konsen atau sepengetahuan dari orang yang bersangkutan 
tentu akan sangat berdampak pada martabat dan reputasi orang 
tersebut. Di luar isu tentang martabat dan reputasi, dalam hukum 
Indonesia, penyebaran informasi tersebut juga bertentangan 
dengan sejumlah peraturan perundang-undangan. Sebagai rujukan 
misalnya ketentuan mengenai kesusilaan dalam KUHP, UU ITE, dan 
UU Pornografi.

Penghapusan informasi pribadi yang terkait dengan privasi anak, 
dengan mengacu pada UU Perlindungan Anak juga dimungkinkan.

III.2.5. Penghapusan informasi yang berisi muatan fitnah terhadap 
seseorang, yang telah terbukti fitnah menurut putusan 
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Dalam hukum Indonesia, baik secara pidana maupun perdata, tindakan 
yang dianggap menyerang martabat atau reputasi seseorang adalah 
dilarang. Larangan ini mengemuka setidaknya dalam sejumlah pasal 
pidana pencemaran nama baik, yang antara lain dapat ditemukan di 
KUHP dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, seseorang 

85 Lihat Pasal 51-52 POJK No. 1/POJK.07/2013.
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yang merasa reputasi dan martabatnya diganggu atau dicemarkan 
oleh pihak lain juga dapat mengajukan gugatan keperdataan, untuk 
mendapatkan ganti kerugian ke pengadilan (Pasal 1372 KUHPerdata). 
Lepas dari berbagai persoalan yang menyertai implementasi 
dari ketentuan pasal tersebut, khususnya secara pidana. Apabila 
pengadilan telah menyatakan suatu perbuatan masuk kualifikasi 
merendahkan martabat atau reputasi, baik secara pidana maupun 
perdata, dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka 
seseorang tersebut dapat mengajukan penghapusan atas informasi 
mengenai perbuatan itu.
 

III.3. Potensi Ketegangan Dalam Penerapan Hak 
Penghapusan Informasi
Hak atas informasi adalah hak fundamental karena hak ini menjadi 
salah satu indikator untuk melihat apakah sebuah pemerintahan itu 
transparan dan partisipatoris. Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi 
Manusia tercantum bahwa setiap orang berhak atas kebebasan 
berpendapat dan menyatakan pendapat. Hak ini mencakup juga hak 
untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah 
pikiran melalui media apa saja tanpa memandang batas wilayah. 

Setelah DUHAM, hak atas informasi juga dikuatkan dengan Kovenan 
Internasional tentang Hak-hak sipil dan politik 1966 yang diratifikasi 
oleh Pemerintah Indonesia melalui UU Nomor 12 tahun 2005. Pasal 
19 Kovenan tercantum bahwa setiap orang berhak atas kebebasan 
menyatakan berpendapat. Hak ini termasuk kebebasan untuk 
mencari, menerima dan memberikan informasi dan ide apapun, 
tanpa memperhatikan medianya, baik secara lisan, tertulis atau 
dalam bentuk cetakan, dalam bentuk seni, atau melalui media 
lainnya, sesuai dengan pilihannya. Dengan diratifikasinya kovenan 
hak sipil politik menandakan bahwa negara Indonesia terikat dan 
Pemerintah wajib menjalankan ketentuan yang tertuang di dalam 
kovenan tersebut.

Dalam ruang lingkup nasional, Indonesia memiliki Undang-Undang 
Dasar 1945 yang di dalamnya juga menjamin hak atas informasi bagi 
masyarakat seperti dalam Pasal 28F yang menyatakan bahwa setiap 
orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi 
untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta 
berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, 
mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan 
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segala jenis saluran yang ada. Dengan demikian, hak atas informasi 
bisa dikategorikan hak konstitusional yang harus dipenuhi oleh 
negara dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, Undang-Undang 
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menekankan 
hak atas informasi adalah sebuah hak asasi manusia. Lebih spesifik 
lagi, Indonesia telah memiliki instrumen hukum tentang hak atas 
informasi, yaitu undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik. 

Salah satu sarana untuk memenuhi hak informasi masyarakat adalah 
adanya kemerdekaan pers yang dijamin oleh negara.  Hal tersebut 
telah tertuang di dalam Undang Undang No. 40 Tahun 1999 tentang 
Pers. Undang-undang pers mengakui bahwa kemerdekaan pers 
merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur 
yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Kemerdekaan pers 
adalah kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai 
hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi 
manusia yang sangat hakiki dan diperlukan untuk menegakkan 
keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum dan 
mencerdaskan bangsa. 

Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa kemerdekaan pers, 
bukanlah satu-satunya syarat atau asas bagi kehidupan pers yang 
dipercaya publik. Tetapi kemerdekaan pers merupakan asas dan 
syarat paling esensial. Selain demi kepentingan demokrasi dan hak 
asasi an sich, kemerdekaan pers sangat diperlukan untuk: Pertama, 
sebagai instrumen penyampai informasi yang benar, baik kepada 
masyarakat secara umum, maupun kepada pihak-pihak tertentu 
yang berkepentingan. Kedua, sebagai instrumen pertukaran pikiran 
secara bebas (free market of ideas). Seperti dikatakan John Stuart 
Mill, jangankan pikiran yang benar, pikiran yang salah atau kelirupun 
tetap berguna untuk diketahui orang lain. Pemikiran yang salah atau 
keliru diperlukan untuk menilai atau mengukur suatu kebenaran. 
Tanpa pengukur sebagai penilai tidak dapat diketahui atau dapat 
dipastikan suatu kebenaran. Ketiga, sebagai instrumen perubahan 
dan kemajuan (agent of change). Melalui informasi yang benar 
(sebagaimana adanya) dan pertukaran pikiran yang bebas (free 
market of ideas), pers yang merdeka adalah instrumen perubahan 
dan kemajuan untuk seluruh aspek kehidupan berbangsa dan 
bernegara (politik, ekonomi, sosial, dan budaya). Keempat, sebagai 
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instrumen penjaga ketertiban sosial (public or social order). Pers 
merdeka dapat menjadi katalisator yang mengatur lalu lintas 
hubungan sosial secara tertib dan damai, karena segala perbedaan 
pendapat tersalur di atas meja pers tanpa ada hambatan. Kelima, 
sebagai instrumen kontrol terhadap kekuasaan. Pers merdeka adalah 
penjaga dan sekaligus pengawas kekuasaan agar tidak bertindak 
salah atau sewenang-wenang. Keenam, sebagai instrumen yang ikut 
mengantarkan mencapai cita-cita bangsa mewujudkan sebesar-
besarnya kemakmuran dan kesejahteraan atas dasar keadilan sosial 
bagi seluruh rakyat. Ketujuh, sebagai instrumen penyebar nilai-nilai 
kemanusiaan, membangun saling pengertian, keterbukaan, dan 
toleransi. 86

III.4. Penghapusan Berita 
Dalam laporan berkala The Project for Excellence in Journalism (PEJ) 
berjudul “State of News Media” pada tahun 2007, tersebut bahwa 
bisnis pemberitaan dalam model konvensional berada pada titik 
kritis. Khalayak berita bergeser dari membaca berita media cetak 
seperti surat kabar, tabloid dan majalah kepada media platform yang 
bisa diakses melalui Internet. Media online juga menggabungkan 
model jurnalisme radio dan televisi dengan menampilkan fitur 
suara dan fitur audio visual. Hal ini disebut sebagai konvergensi 
media di mana terjadi integrasi teknologi Internet dan multimedia 
dengan mengombinasikan teknologi digital, satelit dan seluler 
untuk menyampaikan teks, audio, gambar, grafik atau visual kepada 
khalayak pembaca, pendengar dan pemirsa kapan saja dan di mana 
saja melalui sebuah perangkat pribadi. Media massa konvensional 
seperti halnya surat kabar dan majalah kini menjadi media kuno dan 
tradisional. Kini masyarakat bisa mudah mengakses informasi dan 
berita dari telepon genggam pintar.

Berita-berita media online yang kadang diunggah secara terburu-
buru akibat dikejar kecepatan memang kerap berpotensi kurang 
memperhatikan kode etik jurnalistik. Hal ini membuat banyaknya 
berita media online yang diadukan kepada Dewan Pers. Untuk 
mengatasi hal tersebut Dewan Pers bersama-sama asosiasi media 
dan komunitas pers telah merumuskan panduan etis pemberitaan 
media siber. Pedoman ini disahkan sebagai Peraturan Dewan Pers 
tentang Pedoman Bemberitaan Media Siber tanggal 3 Februari 2012 

86 Bagir Manan, Menjaga Kemerdekaan Pers di Pusaran Hukum, Dewan Pers, 2011, halaman 108.
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dengan ditandatangani oleh empat asosiasi perusahaan pers, tiga 
asosiasi wartawan dan tiga puluh penanggung jawab media siber.
Pedoman ini bertujuan menciptakan keseimbangan antara dimensi 
demokratis-deliberatif dari jurnalisme warga yang melekat pada 
media siber dengan prinsip-prinsip etika dan akuntabilitas di 
ruang publik. Atau menyeimbangkan kebebasan berpendapat di 
media siber dengan prinsip-prinsip ruang publik yang beradab. 
Perlu digarisbawahi bahwa kebebasan berpendapat, di manapun 
mediumnya, mempunyai batas: etika publik dan hak orang 
lain untuk diperlakukan secara adil. Selain itu juga, perumusan 
panduan ini dilatarbelakangi oleh semakin banyaknya pengaduan 
ke Dewan Pers terhadap komentar-komentar berita media-siber 
(user generated content) yang berbau suku, agama, ras dan 
antargolongan, caci maki dan permusuhan. Jika tidak direspons 
secara memadai, perkembangan ini dapat menimbulkan kerugian 
bagi pihak-pihak tertentu, yang sangat mungkin akan berujung 
pada proses pemidanaan media siber dengan perkara –pencemaran 
nama baik atau penghinaan. 

Media siber yang terikat dengan pedoman ini adalah media yang 
menggunakan wahana Internet dan melaksanakan kegiatan 
jurnalistik, serta memenuhi persyaratan undang-undang pers 
dan standar perusahaan pers yang ditetapkan oleh Dewan Pers. 
Sedangkan isi buatan pengguna yang diatur dalam pedoman ini 
adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna 
media siber antara lain artikel, gambar, komentar, suara, video dan 
berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti 
blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa dan bentuk lain.

Pedoman Pemberitaan Media Siber pertama-tama mengatur bahwa 
pada prinsipnya setiap berita media siber harus melalui verifikasi. 
Bahkan diatur lebih tegas lagi, berita media siber yang dapat 
merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada badan berita yang 
sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan berimbangan. Ketentuan 
ini muncul sebagi antisipasi dampak buruk dari orientasi media 
siber yang terlalu mengejar kecepatan dalam menyampaikan berita 
sehingga lalai terhadap masalah akurasi dan keseimbangan. 

Sebagaimana telah dijelaskan, salah satu masalah media-siber adalah 
konten buatan pengguna (user generated content). Media siber 
wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai isi buatan 
pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-undang No 
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40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Ketentuan 
ini harus ditempatkan secara terang dan jelas dalam tampilan 
masing-masing media siber. Media siber juga harus mewajibkan 
setiap pengguna atau komentator untuk melakukan registrasi 
keanggotaan dan melakukan proses login terlebih dahulu sebelum 
dapat mempublikasikan semua bentuk isi buatan pengguna. 

Mekanisme registrasi dan proses login ini penting untuk mereduksi 
anonimitas komentator berita yang dalam praktiknya telah 
berkontribusi pada munculnya komentar-komentar berita yang 
tidak bertanggung jawab. Dalam mekanisme registrasi tersebut, 
media siber mewajibkan pengguna untuk memberikan persetujuan 
tertulis bahwa isi buatan pengguna yang dipublikasikan: 
1. Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis, dan cabul;
2. Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian 

terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), 
serta menganjurkan tindakan kekerasan;

3. Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis 
kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang 
lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. 

Lebih lanjut diatur bahwa media-siber memiliki kewenangan 
mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang 
bertentangan dengan tiga butir di atas, serta wajib menyediakan 
mekanisme pengaduan tersebut harus diletakkan di tempat yang 
dengan mudah dapat diakses pengguna di laman masing-masing 
media siber. Media siber juga wajib menyunting, menghapus dan 
melakukan tindakan koreksi atas setiap Isi Buatan Pengguna yang 
dilaporkan dan melanggar ketentuan tiga butir di atas sesegera 
mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam 
setelah pengaduan diterima. Media siber yang telah memenuhi 
kewajiban-kewajiban ini tidak bertanggung jawab lagi atas masalah 
yang timbul akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan tiga 
butir di atas. Sebaliknya, media-siber bertanggung jawab atas akibat 
Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan namun tidak mengambil 
tindakan koreksi setelah batas 2  x 24 jam sebagaimana telah diatur.

Tentang ralat dan koreksi berita dan hak jawab, Pedoman 
Pemberitaan Media Siber menyatakan bahwa ralat, koreksi dan atau 
hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau 
yang diberi hak jawab. Di setiap ralat, koreksi, dan hak jawab wajib 
dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi dan hak jawab tersebut. 
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Dengan kata lain, berita yang diralat, dikoreksi atau diklarifikasi 
dengan hak jawab tidak boleh dihilangkan atau dicabut begitu saja. 

Pedoman ini juga mengatur jika berita suatu media siber dikutip 
atau disebarluaskan media siber lain, maka tanggung jawab 
media siber pembuat berita pertama terbatas pada berita yang 
dipublikasikan di media siber tersebut atau media-siber yang berada 
di dalam jaringannya. Sebaliknya, tanggung jawab pengutipan 
atau penyebarluasan berita di media lain berada pada media lain 
tersebut, dan bukan lagi pada media pertama yang dikuti. Maka 
koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media-siber, juga harus 
dilakukan oleh media-siber lain yang mengutip berita dari media 
siber yang dikoreksi itu. Media yang menyebarluaskan berita dari 
sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai 
yang dilakukan oleh media siber yang pertama kali mempublikasikan 
berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat dari 
berita yang tidak dikorekesi itu. Dan sesuai dengan Undang-undang 
Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi 
sanksi hukum pidana paling banyak lima ratus juta rupiah.

Melengkapi ketentuan tentang koreksi dan ralat berita di atas, lebih 
lanjut diatur “berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut 
karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait 
masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik 
korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan 
Dewan Pers”. Hal ini perlu ditegaskan untuk menegakkan kejujuran 
media mengakui kesalahan dalam pemberitaan.87 Pencabutan 
berita dengan alasan-alasan yang telah disebutkan tersebut, 
wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada 
publik. Untuk media-siber lain yang telanjur mengutip berita yang 
dicabut itu, wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media 
asal yang telah dicabut. Angka 5 Pedoman Pemberitaan Media 
Siber menegaskan berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat 
dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali 
terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman 
traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang 
ditetapkan Dewan Pers. Dan setelah berita tersebut dicabut, media 
siber harus mengumumkan dan menyertakan alasan pencabutan 
kepada publik.  

87   Stanley Adi Prasetyo, Pers dan Media Online: Tantangan Baru Dalam Pelaksanaan Kebebasan Pers, Kebebasan Berekspresi 
di Indonesia, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 2016, halaman 195.
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Bab IV
Prosedur Hukum Hak Penghapusan 

Informasi

Konsep rumusan hak atas penghapusan informasi, sebagai implementasi 
dari konsep hak untuk dilupakan atau biasa disebut dengan The Right To 
Be Forgotten, sebagaimana dijelaskan pada uraian di atas, telah diatur 
dalam Pasal 26 ayat (3) UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 
UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang 
menyatakan, “Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus 
Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang 
berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan 
berdasarkan penetapan pengadilan.”

Jika melihat rumusan di atas, telah diatur mekanisme yang dapat ditempuh 
oleh seseorang apabila informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik 
yang tidak relevan tentang dirinya yang dikuasai atau dikendalikan oleh 
Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk dimintakan penghapusan, 
yakni dengan didasari sebuah penetapan pengadilan. Perlu juga 
ditinjau apakah mekanisme penghapusan tersebut tepat hanya dengan 
berdasarkan penetapan pengadilan? Apakah suatu penghapusan 
informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang dikendalikan/ 
disimpan oleh PSE dapat dikatakan melanggar hak atau kepentingan PSE?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan memang terdapat 
permasalahan mengenai mekanisme hukum yang ditetapkan untuk 
meminta penghapusan suatu informasi elektronik dan/ atau dokumen 
elektronik. Objek dari yang dimintakan untuk dihapus yakni suatu informasi 
elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang tidak relevan tentang diri 
seseorang yang dikuasai dan dikendalikan oleh PSE. Dengan begitu, setiap 
PSE yang mengendalikan dan menguasai suatu informasi dan dokumen 
elektronik tersebut berpotensi terganggu hak dan kepentingannya.
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IV.1. Penetapan Pengadilan dan Mekanisme yang Harus 
Dilalui Pemohon
Dalam lapangan hukum perdata terdapat dua macam mekanisme 
pengajuan gugatan yang bertujuan untuk menyelesaikan 
permasalahan hukum yaitu gugatan permohonan atau gugatan 
voluntair dan gugatan contentiosa. Gugatan contentiosa diatur 
dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No 14 Tahun 1970 tentang 
Kekuasaan Kehakiman (sebagaimana diubah dengan UU No. 35 
Tahun 1999) dan sekarang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 
4 Tahun 2004 sebagai pengganti UU No. 14 Tahun 1970. Dalam 
ketentuan tersebut dinyatakan bahwa tugas dan kewenangan 
badan peradilan di bidang perdata adalah menerima, memeriksa, 
dan mengadili serta menyelesaikan sengketa di antara para pihak 
yang berperkara. Wewenang  pengadilan menyelesaikan perkara 
di antara pihak yang bersengketa disebut yusrisdiksi contentiosa 
dan gugatannya berbentuk gugatan contentiosa atau disebut juga 
contentius.88

Berbeda dengan gugatan contentiosa, untuk gugatan permohonan 
atau voluntair sendiri juga masuk dalam yusrisdiksi pengadilan 
untuk diselesaikan. Secara definisi, gugatan voluntair atau 
permohonan adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam 
bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya 
yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Adapun ciri khas 
permohonan atau gugatan voluntair adalah sebagai berikut:89

a. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata 
(for the benefit one party only)

Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan 
pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang 
memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin 
dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang diper-
masalahkan pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan 
kepentingan orang lain.

b. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan 
Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain 
(without disputes or differences with another party). Berdasarkan 
ukuran ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan 

88 Yahya Harahap, M., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika:Jakarta, 2005. Halaman 46.
89 Ibid, halaman 29.
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tentang penyelesaian sengketa hak atau pemilikan maupun 
penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau 
pihak ketiga.

c. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai 
lawan, tetapi bersifat ex parte. Benar-benar murni dan 
mutlak satu pihak atau bersifat ex-parte. Permohonan untuk 
kepentingan sepihak (on behalf of one party) atau yang terlibat 
dalam permasalahan hukum (involving only one party to a 
legal mater) yang diajukan dalam kasus itu, hanya satu pihak.

Dengan melihat ciri khas permohonan di atas maka perkara 
permohonan Hak Penghapusan Informasi masuk dalam kategori 
yurisdiksi voluntair. Atas dasar permohonan yang diajukan, hakim 
akan mengeluarkan suatu penetapan. Merujuk pada ciri khas suatu 
permohonan atau voluntair kepada Ketua Pengadilan Negeri di 
atas telah memberikan penjelasan mengenai hal apa saja suatu 
perkara dapat diajukan penetapan yang salah satu ciri khasnya 
adalah menyangkut kepentingan sepihak dalam hal ini kepentingan 
pemohon semata. Selanjutnya ciri lain yang penting, permohonan 
yang diajukan bersifat bukan sengketa atau bersinggungan dengan 
hak dan kepentingan pihak lain. 

Seseorang yang ingin meminta penetapan pengadilan sebagai dasar 
permintaan ke PSE untuk menghapus informasi yang tidak relevan 
tentang dirinya harus melalui prosedur pengajuan permohonan 
terlebih dahulu yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. 
Terdapat beberapa langkah prosedur hukum yang harus dilalui oleh 
Pemohon, di antaranya:90

1. Mengajukan permohonan secara tertulis yang ditanda tangani 
oleh Pemohon atau kuasanya;

2. Permohonan tertulis ditujukan kepada Ketua Pengadilan 
Negeri;

3. Dalam Permohonan diuraikan mengenai identitas Pemohon, 
duduk permasalahan hukumnya, dan petitum permohonan. 
Petitum permohonan tidak boleh melanggar atau melampaui 
hak orang lain. Artinya suatu petitum permohonan harus 
benar-benar murni merupakan permintaan penyelesaian 
kepentingan pemohon, dengan acuan sebagai berikut:
a. Isi petitum merupakan permintaan yang bersifat deklaratif;
b. Petitum tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut 

90 Ibid, halaman 37-38.
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sebagai pemohon;
c. Tidak boleh memuat petitum yang bersifat condemnatoir 

(mengandung sifat menghukum);
d. Petitum permohonan harus dirinci satu per satu tentang 

hal-hal yang dikehendaki pemohon untuk ditetapkan 
Pengadilan kepadanya; dan

e. Petitum tidak boleh bersifat compositur atau ex aquo et 
bono.

4. Proses pemeriksaan permohonan:
a. Jalannya proses pemeriksaan permohonan dilakukan 

secaar ex-parte (hanya sepihak saja);
b. Pemeriksaan hanya dilakukan terhadap keterangan dan 

bukti pemohon saja;
c. Alat bukti yang disertakan dalam proses pemeriksan 

permohonan harus berdasarkan alat bukti yang sah dan 
ditentukan oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 164 
HIR (Pasal 284 RGB) atau Pasal 1866 KUHPerdata, alat bukti 
yang sah terdiri atas:
- tulisan (akta)
- keterangan saksi
- persangkaan
- pengakuan
- sumpah

Nilai pembuktian yang diajukan oleh pemohon harus mencapai 
batas minimal pembuktian. Proses pengajuan alat bukti harus dalam 
tahap meyakinkan hakim kalau pemohon memang pihak yang 
berhak atas objek yang dimohonkan. Kelengkapan dan kecermatan 
dalam proses pembuktian dalam tahap ini menjadi penting karena 
bersifat memastikan dan membuktikan bahwa pemohon memang 
pihak yang berhak atas objek yang dimohonkan. 

IV.2. Hak dan Kepentingan PSE Bisa Terlanggar
Ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU ITE yang telah disebutkan pada 
bagian 1 di atas mencantumkan ketentuan mengenai penetapan 
pengadilan sebagai dasar seseorang meminta penghapusan suatu 
informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik kepada setiap 
PSE. Perlu ditinjau terlebih dahulu apakah tepat jika mekanisme 
penghapusan tersebut hanya didasari oleh penetapan pengadilan. 
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Sedangkan pihak PSE selaku pengendali dan yang menguasai suatu 
informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang dianggap 
tidak relevan memiliki kepentingan juga atas informasi yang 
disimpannya.

Secara konseptual, penetapan pengadilan dikeluarkan oleh hakim 
dengan terlebih dahulu diawali pengajuan permohonan oleh pihak 
pemohon. Berdasarkan uraian penjelasan pada di atas, permohonan 
yang diajukan bukanlah bersifat sengketa atau bersinggungan 
dengan hak dan kepentingan pihak lain. Berdasarkan permohonan 
yang diajukan, maka hakim akan mengeluarkan suatu penetapan. 
Namun perlu dipastikan bahwa esensi dari pengajuan permohonan 
oleh pemohon tidaklah bersinggungan atau mengganggu hak dan 
kepentingan pihak lain. 

Jika melihat  rumusan pasal 26 ayat (3) yang mengatur hak peng-
hapusan informasi (hak untuk dilupakan), pihak PSE dibebankan 
kewajiban untuk menghapus informasi elektronik dan/ atau 
dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada dalam 
kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan 
penetapan pengadilan. Artinya suatu informasi elektronik dan/ atau 
dokumen elektronik yang dianggap tidak relevan wajib dihapus 
oleh setiap PSE sehingga dapat dikatakan PSE kehilangan kendali 
dan penguasaan atas informasi tersebut. Jika hanya didasari oleh 
penetapan saja maka permasalahan akan muncul kaitan dengan 
kepentingan dan hak PSE dalam menyimpan dan mengendalikan 
suatu informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang 
dianggap tidak relevan akan hilang dan terlanggar. Meskipun 
penetapan tersebut bersifat hanya mengikat seseorang yang 
menjadi pemohon saja, namun tetap saja objek permohonan 
yang merupakan suatu informasi elektronik dan/ atau dokumen 
elektronik tersebut berada di bawah kendali dan penguasaan PSE. 
Sehingga penetapan yang sejatinya hanya mengikat pemohon saja 
akan tetapi tetap berdampak pada hak dan kepentingan PSE selaku 
pihak yang mengendalikan atau menguasai informasi elektronik 
dan/ atau dokumen elektronik tersebut. 

Dengan hanya didasari oleh penetapan saja yang berawal dari sebuah 
permohonan, tidak ada kesempatan bagi PSE untuk melakukan 
sanggahan atau bantahan dalam rangka mempertahankan hak 
dan kepentingannya untuk tetap mengendalikan dan menyimpan 
informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik tersebut. Jika 
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melihat rumusan substansi pada pasal 26 ayat (3) UU ITE tersebut, 
ada potensi hak dan kepentingan pihak PSE yang dilanggar 
karena akan hilangnya kendali atas informasi elektronik dan/ atau 
dokumen elektronik yang dikuasainya. Jika ketentuan pasal tersebut 
diimplementasikan maka berpotensi menuai permasalahan 
hukum terkait mekanisme penghapusan yang hanya berdasarkan 
penetapan semata. Hal tersebut karena terdapat 2 ciri khas utama 
dari suatu permohonan sebelum penetapan dikeluarkan. Pertama, 
permohonan yang diajukan hanya bersifat kepentingan sepihak 
semata pihak pemohon. Kedua, permohonan yang diajukan tidak 
bersinggungan dengan hak dan kepentingan pihak lain.

PSE dalam rumusan pasal tersebut menjadi pihak yang berpotensi 
hak dan kepentingannya dilanggar. PSE berpotensi kehilangan 
kendali atas hak dan kepentingannya untuk menyimpan dan 
mengendalikan suatu informasi elektronik dan/ atau dokumen 
elektronik yang dianggap tidak relevan. Terlebih lagi pihak PSE tidak 
diberikan kesempatan untuk melakukan sanggahan, bantahan, 
dan menjawab untuk mempertahankan hak dan kepentingannya 
karena hanya diawali dengan sebuah permohonan penetapan. 
Dalam hal ini PSE selaku pihak yang terkena dampak dari penetapan 
tersebut wajib diberikan kesempatan untuk membela hak dan 
mempertahankan kepentingannya sesuai asas audi alteram partem. 
Apabila suatu perkara yang secara substansial bersifat sengketa 
namun diatur hanya dengan mekansime penetapan saja maka 
ketentuan tersebut melanggar asas audi alteram partem. 

Sebagaimana pendapat dari Prof. Sudargo Gautama yang 
mengatakan, dalam hal terjadi penyelesaian secara voluntair 
mengenai suatu perkara yang mengandung sengketa:91

Telah terjadi proses ex-parte;
Berarti penyelesaian sengketa melanggar tata tertib beracara 
yang baik (goede process orde), dan sekaligus melanggar asas 
audi alteram partem (hak pihak lain untuk membela dan hak 
untuk mempertahankan kepentingannya);
Padahal semestinya, pihak yang terkena dalam permohonan 
voluntair dalam kasus, harus didengar sebagai pihak.

Sebagaimana karakteristik suatu pemeriksaan atas gugatan 
voluntair atau permohonan, terdapat beberapa asas persidangan 
untuk dikecualikan penerapannya pada proses pelaksanaan 

91 Yahya Harahap, M. Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, halaman 193.
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persidangannya. Asas-asas tersebut di antaranya:92

a. Asas audi alteram partem
Tidak mungkin dalam proses ex-parte ditegakkan asas 
mendengar jawaban atau bantahan pihak lawan, karena 
memang tidak ada pihak tergugat. Oleh karena itu, asas to hear 
other side (mendengar pihak lain), tidak relevan dalam proses 
permohonan penetapan. Dalam penyelesaian permohonan, 
tidak mungkin ditegakkan asas both sides be heard before 
a decision is given. Karena untuk mengambil keputusan atau 
penetapan yang didengar semata-mata hanya keterangan 
pemohon saja.

b. Asas memberi kesempatan yang sama
Demikian juga halnya asas pemberian kesempatan yang sama 
(to give the same opportunity) kepada para pihak, tidak mungkin 
ditegakkan, karena pihaknya terdiri atas pemohon saja.

Dengan tidak diterapkannya beberapa asas dalam proses 
pemeriksaan permohonan atau voluntair maka rumusan ketentuan 
dalam Pasal 26 ayat (3) UU ITE yang mewajibkan PSE untuk 
menghapus informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik 
yang dianggap tidak relevan hanya berdasarkan penetapan saja 
sangat tidak tepat. Hal tersebut dikarenakan adanya potensi 
pelanggaran hak dan kepentingan yang akan dialami oleh setiap 
PSE yang mengendalikan suatu informasi karena akan kehilangan 
hak dan kendalinya untuk menyimpan infromasi tersebut.

Dalam bingkai yang lain, Pasal 26 ayat (3) ini harus diintrepretasi 
dengan cara yang lain. Penetapan pengadilan adalah terhadap 
apakah informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang 
tidak relevan tersebut adalah benar berkaitan dengan pemohon 
penetapan. Intrepretasi ini membuat asas voluntair tetap utuh, tidak 
melibatkan pihak lain selain pemohon. Konsekuensinya adalah 
setelah pemohon mendapatkan penetapan pengadilan yang 
menyatakan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik 
yang tidak relevan itu benar terkait dengan pemohon, maka 
selanjutnya pemohon sendiri yang memintakan penghapusan 
informasi dan/ atau dokumen elektronik tersebut ke penyelenggara 
sistem elektronik dengan melampirkan penetapan pengadilan 
dimaksud. Namun, tentu saja, PSE juga bisa dirugikan dengan 

92 Opcit, halaman 39.
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permohonan penghapusan ini sehingga kembali asas voluntair pun 
tak bisa diterapkan.

IV.3. Penetapan Pengadilan Memuat Konten Informasi 
Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang 
Dihapus
Apabila Pasal 26 ayat (3) UU ITE tersebut diimplementasikan maka 
dasar penghapusan informasi elektronik dan/ atau dokumen 
elektronik yang dianggap tidak relevan didasari oleh suatu 
penetapan pengadilan. Dapat diprediksi apabila pasal tersebut 
diimplementasikan maka penetapan pengadilan menjadi landasan 
bagi seseorang untuk meminta penghapusan informasi elektronik 
dan/ atau dokumen elektronik yang dianggap tidak relevan kepada 
siapapun yang mengendalikan dan menguasai informasi tersebut. 
Dalam penetapan yang diterbitkan oleh pengadilan melalui hakim 
yang memeriksa permohonan memuat informasi elektronik dan 
dokumen elektronik apa saja yang tidak relevan yang menyangkut 
seseorang tersebut. Penetapan tersebut memuat informasi 
elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang dianggap tidak 
relevan sesuai dengan isi permohonan tertulis dari pihak pemohon. 
Di dalam permohonan tertulis yang disampaikan oleh pemohon 
akan menyebutkan informasi elektronik dan/ atau dokumen 
elektronik apa saja yang dianggap tidak relevan menyangkut diri 
pemohon. Kemudian hakim di pengadilan akan memeriksa isi 
permohonan tersebut apakah benar informasi elektronik dan/atau 
dokumen elektronik yang dianggap tidak relevan benar-benar 
menyangkut dan identik dengan si pemohon tersebut. 

Apabila alasan permohonan sangat beralasan secara hukum maka 
hakim akan mengeluarkan penetapan yang menetapkan agar 
informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang tidak 
relevan tersebut untuk dihapus oleh setiap PSE yang mengendalikan 
informasi yang dimaksud. Penetapan tersebut menjadi dasar dan 
“senjata” bagi pemohon sebagai dasar permintaan ke setiap PSE. 
Meskipun penetapan tersebut hanya memuat informasi elektronik 
dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang harus dihapus 
namun tetap saja bagi setiap PSE yang mengendalikan informasi 
dan dokumen elektronik yang disebutkan dalam penetapan wajib 
untuk melakukan penghapusan. Sebagaimana penjelasan yang 
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diuraikan di atas, kepentingan dan hak PSE yang mengendalikan 
dan menguasai suatu informasi dan dokumen elektronik yang 
dianggap tidak relevan menjadi terganggu.

Penetapan tersebut memang hanya mengikat kepentingan 
terhadap suatu informasi dan dokumen elektronik menyangkut 
diri pemohon saja namun dapat berdampak pada terganggunya 
hak dan kepentingan setiap PSE yang mengendalikan informasi 
tersebut. Masing-masing PSE yang menguasai dan mengendalikan 
suatu informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang 
disebutkan dalam penetapan dibebankan kewajiban untuk 
menghapusnya. Artinya siapapun yang menguasai suatu informasi 
elektronik dan/ atau dokumen elektronik sebagaimana disebutkan 
dalam penetapan maka berkewajiban untuk menghapusnya. 
Penghapusan tersebut tentunya dapat menghilangkan hak PSE 
untuk mempertahankan informasi tersebut. Kerugian timbul apabila 
terdapat PSE yang merasa informasi elektronik dan/ atau dokumen 
elektronik yang dikendalikannya tidak selayaknya dihapus. Justru 
PSE beranggapan informasi yang diminta penghapusan termasuk 
informasi yang memiliki esensi publik sehingga tidak layak untuk 
dihapus.  

Dengan dikuasainya suatu informasi elektronik dan/ atau dokumen 
elektronik oleh setiap PSE maka terdapat hubungan hukum yang erat 
antara PSE dengan informasi tersebut yang dikuasainya. Kemudian 
yang menjadi persoalan sejauh mana hubungan hukum antara 
PSE dengan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik 
tersebut. Hal tersebut dapat ditinjau dari esensi informasi yang 
dikendalikan, sejauh mana PSE berhak mengendalikan informasi 
tersebut. Apabila informasi memiliki esensi kepentingan publik 
sehingga PSE berhak untuk mengendalikan dan mempublikasikan 
informasi yang dimaksud. Untuk mengetahui sejauh mana PSE 
berhak atas informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang 
dimaksud tentu harus atas proses pengujian dan jawab menjawab di 
pengadilan. Namun dengan hanya diaturnya penetapan pengadilan 
sebagai dasar seseorang untuk meminta penghapusan atas suatu 
informasi maka dengan ini PSE tidak diberikan kesempatan untuk 
melakukan pembelaan atau bantahan.
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IV.4. Mekanisme PSE Mengajukan Perlawanan
Terlepas dari permasalahan dalam rumusan Pasal 26 ayat (3) UU 
ITE yang mewajibkan PSE untuk menghapus suatu informasi 
elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang tidak relevan 
hanya berdasarkan penetapan pengadilan saja, namun terdapat 
mekanisme hukum lain yang dapat ditempuh oleh PSE apabila tetap 
ingin mempertahankan hak dan kepentingannya untuk menjaga 
informasi tersebut tetap dalam penguasaannya. Menurut M. Yahya 
Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata”, 
terdapat beberapa mekanisme hukum yang dapat ditempuh dan 
dilakukan oleh PSE yang merasa dirugikan atas penetapan voluntair 
adalah sebagai berikut:93

a. Mengajukan Perlawanan terhadap Permohonan selama Proses 
Pemeriksaan Berlangsung

Landasan upaya perlawanan terhadap permohonan 
yang merugikan kepentingan orang lain, merujuk secara 
analogis kepada Pasal 378 Rv, atau Pasal 195 ayat (6) HIR. 
Perlawanan itu sangat bermanfaat untuk menghindari 
terbitnya penetapan yang keliru. Dengan demikian, 
memberi hak kepada orang yang merasa dirugikan 
kepentingannya untuk:
Mengajukan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) yang 
bersifat semu atau quasi derden verzet, selama proses 
pemeriksaan permohonan berlangsung;
Pihak yang merasa dirugikan tersebut bertindak sebagai 
pelawan dan pemohon ditarik sebagai terlawan;
Dasar perlawanan ditujukan kepada pengajuan per-
mohonan gugatan voluntair tersebut;
Pelawan meminta agar permohonan ditolak serta 
perkara diselesaikan secara contradictoir atau mekanisme 
sengketa yang memberikan kesempatan pelawan untuk 
mengajukan bantahan dan sanggahan.

Tindakan dan upaya perlawanan yang disebut di atas dapat 
dilakukan pihak yang merasa dirugikan, apabila ia mengetahui 
adanya permohonan yang sedang berlangsung proses 
pemeriksaannya.

93 Ibid, halaman 44.
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b. Mengajukan Gugatan Perdata
Apabila isi penetapan mengabulkan permohonan dan pihak 
yang merasa  dirugikan baru mengetahui setelah pengadilan 
menjatuhkan penetapan tersebut, yang bersangkutan dapat 
mengajukan gugatan perdata biasa. Dalam hal ini: 

Pihak yang merasa dirugikan bertindak sebagai penggugat 
dan pemohon ditarik sebagai tergugat; dan
Dalil gugatan bertitik tolak dari hubungan hukum yang 
terjalin antara diri penggugat dengan permasalahan yang 
diajukan pemohon dalam permohonan.

c. Mengajukan Permintaan Pembatalan kepada Mahkamah 
Agung atas Penetapan Dasar untuk melakukan upaya ini dapat 
merujuk pada Penetapan MA No. 5 Pen/ Sep/ 1975. Sebelumnya 
perlu dijelaskan bahwa pada perkara terkait dikeluarkannya 
Penetapan PN Jakarta Pusat No. 274/ 1972, pihak yang merasa 
dirugikan atas penetapan tersebut, mengajukan permohonan 
kepada MA agar MA mengeluarkan penetapan untuk mem-
batalkan untuk membatalkan penetapan PN. Ternyata per-
mohonan itu dikabulkan MA dengan jalan menerbitkan 
Penetapan No.5 Pen/ Sep/ 1975.

d. Mengajukan Upaya Peninjauan Kembali (PK)
Upaya PK dapat juga ditempuh untuk mengoreksi dan 
meluruskan kekeliruan atas permohonan dengan mem-
pergunakan Putusan PK No. 1 PK/ Ag/ 1990 tanggal 22 Januari 
1991 sebagai dasar pedoman. Dalam kasus tersebut, Pengadilan 
Agama Pandeglang telah mengabulkan status ahli waris 
dan pembagian harta warisan melalui permohonan secara 
sepihak. Terhadap penetapan tersebut, pihak yang dirugikan 
mengajukan PK kepada MA. Ternyata MA mengabulkan 
permohonan PK dan bersamaan dengan itu, MA membatalkan 
Penetapan PA Pandeglang tersebut.

IV.5. Mekanisme Penghapusan Suatu Informasi Elektronik 
yang Masuk Kualifikasi Berita Online
Suatu informasi elektronik yang dikemas dalam bentuk pemberitaan 
oleh media online memiliki pengaturan khusus jika akan dihapus. 
Dewan Pers bersama dengan organisasi pers, pengelola media siber, 
dan elemen masyarakat merumuskan dan membuat suatu Pedoman 
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Pemberitaan Media Siber yang ditandatangani pada 3 Februari 
2012. Pedoman tersebut telah mengatur beberapa hal mengenai 
pengecualian kewajiban verifikasi berita serta batasan-batasannya, 
ketentuan mengenai isi buatan pengguna (user generated content), 
hak cipta, ketentuan ralat, koreksi, dan hak jawab, sampai dengan 
pencabutan berita. Di dalam pedoman tersebut tidak dikenal istilah 
penghapusan melainkan pencabutan berita. Antara penghapusan 
dan pencabutan sejatinya memiliki esensi dan makna yang sama 
yakni sama-sama tidak lagi dipublikasikannya atau dimuatnya suatu 
informasi. Suatu informasi elektronik yang dikemas dalam bentuk 
berita online dimungkinkan untuk dicabut berdasarkan ketentuan 
pada Pedoman Pemberitaan Media Siber.

Ketentuan mengenai pencabutan berita diatur pada angka 5 
pedoman tersebut. Ketentuan tersebut di antaranya:94

a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena 
alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait 
masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman 
traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain 
yang ditetapkan Dewan Pers;

b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita 
dari media asal yang telah dicabut;

c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan 
dan diumumkan kepada publik.

Jika melihat ketentuan pencabutan berita di atas maka dapat 
dimungkinkan sebuah informasi di media berita untuk dicabut. 
Namun pencabutan tersebut hanya dibatasi pada berita-berita 
yang mengandung unsur SARA, kesusilaan, masa depan anak, 
pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan 
khusus lain yang ditetapkan oleh Dewan Pers sebagaimana 
tercantum pada huruf a di atas. Hal tersebut berarti suatu berita 
dapat dicabut selama memenuhi unsur di atas. Selain dari alasan di 
atas maka tidak dapat dibenarkan.

Patut juga dicermati ketentuan huruf a di atas mengenai alasan 
pencabutan yang didasarkan pada pertimbangan khusus lain yang 
ditetapkan oleh Dewan Pers. Alasan pencabutan yang didasari 
pertimbangan khusus oleh Dewan Pers sangatlah multitafsir. 
Kemudian yang menjadi persoalan, apa saja batasan-batasan atau 

94 Pedoman Pemberitaan Media Siber yang ditandatangani oleh Dewan Pers bersama Komunitas Pers pada 3 Februari 2012
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kualifikasi berita bagi Dewan Pers yang dapat dipertimbangkan 
untuk dicabut. Tidak adanya rincian atau kategorisasi mengenai apa 
saja berita yang dapat dicabut berdasarkan pertimbangan khusus 
Dewan Pers berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang 
mengenai pencabutan berita yang seharusnya diungkap ke publik 
atau dengan kata lain memenuhi unsur kepentingan publik. 

Selain itu tidak adanya sandaran atau terhadap hal-hal apa saja 
yang dapat menjadi pertimbangan khusus Dewan Pers juga turut 
menimbulkan persoalan. Terlepas dari multitafsirnya batasan-
batasan atau hal-hal apa saja yang dapat menjadi pertimbangan 
khusus Dewan Pers, pelaksanaannya perlu juga dikawal. Bagi 
Dewan Pers sendiri perlu suatu pedoman khusus yang dapat 
dijadikan landasan dalam membuat pertimbangan khusus dalam 
memberikan keputusan pencabutan berita. Pedoman yang 
dimaksud dapat diarahkan pada prinsip perlindungan terhadap 
privasi warga negara yang tidak memiliki esensi kepentingan publik. 
Selama suatu berita yang mempublikasikan hal-hal menyangkut 
privasi warga negara maka dapat dimungkinkan untuk dicabut. 
Rujukan batasan mengenai apa saja menyangkut privasi maka 
dapat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan 
bidang hak asasi manusia seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan UU No.12 
Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak 
Sipil dan Politik.

Tujuan dari diberikannya suatu batasan tersebut agar menghindari 
adanya proses implementasi yang justru melanggar hak atas 
informasi masyarakat akan informasi/ berita yang memiliki 
esensi kepentingan publik.  Perlu juga diketahui bahwa setiap 
kerja-kerja jurnalistik khususnya media siber tidak lepas dari 
kewajiban untuk meliput dan mempublikasikan suatu informasi 
yang menyangkut kepentingan publik yang luas. Artinya ada 
beban pertanggungjawaban atas pemenuhan hak atas informasi 
masyarakat bagi setiap media termasuk media siber. 

Dalam kaitan dengan konsep Right To Be Forgotten sebagaimana 
yang telah dirumuskan dalam Pasal 26 ayat (3) UU ITE, pihak media 
siber bertindak sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). 
Di dalam rumusan pasal tersebut telah memberikan kewajiban 
bagi setiap PSE untuk menghapus informasi elektronik dan/ atau 
dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah 
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kendalinya atas permintaan orang yang berdasarkan penetapan 
pengadilan. Namun khusus bagi PSE kalangan pers sendiri sudah 
memiliki ketentuan mengenai penghapusan atau pencabutan 
berita yang didasari oleh unsur-unsur sebagaimana disebutkan 
dalam angka 5 huruf a Pedoman Pemberitaan Media Siber. 
Pedoman tersebut dapat diterapkan selama PSE yang dibebankan 
penghapusan adalah media siber dan berdasarkan unsur atau 
alasan yang tercantum pada angka 5 huruf a pedoman tersebut.

Grafis Simulasi Proses Penghapusan Informasi/ Dokumen Elektronik

Keterangan:
Permohonan ke Dewan Pers hanya terkait media siber yang tunduk di bawah Pedoman 
Pemberitaan Media Siber. Jika dikabulkan Dewan Pers, maka Dewan Pers memerintahkan PSE 
yang dalam hal ini Media Siber untuk melakukan penghapusan informasi.
Pemohon juga bisa langsung memohonkan kepada PSE untuk menghapus informasi
Permohonan ke Pengadilan adalah untuk meminta penetapan pengadilan.



79

Bab V 
Penutup

Secara umum hasil studi ini menunjukan begitu banyaknya 
perbedaan konteks antara Indonesia dengan Eropa yang 
melatarbelakangi lahirnya konsep hak atas penghapusan 
informasi, atau mulanya dikenal sebagai hak untuk dilupakan (right 

to be forgotten). Eropa memiliki sejarah panjang sampai kemudian lahir 
dan diakuinya gagasan ini, sebagai elemen yang penting untuk menjaga 
dan melindungi privasi serta martabat seseorang, dari hal-hal yang tidak 
dikehendakinya atau intervensi yang dapat mengganggu kehidupan diri 
pribadi seseorang tersebut. Artinya pilihan untuk sampai pada hak bagi 
seseorang untuk dapat meminta penghapusan informasi yang berkaitan 
dengan dirinya tersebut, bukan semata-mata dan tiba-tiba lahir karena 
kasus Costeja. Akan tetapi merupakan sebuah proses evolusi panjang, 
baik yang terjadi di negara-negara Eropa sendiri, Parlemen Eropa, maupun 
Pengadilan Eropa, yang telah mengeluarkan sejumlah putusan terkait, 
dalam memaknai perlindungan terhadap diri pribadi seseorang, termasuk 
data dan informasi pribadi.

Meskipun lahir dari sebuah proses yang panjang dan berliku, dengan penuh 
perdebatan, pun pro dan kontra tetap tidak terhindarkan ketika putusan ini 
muncul, serta kemudian diaplikasikan. Singgungan antara pengakuan hak 
untuk dilupakan atau penghapusan informasi yang berkaitan dengan diri 
pribadi seseorang, dengan sejumlah penikmatan hak lainnya, khususnya 
hak publik atas informasi, telah memunculkan sejumlah ketegangan baru 
antara hak atas privasi dan kebebasan berekspresi. Masalah pada detail 
dalam pelaksanaan hak ini, irisannya dengan sejumlah hak lainnya, serta 
perbedaan infrastuktur hukum maupun kelembagaan di tiap negara, telah 
memunculkan banyak kekhawatiran penyalahagunaan hak ini, yang pada 
akhirnya akan berakibat pada dibatasinya hak publik atas informasi.   

Apalagi dengan Indonesia, ketika gagasan yang memunculkan pengakuan 
dan peluang klaim atas hak ini datang dengan tiba-tiba, semata-mata melihat 
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apa yang terjadi di Eropa, tanpa melihat konteks dan situasi nasionalnya 
secara lebih seksama. Di Eropa sendiri, sebagaimana telah dijelaskan di 
atas, munculnya klausula hak ini merupakan pengembangan dari cakupan 
ruang lingkup perlindungan data pribadi, khususnya seiring dengan kian 
menguatnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, yang 
menjadikan data pribadi dapat dipindahtangankan dengan mudah, cepat 
dan tidak mengenal batas (borderless). Sementara di Indonesia, meskipun 
sejumlah undang-undang telah mengakomodasi dan memberikan 
jaminan perlindungan terhadap data pribadi seseorang, namun belum 
dapat dikatakan cukup untuk dapat dijadikan pondasi bagi lahirnya 
hak untuk dilupakan atau penghapusan informasi yang bersifat pribadi. 
Sebagai ilustrasi, UU Informasi dan Transaksi Elektronik memang telah 
menjamin perlindungan data pribadi, akan tetapi di situ tidak secara detail 
dan jelas diatur mengenai cakupan perlindungan data pribadi, termasuk 
kualifikasi dan kategorisasi data pribadi, yang menjadikan pembedaan 
perlakuan terhadapnya. Belum lagi masalah kelembagaan pengelola, yang 
berfungsi sebagai regulator, pengawas dan pengendali, untuk memastikan 
penggunaan hak ini tidak bertentangan dengan hak publik yang lebih luas. 

Situasinya menjadi lebih rumit dan kompleks jika dibenturkan dengan 
masih mudanya umur keterbukaan informasi di Indonesia. Indonesia baru 
menikmati keterbukaan informasi publik setidaknya 10 tahun lamanya, 
setelah sebelumnya selama berpuluh-puluh tahun lamanya dihadapkan 
pada kondisi dan sistem negara yang tertutup, minim akses informasi dan 
partisipasi. Oleh karenanya butuh waktu kemudian untuk memberikan 
ruang bagi pemberian klaim atas hak untuk melakukan penghapusan 
informasi yang bersifat pribadi. Apalagi batasan informasi dan mekanisme 
penghapusannya sangat berbeda dengan yang berlaku pada rezim UU 
Keterbukaan Informasi Publik, sehingga jika tidak secara detail diatur dan 
kentara perbedaannya, dikhawatirkan akan terjadi tumpang tindih antar-
keduanya, yang justru akan merugikan hak publik atas informasi. Masalah-
masalah krusial lainnya yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan hak 
ini adalah terkait dengan masih tingginya impunitas kejahatan, khususnya 
yang diduga melibatkan mantan atau bahkan para pejabat publik yang 
masih berkuasa. Sebagai contoh belum terungkapnya sejumlah dugaan 
kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat di masa lalu, yang 
materinya selalu merujuk pada para pejabat atau tokoh publik yang saat 
ini berkontestasi dalam politik kekuasaan. Akibatnya, kemunculan hak ini 
dinilai beberapa orang tendensius dan tinggi kemungkinan politisasinya, 
karena dikhawatirkan akan menjadi ruang dan instrument bagi sejumlah 
pejabat/tokoh publik untuk melakukan “cuci dosa” masa lalunya, yang 
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sampai dengan hari ini belum pernah secara akuntabel diselesaikan.

Mengacu pada latar belakang, batasan konseptual, konteks kemunculannya, 
dan beragam tantangan dan persoalan yang kemungkinan menyertainya 
dalam implementasi hak ini di Indonesia, seperti halnya telah diuraikan 
dalam penelitian ini di atas, studi ini memberikan catatan rekomendasi 
sebagai berikut ini:

Secara ideal, penerapan dan pemberlakukan untuk melakukan 
klaim atas hak penghapusan informasi (pribadi) yang tidak relevan, 
semestinya harus menunggu adanya suatu UU Perlindungan Data 
Pribadi yang komprehensif, yang di situ secara detail diatur mengenai 
pengertian data pribadi, cakupan ruang lingkup, kualifikasi data 
pribadi, pemrosesan, dan perlindungannya, serta kelembagaan 
independen yang memastikan pengelolaan perlindungan data 
pribadi.
Oleh karena mandat pelaksanaan hak ini telah mengemuka di dalam 
ketentuan UU Informasi Transaksi Elektronik, maka jikalau akan 
diterapkan harus dibuat aturan yang ketat dan limitatif yang akan 
menjadi panduan dalam pelaksanaan hak ini. Hal ini sangat diperlukan 
sebagai upaya untuk meminimalisir ketegangan pelaksanaan hak 
ini dengan penikmatan hak-hak lainnya, khususnya hak publik atas 
informasi. 
Detailnya, dalam aturan tersebut harus dirumuskan mengenai batasan 
data/informasi pribadi (sebagaimana diatur Pasal 26 UU ITE), yang 
dapat diajukan penghapusan, termasuk jenis-jenis informasinya, dan 
siapa institusi yang diminta untuk melakukan tindakan penghapusan, 
apakah seluruh penyelenggaras sistem elektronik, atau dibatasai 
penyelenggara sistem elektronik tertentu? Misalnya hanya pada 
mereka yang memiliki fasilitas mesin pencari.
Kaitannya dengan prosedur, merujuk pada ketentuan pasal 
tersebut, prosesnya harus terlebih dahulu meminta penetapan 
pengadilan, masalahnya jika menggunakan mekanisme penetapan, 
bagaimana jika ada pihak ketiga yang keberatan dengan permintaan 
penetapan tersebut, dan bagaimana memastikan eksekusinya? 
Untuk memastikan perlindungan hak publik atas informasi, meski 
prosedurnya menggunakan mekanisme penetapan, harus tetap 
dibuka peluang bagi perlawanan pihak ketiga, khususnya terhadap 
informasi-informasi yang kualifikasinya masih ambigu dan multitafsir. 
Peluang ini dapat diatur secara rigid dalam peraturan yang akan 
disusun sebagai rujukan.
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Berikutnya, terkait dengan siapa yang melakukan eksekusi atas 
penetapan pengadilan tersebut? Apakah ada jaminan bahwa setiap 
penyelenggara sistem elektronik akan melaksanakan penetapan? 
Apakah pemerintah (Kominfo) sebagai lembaga eksekutor? Semestinya 
kewenangan ini dilakukan oleh suatu badan yang independen, yang 
sekaligus memerankan fungsi regulator, pengawas, dan pengendali. 
Sebagai contoh di negara-negara Eropa, kewenangan ini dilakukan 
sekaligus oleh Komisi yang mengelola perlindungan data pribadi.
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PROFIL 
LBH PERS

Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) adalah sebuah lembaga 
nirlaba yang diprakarsai oleh beberapa orang advokat muda yang 
tergabung dalam komite Pembela kebebasan Pers (KPKP) bersama 
dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta pada 11 Juli 2003, 

bertempat di Tugu Proklamasi Jakarta yang kemudian menjadi hari lahir 
LBH Pers. LBH Pers telah terdaftar di kementrian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia RI nomor AHU-0079057.AH.01.07 Tahun 2016.

Misi:
“Mewujudkan masyarakat sipil yang demokratis melalui upaya bantuan 
hukum dan advokasi terhadap kebebasan pers dan kebebasan berekspresi 
di Indonesia.”

Kegiatan
1. Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma
2. Melakukan pendidikan dan pelatihan hukum 
3. Melakukan penelitian, kampanye, dan pengembangan jaringan
4. Melakukan advokasi kebijakan terkait kebebesan pers dan 

kebebasan berekspresi.

Sejak LBH Pers berdiri, LBH Pers telah menangani ratusan kasus 
kebebasan pers dan kebebasan berekspresi baik itu di pengadilan 
maupun di luar pengadilan. Sejak tahun 2003 sampai akhir 2017, 
setidaknya LBH Pers mencatat ada 732 kasus kekerasan kepada jurnalis 
baik itu fisik maupun non fisik. Dan sejak tahun 2003 sampai Mei 2018 
LBH Pers telah memberikan bantuan hukum kepada masyarakat maupun 
jurnalis sebanyak 282 kasus dengan rincian 120 kasus ketenagakerjaan, 
97 kasus pidana, 53 kasus perdata, 9 kasus tata usaha negara dan 3 kasus 
sengketa pemberitaan. 
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LBH Pers aktif dibeberapa koalisi jaringan masyarakat sipil dalam 
mengadvokasi hak asasi manusia khususnya hak kebebasan berekspresi 
dan kebebasan pers di Indonesia, dan juga aktif menginisiasi beberapa 
jaringan regional untuk perlindungan terhadap hak atas kebebasan 
berekspresi di Asia Tenggara, seperti Media Defence Southeast Asia (MD 
Sea), Advocate for Freedom of Expression Coalition - Southeast Asia ( 
AFEC - SEA ) dan juga South East Asia Lawyers (SEALawyers). Dalam AFEC 
SEA, LBH Pers juga merupakan kantor sekretariat dan anggota INFID 
(International NGO Forum on Indonesia Development).
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